PENETAPAN HAK ASUH ANAK (H}AD}A>NAH) YANG BELUM MUMAYIZ KEPADA AYAH PERSPEKTIFMAQ}A>S}ID ASY-SYARI>’AH  DAN KEADILAN GENDER (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar, No.0408/Pdt.G/2017/PA.Kra) by FAWZIAH, RISKHA FILLAH & Drs. Ah., Kholis Hayatuddin, M.Ag
PENETAPAN HAK ASUH ANAK (H}AD}A>NAH) YANG BELUM MUMAYIZ 
KEPADA AYAH PERSPEKTIF MAQ}A>S}ID ASY-SYARI>’AH  DAN 
KEADILAN GENDER (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar, 
No.0408/Pdt.G/2017/PA.Kra) 
 
SKRIPSI 
Diajukan Kepada 
Fakultas Syari’ah   
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta   
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh 
Gelar Sarjana Hukum 
 
Oleh : 
 
RISKHA FILLAH FAWZIAH 
NIM. 16.21.2.1.142 
    
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM 
FAKULTAS SYARI’AH   
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA 
2020 




 vi 
 
MOTTO 
 
 
 َذِإ َبَاتِكْلا ُهَمِّلَُعيَو ،َدِلُو َاذِإ ُهَمْسِا َنِسُْحي َْنأ :َءاَيَْشأ َُةثََلاث ِدِلاَوْلا َىلَع ِدَلَوْلا ِّقَح ْنِم ا
 َكَرَْدأ َاذِإ ُهَج ِّوَُزيَو ،ََلقَع 
“hak anak atas orang tuanya ada tiga: diberikan nama yang baik ketika lahir, 
diajarkan al-quran ketika sudah (tamyiz) dan menikahkannya ketika sudah 
menemukan.” 
(Riwayat Abu Huraira ra) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah: 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan 
huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan 
huruf latin adalah sebagai berikut: 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak di lambangkan Tidak di lambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
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ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
       Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A A 
( ِـــــ) Kasrah I I 
( ُ◌ ) Dammah U U 
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
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b. Vokal Rangkap  
       Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ي......ٲ Fathah dan ya Ai a dan i 
و......ٲ Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
Contoh:  
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
3. Maddah 
       Maddah atau vokal panjang yang lambangya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
HarakatdanHuruf Nama HurufdanTanda Nama 
ي...أ Fathahdanalifatauya Ā 
a dangaris 
di atas 
ي...أ Kasrahdanya Ī 
i dangaris 
di atas 
و...أ Dammahdanwau Ū 
u dangaris 
di atas 
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. مر Ramā 
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4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dhammah transliterasinya adalah /t/ 
b. Ta Marbutāh mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/ 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/ 
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl 
2. ةحلط Ṭalḥah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu  
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbanā 
2. لّزن Nazzala 
6. Kata Sandang 
 Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf 
Qamariyyah. 
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang 
digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
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Syamsiyyah dan Qammariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata hubung. 
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajala 
2. لاجلا ل  Al-Jalālu 
7. Hamzah 
       Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan 
dengan aprostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila 
terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf 
alif.  
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. تنوذخأ  Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌ 
8. Huruf Kapital 
       Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD 
yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangannya. 
       Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut 
disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لوسرلاإ دحمم امو WamāMuammadunillārasūl 
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2. نيملاعلا بر ¥دمحلا Al-ḥamdulillahirabbil ꞌālamīna 
9. Penulisan Kata 
       Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, ism maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan. 
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. نيقزارلاريخوهل الله نإو 
Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqin/ 
Wainnallāhalahuwakhairur-rāziqīn 
2. نازيملاو ليكلا اوفوأف 
Faaufū al-Kaila wa al-mīzāna/ 
Faauful-kailawalmīzāna 
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ABSTRAK 
Riskha Fillah Fawziah, NIM: 162121142; “PENETAPAN HAK ASUH 
ANAK (H}AD}A>NAH) YANG BELUM MUMAYIZ KEPADA BAPAK 
PERSPEKTIF MAQ}A>S}ID ASY-SYARI>’AH DAN KEADILAN GENDER 
(Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar, 
No.0408/Pdt.G/2017/PA.Kra)”. Dalam ketentuan fikih dan Kompilasi Hukum 
Islam Pasal 105 dan Pasal 156 yang berhak mengasuh anak yang belum mumayiz 
adalah ibunya. Namun di Pengadilan Agama Karanganyar terdapat putusan di 
mana anak yang belum mumayiz ini di jatuhkan kepada ayah kandungnya. 
Padahal jika di lihat dari segi finansial, ibunya juga mampu, ibunya juga tidak 
berkelakuan buruk. Tentu hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian literer dengan mengambil sumber 
data sekunder dari Direktori Putusan Mahkamah Agung berupa Putusan Hakim 
pada Tingkat Pertama. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis isi 
dengan cara membaca, memahami, dan memaknai putusan hakim pada Tingkat 
Pertama kemudian dianalisis dengan teori maq}a>s}id asy-syari>’ah  dan keadilan 
gender yang berkaitan dengan penetapan hak asuh anak yang belum mumayiz 
kepada ayah kandungnya.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan 
Agama Karanganyar yang menetapkan hak asuh anak yang belum mumayiz 
kepada ayah kandungnya didasarkan pada pertimbangan dimana kedua anak 
tersebut telah tinggal bersama ayahnya dan mendapatkan pemeliharaan, 
pengasuhan serta mendapatkan pendidikan dengan baik, dengan demikian 
menurut Majelis Hakim menganggap kepentingan terbaik anak tersebut telah 
didapatkan dalam diri sang ayah. Putusan tersebut secara tekstual bertolak 
belakang dengan ketentuan fikih dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan Pasal 
156, tetapi Pengadilan Agama Karanganyar dalam memutuskan perkara tersebut 
bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan normative. Namun jika di lihat dari 
pandangan maq}a>s}id asy-syari>’ah  putusan Majelis Hakim ini bertujuan untuk 
mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Sedangkan di lihat dari 
pandangan keadilan gender Pengadilan Agama Karanganyar tidak bias gender 
karena hakim dalam memutus perkara tidak membeda-bedakan peran dalam 
pengasuhan anak. Ibu dan ayah mempunyai peran yang sama. 
 
Kata kunci: h}ad}a>nah, maq}a>s}id asy-syari>’ah , dan keadilan gender.  
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ABSTRAK 
Riskha Fillah Fawziah, NIM: 162121142; "PENETAPAN HAK ASUH 
ANAK (H}AD}A>NAH) YANG BELUM MUMAYIZ KEPADA BAPAK 
PERSPEKTIF MAQ}A>S}ID ASY-SYARI>’AH DAN KEADILAN GENDER 
(Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar, 
No.0408/Pdt.G/2017/PA.Kra)". In the provisions of Jurisprudence and 
Compilation of Islamic Law Article 105 and Article 156 the right to care for 
children who are not yet mumayiz is the mother. However, in the Karanganyar 
Religious Court there was a decision in which the unmarried child was handed 
down to his biological father. Even though when viewed from a financial 
perspective, his mother was also capable, her mother also did not behave badly. 
Of course this is not in accordance with applicable regulations. 
This type of research is literary research by taking secondary data sources 
from the Supreme Court Decision Directory in the form of Judges' Decisions at 
the First Level. This study was analyzed using the content analysis method by 
reading, understanding, and interpreting the decisions of judges at the First Level 
then analyzed with the theory maq}a>s}id asy-shari>'ah and gender justice related to 
the determination of custody of children who are not yet mumayiz to his 
biological father. 
The results of this study indicate that the consideration of the Karanganyar 
Religious Court's Decision which stipulates custody of unaccompanied children to 
their biological father is based on the consideration that both children have lived 
with their father and received proper care, care and education, according to the 
Panel of Judges of interest the child's best has been found in his father. The 
decision was textually contrary to the provisions of Jurisprudence and the 
Compilation of Islamic Law Article 105 and Article 156, but the Karanganyar 
Religious Court in deciding the case was not solely based on normative 
provisions. However, if viewed from the perspective of maq}a>s}id asy-shari>’ah, the 
decision of the Panel of Judges aims to realize the best interests of the child. 
While viewed from the perspective of gender justice the Karanganyar Religious 
Court is not gender biased because judges in deciding cases do not discriminate 
against their role in childcare. Mother and father have the same role. 
 
Keywords: h}ad}a>nah, maq}a>s}id ash-shari>’ah, and gender justice. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Kebahagian bagi orang yang telah melangsungkan pernikahan di 
antaranya adalah mendapatkan keturunan. Namun demikian, dalam proses 
membina rumah tangga, di dalamnya terdapat badai yang sewaktu-waktu 
dapat menghantam bahtera rumah tangga. Apabila bahtera tersebut dapat 
bertahan melewati badai rumah tangga maka tujuan pernikahan akan 
tercapai. Sebaliknya, apabila tidak mampu, maka bahtera rumah tangga 
akan karam.1 
Perceraian merupakan kejadian yang sangat tidak diharapkan 
dalam hubungan pernikahan, karena sejatinya perceraian ini akan 
memutus ikatan yang sangat kuat dan suci antara kedua belah pihak. 
Namun perceraian itu diperbolehkan oleh syariat dengan syarat jika 
pernikahan tersebut tidak bisa diselamatkan lagi.  
Putusnya perkawinan serta akibatnya diatur dalam Bab VIII, Pasal 
38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Diatur juga 
dalam Bab V Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Tata cara 
perceraian, Pasal 14 sampai dengan Pasal 36. Menurut Pasal 38 Undang-
Undang Perkawinan, Perkawinan dapat putus di karenakan tiga hal, yaitu 
                                                          
       1 Ramdan Fawzi, “Hak Hadhanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum 
Islam”, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.1 Nomor 2, 2018, Hlm. 95.  
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a. kematian, b. perceraian, c. atas putusan pengadilan.2 Akibat yang 
ditimbulkan dalam putusnya perkawinan yaitu pengasuhan anak 
(h}ad}a>nah), nafkah anak, nafkah isteri, harta bersama.  
Perceraian yang terjadi antara suami istri memberikan pengaruh 
yang besar terhadap pemeliharaan anak. Salah satu dampak pertengkaran 
antara suami istri adalah sampai pada perceraian. Perceraian akan 
menimbulkan akibat-akibat salah satunya adalah perebutan hak asuh anak. 
Siapa di antara mereka suami atau istri yang akan mengasuh anak. 
Sedangkan memberikan nafkah adalah kewajiban mantan suami.3 Oleh 
karena itu dalam memutuskan masalah tersebut hakim sangatlah berhati-
hati agar tidak akan merugikan anak. 
Ketika terjadi peceraian yang lebih berhak mengasuh anak yaitu 
ibunya selama tidak ada alasan yang mencegah ibu untuk mendapatkan 
hak asuh anak, atau karena anak sudah mampu untuk memilih dengan 
siapa dia tinggal. Oleh karena itu ibu lah yang lebih diutamakan karena ibu 
mempunyai kewajiban untuk menyusui, serta mempunyai kesabaran dalam 
mengasuh anak.4 Hal tersebut diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam 
Pasal 105 yaitu pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum 
berumur 12 tahun dibebankan kepada ibunya, dan anak yang sudah 
                                                          
      2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 
 
      3 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2010), hlm. 137. 
 
       4 Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan 
Hukum Kewarisan, (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2017), hlm. 127. 
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mumayiz diperbolehkan memilih dengan siapa ia akan tinggal, sedangkan 
kehidupannya ditanggung oleh ayahnya.  
Pasal 105 tersebut diperkuat di dalam Pasal 156 dijelaskan anak 
yang belum mumayiz berhak mendapatkan h}ad}a>nah dari ibunya, kecuali 
bila ibu nya telah meninggal dunia digantikan oleh; 5 (1) Wanita-wanita 
dalam garis lurus keatas dari ibu (2) Ayah (3) Wanita-wanita dalam garis 
lurus ke atas dari ayah (4) Saudara perempuan dari anak yang 
bersangkutan (5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis dari ayah.  
Dalam pasal tersebut dijelaskan anak yang belum mumayiz berhak 
mendapatkan h}ad}a>nah dari ibunya. kecuali bila ibunya telah meninggal 
dunia, hak asuhnya jatuh ditangan wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu 
kemudian dari ayah dan kerabat ayah.  
Keutamaan ibu dalam memelihara anak, memang tidak secara 
tegas diatur di dalam Al-Quran, akan tetapi dapat dipahami dari firman 
Allah:6 
 ٍنْهَو ٰىَلَع ًانْهَو ُه ُُّمأ ُهَْتلَمَح ِهَْيدِلاَوِب َناَسْن ِْلإا اَنْي َّصَوَو َِنأ ِنْيَماَع ِيف ُُهلاَصِفَو
 ُريِصَمْلا ََّيلِإ َكَْيدِلاَوِلَو يِل ْرُكْشا)نامقل : ١۴(  
Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik 
kepada orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan 
lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam dua tahun, 
                                                          
       5 Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan Pasal 156. 
 
       6 Lihat Qs. Al-lukman: 14. 
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bersyukurlah kalian kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. 
Hanya kepada-Ku lah kalian kembali” 
Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa ibu mempunyai 
peranan yang sangat penting karena mengandung dan melahirkan anak 
dengan susah payah, dan secara psikologis ikatan batin antara ibu dan 
anak lebih dekat yang secara otomatis akan mempengaruhi si ibu dalam 
mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak.7 Oleh karena itu para imam 
madzab sepakat bahwa hak pemeliharaan anak (h}ad}a>nah) ada pada ibu 
nya selama ibu nya belum bersuami lagi. Apabila ibu nya telah bersuami 
lagi dan sudah disetubuhi oleh suaminya yang baru maka gugurlah hak 
pemeliharaan anak nya.8  
Islam hadir di dunia tidak lain kecuali untuk membebaskan 
manusia dari bentuk ketidakadilan. Namun jika ada norma yang dijadikan 
pegangan oleh masyarakat, tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, 
norma tersebut harus ditolak. Demikian pula bila terjadi berbagai bentuk 
ketidakadilan terhadap perempuan. Praktik ketidakadilan dengan 
menggunakan dalil agama adalah alasan yang di cari-cari. Bila ditelaah 
tidak ada satu pun teks baik Al-Quran maupun Hadis yang memberi 
peluang untuk memperlakukan perempuan secara semena-mena. 
                                                          
        7Andi Syamsu Alam dan Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta: 
Kencana, 2008), hlm. 128. 
 
        8 Syaikh Al-‘allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-dimasyqi, Fiqih Empat Madzab, Cet 
15, (Bandung : Hasyimi, 2014), hlm. 393. 
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Hubungan antar manusia di dalam islam didasarkan pada prinsip-prinsip 
kesetaraan, persaudaraan, dan kemaslahatan.9 
Allah menciptakan dan menetapkan hukum bertujuan untuk 
menciptakan kemaslahatan dan keselamatan hidup manusia. Baik 
keselamatan tersebut berupa manfaat atau menolak mudharat (kerugian) 
bagi kehidupan manusia. Tujuan hukum inilah yang harus di jadikan 
pegangan oleh para mujtahid dalam berijtihad merumuskan hukum-hukum 
yang tersembunyi. Mengenai masalah upaya ijtihad hukum menuju tujuan 
hukum, tidak bisa terlepas dari aspek maq}a>s}id asy-syari>’ah  yang telah di 
populerkan oleh al-shatibi. Karena dengan konsep maq}a>s}id asy-syari>’ah , 
hukum islam mampu beradaptasi dengan perubahan sosial.10  
Di Pengadilan Agama Karanganyar terdapat 11 Perkara hak asuh 
anak (h}ad}a>nah), yang berdiri sendiri atau tidak dikumulasikan dengan 
perkara lainnya, dari tahun 2017 sampai tahun 2018 dan salah satunya 
adalah putusan nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra. Perkara perceraian di 
Pengadilan Agama Karanganyar terdapat 890 perkara cerai talak dan 2185 
perkara cerai gugat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Dari 
perkara perceraian tersebut tidak jarang gugatan mengenai hak asuh anak 
(hadanah) dikumulasikan atau digabungkan dengan gugatan perceraian. 
Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 
0408/Pdt.G/2017/Pa.Kra. Tanggal 16 Nopember 2017 dalam kasus posisi 
                                                          
        9 Musdah Mulia, Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender, 
(Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014), hlm. 55. 
 
       10 Asmawi, Studi Hukum Islam, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm 107. 
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perkara antara mantan suami (Penggugat) dengan mantan istri (Tergugat) 
tentang penetapan hak asuh anak. Sebelumnya suami (Penggugat) pernah 
menikah dengan istri (Tergugat). Tetapi rumah tangganya tidak bisa di 
selamatkan lagi. Pada tanggal 29 Maret 2016 mereka resmi bercerai di 
Pengadilan Agama Karanganyar dengan perkara No. 0089/Pdt.G/2016/PA. 
Kra dengan Akta cerai No 0423/AC/2016/PA.Kra.  
Namun pada tanggal 3 April 2017 suami (Penggugat) mengajukan 
gugatan di Pengadilan Agama karanganyar tentang penetapan hak asuh 
anak kepada istri (Tergugat). Dengan alasan Penggugat berharap agar 
kedepannya ada kepastian tentang hak asuh anak tersebut. Dalam hal ini 
istri (Tergugat) mengajukan tuntutan balik berupa permohonan hak asuh 
anak juga, karena ia menganggap jika anak nya masih membutuhkan kasih 
sayang dirinya. Permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Pengadilan 
Agama Karanganyar. Putusan tersebut juga dikuatkan oleh hakim 
Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Smg. 
Menetapkan kedua anak tersebut tetap dalam hadanah/pengasuhan 
penggugat sebagai ayah kandungnya.11 
Melihat pernyataan tersebut di atas, penulis tertarik mengkaji 
perihal putusan hakim tentang penetapan hak asuh anak pasca terjadinya 
perceraian. Sehingga penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam 
sebuah skripsi dengan judul “Penetapan Hak Asuh Anak (H}ad}a>nah) 
Yang Belum Mumayiz Kepada Bapak Perspektif Maq}a>s}id Asy-Syari>’ah 
                                                          
       11 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Smg perihal 
perkara hak asuh anak, 1 Maret 2018.   
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Dan Keadilan Gender (Studi Putusan Pengadilan Agama Karangayar 
Nomor 0408/pdt.G/2017/Pa.Kra.)” 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam penetapan hak asuh anak 
(h}ad}a>nah) yang belum mumayiz kepada bapak dari Putusan 
Pengadilan Agama Karangayar Nomor 0408/pdt.G/2017/Pa.Kra? 
2. Bagaimana pandangan Maq}a>s}id Asy-Syari>’ah dan keadilan gender 
terhadap hak asuh anak (h}ad}a>nah) yang belum mumayiz kepada bapak 
dari Putusan Pengadilan Agama Karangayar Nomor 
0408/pdt.G/2017/Pa.Kra? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk menjelaskan mengapa hakim dalam memutuskan perkara hak 
asuh anak yang belum mumayiz kepada bapak dalam perkara Putusan 
Pengadilan Agama Karangayar Nomor 0408/pdt.G/2017/Pa.Kra. 
2. Untuk menganalisis pandangan Maq}a>s}id Asy-Syari>’ah dan keadilan 
gender terhadap hak asuh anak (h}ad}a>nah) yang belum mumayiz 
kepada bapak (Putusan Pengadilan Agama Karangayar Nomor 
0408/pdt.G/2017/Pa.Kra. 
  
8 
 
 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai kontribusi 
dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, serta dapat 
menjadi bahan diskusi maupun referensi bagi mahasiswa fakultas 
syariah, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan.  
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan 
hakim dalam menetapkan hak asuh anak pada kasus yang sama di 
kemudian hari.  
3. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu 
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah 
IAIN Surakarta. 
 
E. Kerangka Teori 
1. Teori H}ad}a>nah 
H}ad}a>nah secara bahasa yaitu  ُةَناَضَحَْلا adalah mendidik dan 
mengurus anak. Ia diambil dari kata  ُنْضَحَْلا yang bermakna di sisi, 
karena pendidik dan pengurus merapatkan anak-anak di sisinya. Kata 
 ُنِضاَحَْلا dan  ُةَنِضاَحَْلا adalah laki-laki atau perempuan yang diserahi 
(hak asuh) untuk menjaga dan mengurusi anak.12 Secara terminologi 
                                                          
        
12 Tim Ulama Fikih, Fikih Muyassar, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 
534-535. 
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h}ad}a>nah adalah menjaga anak yang belum bisa merawat dirinya 
sendiri, serta belum mampu menjaga diri dari hal-hal yang dapat 
membahayakan dirinya13. 
Yang berhak mengasuh anak yang belum mumayiz yaitu 
ibunya, sampai anak itu mumayiz. Setelah mumayiz, maka anak itu 
diserahkan kepada pihak yang lebih mampu, baik segi ekonomi 
maupun pendidikan di antara ibu bapaknya. Jikalau keduanya dinilai 
mempunyai kemampuan yang sama, maka anak itu diberi hak untuk 
memilih yang mana di antara kedua ibu bapaknya yang ia sukai untuk 
tinggal bersamanya.14 Biarpun seorang anak tinggal bersama dengan 
ibunya akan tetapi biaya kehidupannya tetap ditanggung oleh ayah 
nya. 
Dalam hukum positif ketentuan hukum tentang hak asuh anak 
(h}ad}a>nah) dalam hukum keluarga islam di Indonesia, terdapat dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 
Pasal 45 ayat (1) menegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama 
memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak 
mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut termuat dalam ayat (2) 
berlaku sampai anak tersebut kawin, sampai seterusnya meskipun 
                                                          
        13 Abu Malik Kamal Bin As-sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah, Jilid III, (Jakarta: Pustaka 
Azzam, 2014), hlm. 666. 
 
       14 Ahmad Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Islam Indonesia, Jilid I, (Jakarta: Djambatan, 2002), 
hlm. 330. 
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kedua orang tuanya bercerai. Hal ini di pertegas dalam Pasal 41 huruf 
(a) akibat dari putusnya perkawinan baik bapak atau ibu tetap 
berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata 
berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai 
penguasaan anak maka pengadilan memberi keputusan.15 
Sedangkan dalam KHI uraian tentang pengasuhan anak 
dijelaskan lebih detail yaitu di Pasal 105 dan 156. Dalam Pasal 105 
apabila terjadi perceraian pengasuhan anak, jika belum berumur 12 
tahun (mumayiz) pengasuhannya ditetapkan kepada ibunya. namun 
apabila sudah berumur 12 tahun ke atas (mumayiz) dapat diberikan 
hak untuk memilih di asuh oleh ayah atau ibunya. jika ibunya 
meninggal dunia maka dalam Pasal 156 KHI dijelaskan lebih rinci 
mengenai urutan yang berhak mengasuh anak. Dalam hal ini apabila 
ibunya meninggal dunia maka dapat di gantikan oleh (1) wanita-wanita 
dalam garis lurus dari ibu; (2) ayah; (3) wanita-wanita dalam garis 
lurus dari ayah; (4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 
(5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; (6) 
wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.16 
Syarat menjadi pengasuh yaitu a)  berakal b) Merdeka c) 
Menjalankan agama d) dapat menjaga kehormatan dirinya e) dapat 
dipercaya f) menetap di dalam negeri anak yang dididiknya dan g) 
                                                          
       15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 41 dan Pasal 45. 
 
       16 Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan Pasal 156. 
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keadaan perempuan tidak bersuami; kecuali kalau dia bersuami dari 
keluarga dari anak yang memang berhak pula untuk mendidik anak itu, 
haknya tetap.17 
2. Teori Maq}a>s}id Asy-Syari>’ah 
Maq}a>s}id Asy-Syari>’ah adalah rangkaian kata Bahasa arab yang 
mempunyai arti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam.18 
Secara Bahasa (etimologi) Maq}a>s}id Asy-Syari>’ah terdiri dari dua kata, 
Maq}a>s}id dan syariah. Secara bahasa, maqashid jamak dari kata qashd 
yang berarti kesengajaan atau tujuan.19 Sedangkan ata syariah berasal 
dari Bahasa Arab, “al-syari’ah” yang berarti sumber air, tempat 
dimana orang arab ramai mengambil air. 
Teori Maq}a>s}id Asy-Syari>’ah adalah kelanjutan dari konsep 
maslahat. Maq}a>s}id Asy-Syari>’ah pada dasarnya mengandaikan bahwa 
kemaslahatan harus merujuk pada nilai-nilai kebaikan yang diringkas 
dalam lima prisip20 yaitu melindungi agama, memelihara kehidupan, 
memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara keturunan.  
Tujuan syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan hamba, 
menjaga kemaslahatan ini dan menolak kerusakan darinya. 
                                                          
       17 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 26. 
 
       18 Asmawi, Studi Hukum Islam, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 108. 
 
       19 Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 
hlm. 105. 
 
       20 Mudhofir Abdullah, Masail Al-Fiqhiyyah, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 97. 
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Kemaslahatan ini tidak berdasarkan nafsu manusia, tapi dalam 
timbangan syara’. Mewujudkan kemaslahatan adalah tahap pertama 
yang di teruskan dengan menjaganya sebagai tahap kedua. 
Kemaslahatan ada tiga macam yaitu primer (dlaruriyyat), sekunder 
(hajiyat) dan komplementer (tahsiniyyat).21 
Imam Asy-Syathibi menjelaskan, seluruh ulama sepakat 
menyimpulkan bahwa Allah SWT menetapkan berbagai ketentuan 
syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia 
(adh-dharuriyyat al-khamsah), yang biasa juga disebut dengan 
Maq}a>s}id Asy-Syari>’ah (tujuan-tujuan syara’) kelima unsur itu ialah 
melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungu 
keturunan, dan melindungi harta.22 
3.  Teori keadilan Gender 
Gender dalam kamus Bahasa indonesia di artikan sebagai jenis 
kelamin. 23secara etimologis berasal dari Bahasa Inggris, “gender” 
yang berarti Jenis Kelamin. Arti tersebut kurang tepat karena 
menyamakan dengan seks yang berarti jenis kelamin. Sebetulnya 
gender dan seks adalah kedua hal yang berbeda. Menurut Moh. Yasir 
Alimi, seks adalah atribut yang di lekatkan secara biologis kepada laki-
                                                          
       21  Jamal Ma’mur Asmani, Ushul Fiqih, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm 166. 
 
       22 Rahman Dahlan, Ushul Fiqih, cet 4, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm 308. 
 
       23 https://www.google.com/amp/s/dictionary.cambridge.orge/amp/english-indonesia/ di unduh 
tanggal  14 Januari 2020. 
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laki maupun perempuan. Misalnya perempuan memiliki vagina, 
berpayudara, berahim, mengalami menstruasi, melahirkan menyusui. 
Sedangkan laki-laki mempunyai jakun, sperma, dan beralat vital penis. 
Semua kondisi ini merupakan kodrat.24 
Kesetaraan dan keadilan gender adalah terciptanya kesamaan 
kondisi perempuan dan laki-laki setara, seimbang dan harmonis. 
Kesetaraan gender mengupayakan bagaimana laki-laki dan perempuan 
memiliki kesempatan untuk merealisasikan hak-hak sebagai manusia 
agar sama-sama dapat berperan aktif dalam pembangunan. Dengan 
kata lain, penilaian dan penghargaan yang sama oleh masyarakat 
terhadap persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan serta 
berbagai peran mereka25 
Peran dan kedudukan merupakan dua aspek penting dalam 
hubungan sosial. Peran bisa dimaknai sebagai aktifitas, perilaku atau 
pekerjaan seorang dalam struktur sosial. Peran dibagi menjadi dua 
yaitu pertama, peran kodrati yaitu peran yang merupakan pemberian 
allah yang hanya bisa dilaksanakan (terjadi) pada salah satu jenis 
kelamin saja. Contohnya lelaki membuahi sel telur perempuan, 
sedangkan perempuan hamil. Kedua peran gender yaitu peran yang 
                                                          
       24 Sofyan dan Zulkartnain Suleman, Fikih Feminis, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 
1. 
 
       25 Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, Keadilan dan 
Kesetaraan Jender (Perspektif Islam), (2001), hlm. 126. 
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merupakan kontruksi sosial sehingga bisa dipertukarkan dan diubah 
atau berubah sesuai zaman. Sedangkan peran gender dibagi menjadi 
tiga yaitu pertama peran domestik yaitu pekerjaan rumah tangga yang 
tidak ada imbalan jasanya contohnya mengasuh anak, memasak. 
Kedua, peran publik yaitu kegiatan yang menghasilkan imbalan jasa 
contohnya buruh, PNS, dagang. Ketiga, peran sosial kemasyarakatan 
yaitu peran yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, politik, 
dan sosial kemasyarakatan. Contohnya kegiatan RT, PKK dan arisan.26 
F. Tinjauan Pustaka 
Penelitian ini membahas tentang putusan hakim tentang hak asuh 
anak yang belum mumayiz kepada bapak. Kajian ini sebelumnya sudah 
banyak dipublikasikan, tetapi yang membahas mengenai hak asuh anak 
yang belum mumayiz perspektif Maq}a>s}id Asy-Syari>’ah dan Keadilan 
Gender belum pernah dikaji secara spesifik oleh peneliti sebelumnya. 
Adapun peneliti-peneliti sebelumnya antara lain sebagai berikut;  
Skripsi Diana Yulita Sari pada tahun 2010, yang berjudul “Hak 
Asuh Dibawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang No 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara 
Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006)”. Penelitian ini membahas 
tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006) dalam kasus 
Tamara Bleszinki dan Teuku Rafly Pasya di mana salah satu amar 
                                                          
        26 Durotun Nafisah, Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia Rekontruksi Dalam 
perspektif Gender, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), hlm. 26-27. 
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putusannya menetapkan pengasuhan Rasya Isslamay Pasya berada dalam 
pengasuhan ayahnya. Alasan pertimbangan hakimnya yaitu ibu dari anak 
tersebut adalah seorang selebriti/public figure yang sangat sibuk dengan 
pekerjaannya sering berangkat pagi pulang sore, bahkan sampai malam, 
sehingga jika anak ditetapkan di bawah h}ad}a>nah ibu, maka anak akan 
kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari ibu.27 Persamaan 
penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang perkara 
hak asuh anak yang masih di bawah umur (12 tahun). Sedangkan 
perbedaannya yaitu didalam skripsi itu penulis menganalisisnya dengan 
menggunakan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak sedangkan penulis menggunakan pandangan Maq}a>s}id Asy-Syari>’ah 
dan keadilan gender. 
Skripsi Sigit Giyarto pada tahun 2008 yang berjudul “Putusan 
Hadlanah Pasca Perceraian (Studi Komparatif Putusan Agama Dan 
Putusan Pengadilan Negeri Surakarta)”. Penelitian ini membahas empat 
perkara permohonan yang masing-masing diambil dua perkara 
permohonan yaitu 2 perkara No 22/Pdt.G/2006/PA/Ska dan perkara No 
223/Pdt.G/2007/PA/Ska dari Pengadilan Agama Surakarta, dan 2 perkara 
yaitu perkara No 36/Pdt.G/PN/Ska dan perkara No 71/Pdt.G/2006/PN/Ska 
dari Pengadilan Agama Negeri Surakarta. Di dalam nya penulis 
menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan putusan h}ad}a>nah di 
                                                          
       27 Diana Yulita Sari, “Hak Asuh Dibawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang 
No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung 
Nomor 349 K/AG/2006)”, Skripsi, tidak diterbitkan, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010. 
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Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta. 
Perbedaannya terdapat pada dasar yang digunakan oleh masing-masing 
pengadilan. Sedangkan persamaannya yaitu dengan menggunakan 
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 50 tentang perwalian. Serta pada 
perkara 22/Pdt.G/PA/Ska dan perkara no 36/Pdt.G/PN/Ska sama-sama 
dikaruniai anak yang belum mumayiz. Dan putusan hakim dalam perkara 
tersebut di berikan pada pihak ibu.28 Terdapat perbedaan dengan penelitian 
yang akan penulis teliti yakni penulis akan membahas mengenai alasan 
hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam menjatuhkan hak asuh anak 
yang belum mumayiz kepada bapak kandungnya dalam pandangan 
Maq}a>s}id Asy-Syari>’ah dan keadilan gender mengenai putusan tersebut.  
Skripsi yang di tulis oleh Nova Andriani pada tahun 2011 yang 
berjudul “Penetapan Hadlanah Kepada Bapak Bagi Anak Yang Belum 
Mumayiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara 
Nomor 228/Pdt.G/2009/PA/JB)”. Penelitian ini membahas tentang ijtihad 
hakim dalam memutus perkara hak asuh anak yaitu menggunakan Al-
Quran, Sunnah nabi, dan menggunakan dasar pertimbangan yang rasional 
dan penulis juga memaparkan tentang pertimbangan hakim yang 
digunakan dalam memutus perkara tersebut.29 Persamaan nya dengan 
                                                          
       28 Sigit Giyarto, “Putusan Hadlanah Pasca Perceraian (Studi Komparatif Putusan Agama Dan 
Putusan Pengadilan Negeri Surakarta)”, Skripsi, tidak diterbitkan, IAIN Surakarta, Surakarta, 
2008. 
 
       29 Nova Andriani, “Penetapan Hadlanah Kepada Bapak Bagi Anaka Yang Belum Mumayiz 
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA/JB)”, 
Skripsi, diterbitkan, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011. 
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skripsi ini yaitu penulis membahas tentang perkara hak asuh anak yang 
belum mumayiz kepada bapak kandungnya. Sedangkan perbedaannya di 
dalam skripsi itu penulis membahas tentang ijtihad hakim dalam memutus 
perkara hak asuh anak yaitu menggunakan Al-Quran, Sunnah nabi, dan 
menggunakan dasar pertimbangan yang rasional dan penulis juga 
memaparkan tentang pertimbangan hakim yang digunakan dalam 
memutus perkara tersebut. Sedangkan dengan skripsi ini yaitu penulis 
menggunakan apakah penetapannya itu sesuai jika ditinjau dari Maq}a>s}id 
Asy-Syari>’ah dan keadilan gender. 
Skripsi Yustisia Nur Aini tahun 2019, yang berjudul “Penetapan 
Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah (Studi Putusan Pengadilan 
Agama Karanganyar Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra)” penelitian ini 
membahas tentang putusan tentang hak asuh anak yang masih di bawah 
umur kepada bapak. Dengan menggunakan tinjauan pandangan hukum 
Islam.30 Walaupun terdapat persamaan mengenai jenis putusannya namun 
terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian ini penulis menganalisis 
menggunakan pandangan Maq}a>s}id Asy-Syari>’ah dan keadilan gender. 
Disertasi Ahmad Zaenal Fanani Tahun 2017, yang berjudul 
“Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan 
Gender” penelitian ini membahas tentang bagaimana peran hakim dalam 
menangani sengketa hak asuh anak dalam hukum keluarga islam di 
                                                          
       30 Yustisia Nur Aini, “Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah (Studi 
Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra)” Skripsi, diterbitkan, 
IAIN Surakarta, Surakarta, 2019. 
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Indonesia serta bagaimana pembaharuan ketentuan sengketa hak asuh anak 
dalam perspektif keadilan gender. Persamaannya dengan penelitian ini 
yaitu sama-sama menggunakan analisis keadilan gender. Perbedaan 
dengan penelitian ini yaitu terletak pada putusan yang diambil oleh penulis 
yaitu putusan tentang penetapan hak asuh anak yang belum mumayiz 
kepada bapak dengan menggunakan tinjauan Maq}a>s}id Asy-Syari>’ah dan 
keadilan  gender.31 
 
G. Metode Penelitian 
Metode penelitian Dalam menyusun skripsi ini metode yang 
digunakan yaitu; 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library 
research) yait penelitian ini suatu jenis penelitian yang pengkajiannya 
secara objektif, dan sumber datanya adalah buku-buku (literatur-
literatur) seperti yang lazim digunakan dalam penelitian yang 
pengumpulan datanya melalui kajian kepustakaan.32 Dengan cara 
mengumpulkan buku-buku, jurnal, yang terkait dengan masalah yang 
dibahas dalam skripsi ini.  
  
                                                          
       31 Ahmad Zaenal Fanani, “Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif 
Keadilan Gender”, Jurnal Muslim Heritage, Vol.2 Nomor 2, 2017. 
  
       32  Usman Yahya, “Konsep Pendidikan Anak, Konsep Pendidikan Anak Usia Sekolah Dasar 
(6-12) Tahun Di Lingkungan Keluarga”, Jurnal Islamika, Vol.15 Nomor 2, 2015. 
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2. Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu dengan 
mendapatkan data dari sumber yang sudah ada dan menggunakan 
beberapa bahan baku diantaranya yaitu: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa Salinan 
putusan pengadilan di tingkat pertama dan di tingkat banding. Di 
antara putusannya yaitu putusan Pengadilan Agama Karanganyar 
Nomor: 0804/Pdt.G/2017/PA.Kra. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Sumber sekunder yang digunakan yaitu; buku-buku 
mengenai hadanah, Maq}a>s}id Asy-Syari>’ah dan keadilan gender 
menurut pandangan hukum islam serta artikel-artikel baik surat 
kabar maupun elektronik, sebagai penunjang guna mendapatkan 
landasan teoritis dan yuridis dari sebuah persoalan hukum yang ada 
dalam masyarakat. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk 
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa 
kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedi. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Metode yang di gunakan yaitu bersumber dari data-data dalam 
bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan penelitian, baik 
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berupa karya ilmiah, buku, dan jurnal. Pengumpulan datanya 
menggunakan dokumen atau berkas atas persidangan dengan nomor 
0804/Pdt.G/2017/PA.Kra. 
4. Teknik Analisis Data 
Data tentang hak asuh anak di analisis, di pelajari dan diolah 
secara kualitatif. Sedangkan Pendekatan kualitatif adalah suatu proses 
penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang 
menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada 
pendekatan ini, penelitian menekankan sifat realitas yang terbangun 
secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.33  
Dalam penelitian ini metode analisis ini digunakan dengan cara 
membaca, memahami dan memaknai isi dari sumber tertulis yaitu 
putusan   perkara Nomor 22/Pdt.G//2018/PTA.Smg, setelah membaca 
memahami dan memaknai putusan tersebut kemudian penulis 
menganalisis dari sudut pandang Maq}a>s}id Asy-Syari>’ah  dan keadilan 
gender. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Agar dapat memberikan gambaran dalam memahami skripsi ini, 
maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya. Adapun 
sitematika penulisan disajikan dalam 5 (lima) bab, yang secara garis besar 
terdiri dari: 
                                                          
       33 Juliansyah, Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, disetasi, dan Karya Ilmiah, Cet  III, 
(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013) hal 33-34. 
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Bab pertama, pada bab ini merupakan bagian pendahuluan, di 
mana di dalam pendahuluan itu berisi latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teori, tinjauan pustaka, 
metode penulisan dan sistematika penulisan. 
Bab kedua, didalam bab ini menguraikan tentang landasan teori 
penelitian yang di gunakan sebagai penunjang dalam penelitian ini. Oleh 
karena itu dalam bab ini peneliti membahas tentang, pertama tinjauan 
umum tentang h}ad}a>nah yang terdiri dari; pengertian h}ad}a>nah, hukum 
h}ad}a>nah, urutan yang berhak mengasuh anak, syarat yang berhak 
mendapatkan hak asuh anak, berakhirnya masa pengasuhan anak. Kedua, 
tinjauan umum tentang Maq}a>s}id Asy-Syari>’ah yang terdiri dari pengertian 
maqoshidus syariah, Tujuan Maq}a>s}id Asy-Syari>’ah.  ketiga, tinjauan 
umum tentang Keadilan Gender yang terdiri dari pengertian ketidakadilan 
gender, peran dan ketidakadilan gender, bentuk keadilan gender dan 
kesetaraan gender.  
Bab ketiga berupa Deskripsi Data Penelitian. Bab ini berisi tentang 
Gambaran Umum Pengadilan Agama Karanganyar, Perkara yang 
mencakup tentang posisi gugatan Hak asuh anak oleh Penggugat dan 
Tergugat, dan Putusan pengadilan di tingkat pertama. 
 Bab empat, merupakan analisis. Pada bab ini penulis akan 
menganalisis  petimbangan hakim dalam putusan perkara hak asuh anak di 
Pengadilan Agama Karanganyar dengan nomor perkara 
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0408/Pdt.G/2017/PA.Kra, dari sudut pandang Maq}a>s}id Asy-Syari>’ah dan 
keadilan gender terhadap penetapan anak yang belum mumayiz. 
Bab kelima, adalah penutup. Merupakan kesimpulan dari 
pembahasan-pembahasan sebelumnya. Serta beberapa saran dari peneliti 
dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 
H}AD}A>NAH, MAQ}A>S}ID ASY-SYARI>’AH , DAN KEADILAN GENDER 
 
A. H}ad}a>nah Menurut Fikih Dan Hukum Positif  
1. H}ad}a>nah Menurut Fikih 
a. Pengertian H}ad}a>nah 
H}ad}a>nah secara bahasa yaitu  ُةَناَضَحَْلا  adalah mendidik dan 
mengurus anak. Ia diambil dari kata  ُنْضَحَْلا  yang bermakna di sisi, 
karena pendidik dan pengurus merapatkan anak-anak di sisinya. Kata 
 ُنِضاَحَْلا  dan  ُةَنِضاَحَْلا  adalah laki-laki atau perempuan yang diserahi 
(hak asuh) untuk menjaga dan mengurusi anak.1 Secara terminologi 
h}ad}a>nah adalah menjaga anak yang belum bisa merawat dirinya sendiri, 
serta belum mampu menjaga diri dari hal-hal yang dapat membahayakan 
dirinya.2 
Para ahli fikih mendefinisikan h}ad}a>nah yaitu melakukan 
pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau 
yang sudah besar, tetapi belum mumayiz, tanpa perintah dari padanya, 
                                                           
        1 Tim Ulama Fikih, Fikih Muyassar, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 534-
535. 
 
       2 Abu Malik Kamal Bin As-sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah, Jilid III, (Jakarta: Pustaka Azzam, 
2014), hlm. 666. 
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menyediakan sesuatu yang menimbulkan kebaikannya, menjaganya dari 
sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan 
akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul 
tanggung jawabnya.3 
Dalam buku Ilmu Fiqh Proyek Departemen Agama 
mendefinisikan H}ad}a>nah adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak 
dilahirkan sampai ia mampu berdiri sendiri serta dapat mengurus 
kebutuhannya sendiri, yang dilakukan oleh kerabat anak itu. H}ad}a>nah 
berbeda maksudnya dengan pendidikan, tarbiyah. Dalam h}ad}a>nah 
terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani di samping 
terkandung pula pengerian pendidikan terhadap anak.4  
 
b. Hukum H}ad}a>nah 
Pemeliharaan anak yang masih kecil wajib dilakukan oleh kedua 
orang tuanya. Apabila orang tuanya telah meninggal dunia maka hak 
yang ada padanya wajib dilakukan oleh kerabatnya yang paling dekat, 
lalu kerabat yang berikutnya. Namun jika kerabatnya tidak ada sama 
                                                           
       3 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung: PT. Al-ma’arif, 1990), hlm. 160. 
 
       4 Djaman Nur, Fikih Munakahat, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 119-120. 
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sekali maka h}ad}a>nah dapat dilakukan oleh pemerintah atau salah satu 
orang dari kaum muslimin.5 
Ulama’ fikih sepakat pada prinsipnya hukum pemeliharaan anak 
adalah kewajiban bagi kedua orang tua, karena apabila anak tersebut 
masih kecil, jika tidak dididik dan dirawat dengan baik, maka akan 
berakibat buruk bagi masa depan anak, bahkan bisa mengancam 
eksistensi anak. Oleh sebab itu, anak-anak wajib dipelihara, dirawat, dan 
dididik dengan baik firman Allah: 
  ْنَ أ َ دا َرَ أ ْن َم ِل ۖ  ِن ْي َ ل ِما َك ِن ْي َ ل ْو َح َّن ُهَد َلا ْوَ أ َن ْعِض ْرُ ي ُتاَد ِلا َو ْلا َو
 َّن ُهُ ت َو ْس ِك َو َّن ُهُق ْز ِر ُ ه َل ِدوُ ل ْو َم ْلا ىَل َع َو ۚ َة َعاَض َّرلا َّم ِت ُ ي 
 َلا ۚ ا َه َع ْس ُو َّلا ِإ ٌس ْف َن ُفَّ ل َُك ت َلا ۚ ِفو ُر ْع َم ْلا ِب ٌ ة َد ِلا َو َّراَضُ ت
 ْنِ إ َف ۗ َك ِل َٰ ذ ُل ْث ِم ِث ِرا َو ْلا ىَل َع َو ۚ ِه ِد َ ل َو ِ ب ُه َ ل ٌ دوُ ل ْو َم َلا َو ا َه ِد َ ل َو ِ ب
 ۗ  ا َم ِه ْي َ ل َع َحا َن ُج َلا َف ٍر ُوا َشَ ت َو ا َم ُه ْن ِم ٍضا َرَ ت ْن َع ًلااَص ِف ا َدا َرَ أ
 َع َحا َن ُج َلا َف ْم ُكَد َلا ْوَ أ اوُعِض ْرَ ت ْسَ ت ْنَ أ ْمُ ت ْد َرَ أ ْن ِ إ َو ا َذ ِإ ْم ُك ْي َ ل
 ا َم ِب َ َّ َّنَ أ او ُم َ ل ْعا َو َ َّ اوُ قَّ تا َو ۗ ِفو ُر ْع َم ْلا ِب ْمُ ت ْيَ تآ ا َم ْمُ ت ْم َّ ل َس
 ٌريِص َب َنوُ ل َم ْعَ ت) : ةرقبل ا٢٣٣ ( 
Artinya; “para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 
dua tahun yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyususan, dan 
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 
dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut 
                                                           
       5 Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam, terj. 
Mustofa Amir dan Amir Hamzah Fachrudin, (Jakarta: Darul Haq, 2017) Hlm 811. 
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kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 
dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin 
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaatan, maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu 
ingin anakmu di susukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa 
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
Bertakwalah kamu kepada allah dan ketahuilah bahwa allah maha 
melihat apa yang kamu kerjakan”.
6
 
Sedangkan untuk memelihara dan mendidik anak kecil 
diperlukan kesabaran, kebijaksanaan, pengertian, dan kasih sayang, 
sehingga seseorang tidak diperbolehkan mengeluh dalam menghadapi 
berbagai persoalan mereka7   
 
c. Hak H}ad}a>nah 
Seorang ibu lebih berhak mendidik anaknya dari pada seorang 
bapak.8 Alasan mengapa diutamakan ibu yaitu ibu dianggap mampu 
                                                           
       6 Lihat QS. Surat Al-Baqarah Ayat 233. 
 
       7 Andi Syamsu Alam dan Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta: 
Kencana, 2008) hlm 114-116. 
 
       8 Syekh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fikih Wanita, Terj Achmad Zaeni Dachlan, (Cipinang 
Jakarta Timur: Pustaka al-kausar, 2003), hlm. 386. 
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mendidik dan mampu merawat anak tersebut. selain itu ibu dianggap 
telah memiliki kesabaran untuk melakukan tugas yang tidak dipunyai 
oleh seorang bapak. Oleh karena itu dalam mengatur kemaslahatan anak 
ibu lah yang lebih diutamakan.9 Sesuai dengan sabda Rasulallah Saw 
yaitu: Dari Abdullah bin Amr, bahwa seorang perempuan berkata 
“wahai, Rasulallah, sesungguhnya anak laki-lakiku, perutku yang 
menjadi tempatnya, pangkuanku bagaikan tempat tidurnya, dan tetekku 
tempat minumannya. Tetapi aku menduga ayahnya akan mengambilnya 
dariku”. Maka nabi berkata: Engkau lebih berhak terhadapnya, (selama 
selama engkau belum menikah). (HR. Ahmad, Abu Dawud, Al-Baihaqi, 
Al-Hakim dan di sahihkan olehnya).10  
Sedangkan ulama fikih berbeda pendapat dalam menentukan 
siapa yang memiliki hak h}ad}a>nah tersebut. Menurut Ibnu Rusyd h}ad}a>nah 
di atur menurut konsep kedekatan dan kelemah lembutan, bukan 
berdasarkan kekuatan perwalian, seperti nikah, mawali, shalat jenazah, 
wala’ dan warisan. Bisa saja yang tidak mewarisi tetapi berhak h}ad}a>nah 
seperti orang yang diberi wasiat, adik perempuan ayah, adik perempuan 
ibu, anak saudara laki-laki dan anak saudara perempuan. Ulama Mazhab 
Hanafi berpendapat hak h}ad}a>nah merupakan hak pengasuh baik laki-laki 
                                                           
        9 Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat 2, (Bndung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 26. 
 
       10 Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Terj Tirmidzi, Futuhal Arifin, dan 
Farhan Kurniawan, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 547. 
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maupun perempuan, tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan, 
alasannya yaitu perempuan dianggap lebih mampu mencurahkan kasih 
sayang serta dapat membimbing anak tersebut, sedangkan laki-laki hanya 
berkewajiban menjaga, melindungi serta memberikan yang terbaik untuk 
anak. Sedangkan Hanafiyah berpendapat jika hak h}ad}a>nah  berada pada 
perempuan yang merupakan kerabat dari anak seperti bibi dari pihak ibu 
atau pihak ayah, atau nenek dari anak, karena mereka masih mempunyai 
hubungan nasab dan kekrabatan dengan mereka untuk itu mereka akan 
lebih serius serta telaten dalam mengurus anak.11   
Hal yang sama juga ditegaskan oleh Wahbah Az-zuhaili guru 
besar fikih islam di Universitas Damaskus, Suriah hak h}ad}a>nah 
merupakan hak berserikat antara ibu, ayah, dan anak. Apabila terjadi 
pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah 
hak anak yang di asuh. Dalam artian diserahkan kepada anak untuk 
memilih siapa yang akan mengasuhnya.12  
Akibat hukum dari perbedaan pendapat tentang hak h}ad}a>nah 
yaitu Pertama, apabila kedua ibu bapak enggan untuk mengasuh 
anaknya, maka mereka di paksa, selama tidak ada yang mewakili mereka 
mengasuh anak tersebut. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama’. Kedua, 
apabila ada wanita lain yang berhak mengasuh anak tersebut, seperti 
                                                           
       11 Andi Syamsu Alam dan Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak …, hlm. 116-114. 
 
       
12
 Ibid. 
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nenek dan bibinya, maka ibu tidak boleh di paksa. Hal ini juga disepakati 
oleh seluruh ulama karena seseorang tidak boleh di paksa untuk 
menggunakan haknya.  
Ketiga, menurut ulama Madzab Hanafi, apabila istri menuntut 
khulu’ pada suaminya dengan syarat anak dipelihara suaminya, maka 
khulu-nya sah tetapi syaratnya batal, karena pengasuhan anak merupakan 
hak ibu. Jumhur ulama tidak sependapat dengan ulama Madzab Hanafi, 
karena menurut mereka hak pengasuhan anak adalah hak berserikat yang 
tidak bisa digugurkan. Apabila terjadi perpisahan antara suami isteri, 
boleh saja anak berada di bawah asuhan ibu, tetapi biaya pengasuhan 
harus ditanggung ayah. Menurut mereka, dalam kasus seperti ini, anak 
lebih berhak tinggal pada ibunya sampai ia cerdas dan bisa memilih 
apakah akan tinggal dengan ayah atau pun ibunya. Empat, Ulama fikih 
juga sepakat menyatakan bahwa ayah tidak bisa mengambil anak dari 
ibunya apabila mereka bercerai kecuali ada alasan syara’ yang 
membolehkannya seperti ibu itu gila atau di penjara.13  
 
d. Urutan Yang Berhak Mengasuh Anak 
Menurut kesepakatan ulama, ibu kandung paling berhak mengasuh 
anak dibandingkan orang lain. akan tetapi, para ulama masih 
memperdebatkan siapa yang paling berhak mengasuhnya dan bagaimana 
                                                           
       
13
 Ibid.  
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urutan hak asuh ini jika ternyata ada penyebab yang menghalangi ibu 
kandung untuk mendapatkan hak asuh atas anaknya. 
Pertama. kalangan Madzab Hanafi berpendapat bahwa orang yang 
lebih berhak mengasuh anak itu adalah ibu kandungnya sendiri, nenek 
dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan (kakek 
perempuan), bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara perempuan, 
anak perempuan saudara laki-laki, bibi dari pihak ayah, dan kalangan 
madzab kerabat lain sesuai dengan urutan harta waris. Kedua, kalangan 
Madzab Maliki berpendapat bahwa urutan hak asuh anak dimulai dari ibu 
kandung, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah dan seterusnya, 
saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, anak perempuan dari saudara 
laki-laki, penerima wasiat, dan kerabat lain (ashabah) yang lebih 
diutamakan. 
Ketiga, kalangan Madzab Syafi’i berpendapat bahwa hak asuh 
anak dimulai dari ibu kandung, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak 
ayah, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari 
saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan, bibi dari 
pihak ayah, dan kerabat yang masih menjadi mahram bagi si anak yang 
mendapatkan bagian warisan ashabah sesuai dengan tata urutan 
pembagian harta warisan. Pendapat kalangan madzab syafi’i ini sama 
dengan pendapat kalangan madzab Hanafi. 
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Empat, kalangan Madzab Hambali berpendapat bahwa hak asuh 
anak dimulai dari ibu kandung, nenek dari pihak ibu, kakek dan ibu 
kakek, bibi dari kedua orang tua, saudara perempuan seibu, saudara 
perempuan seayah, bibi dari ibu kedua orang tua, bibinya ibu, bibinya 
ayah, bibinya ibu dari jalur ibu, bibinya ayah dari jalur ibu, bibinya ayah 
dari pihak ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan 
dari paman ayah dari pihak ayah, kemudian kalangan madzab kerabat 
dari urutan yang paling dekat.14 
Dari keterangan di atas dapat di simpulkan bahwa ke empat mdzab 
ini lebih mengedepankan pihak ibu kandung untuk mengasuh anak 
dibandingkan dengan kerabat dari pihak ayah.  
Selain ibu, sesungguhnya dalam h}ad}a>nah, tante berkedudukan 
seperti ibu. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulallah Saw: “dari Al-Baraa 
bin Azib r.a bahwasannya Nabi SAW. Telah memutuskan dalam perkara 
anak perempuan oleh hamzah (dalam perkara mengasuh) untuk anaknya 
(adik perempuan ibunya), dan beliau bersabda “tante itu yang 
mengambil tempat ibu”. 
                                                           
       14 Abu Malik Kamal Bin As-sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah …, hlm. 668-669. 
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Hadits ini menunjukkan bahwa tantenya lebih diutamakan dari 
pada bapaknya, dalam perkara mengasuh dan mendidik anak yang masih 
kecil. 15 
Mengasuh dan memelihara anak kecil itu menjadi keharusan. 
Untuk itu apabila anak kecil tidak memiliki kerabat, maka pengadilan 
dapat menentukan siapakah yang berhak menjadi pengasuh untuk 
menangani pendidikannya. Dalam hal ini yang lebih diutamakan untuk 
mengasuh anak kecil itu yaitu kerabatnya. lalu didahulukan walinya, 
karena wewenang mereka untuk memelihara kebaikan anak kecil 
tersebut adalah lebih dahulu. Tetapi jika wali lainnya sudah tidak ada, 
atau ada tapi ada suatu alasan yang mengakibatkan adanya alasan 
pencegahan untuk melakukan h}ad}a>nah, maka dapat pindah ketangan 
kerabat yang lainnya. Jika kerabat yang lainnya tidak ada maka hakim 
pengadilan bertanggung jawab dalam hal penentuan hak asuh anak 
tersebut.16  
  
                                                           
       15 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi’I (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, 
Munakahat, Jinayat, Cet II, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 416.  
 
       16 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fikih Munakahat II, (Bandung: Pustaka Setia, 1419), hlm. 186. 
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e. Syarat Yang Berhak Mengasuh Anak 
Seorang h}ad}a>nah harus memiliki syarat-syarat tertentu. Jika 
syarat-syarat nya tidak terpenuhi maka gugurlah kebolehan 
menyelenggarakan H}ad}a>nahnya.17 Menurut ulama’ fikih syarat-syaratnya 
dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu syarat umum untuk para pengasuh 
wanita dan pria, syarat khusus untuk wanita dan syarat khusus untuk pria. 
a) Syarat umum untuk pengasuhan wanita dan pria  
Yaitu pertama, baligh (dewasa); kedua, berakal, ulama Mazhab 
Maliki menambahkannya dengan cerdas, sedangkan ulama Hambali 
menambahkan pengasuhnya tidak sedang menderita penyakit yang 
membahayakan/menular; ketiga, memiliki kemampuan dalam 
mengasuh, merawat, dan mendidik anak; empat, dapat dipercaya, 
amanah dan tidak berkelakuan buruk; lima, beragama islam. 
Para fuqoha berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya 
anak diasuh oleh non-muslim. Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali 
mensyaratkan bahwa pengasuh seorang muslimah atau muslim, karena 
sejatinya orang non-Islam tidak mempunyai kewenangan dalam 
memimpin orang Islam bahkan mengasuhnya. Hal tersebut 
dikhawatirkan pengasuh akan menyeret anak yang diasuhnya masuk 
dalam agama yang dianutnya. Munurut Hambali Jika orang islam tidak 
                                                           
       17 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah …, hlm. 164. 
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ada maka diperbolehkan kepada kafir zimmi, karena kafir zimmi lebih 
dapat dipercaya dibandingkan dengan kafir harbi. Akan tetapi ulama 
Mazhab Hanafi dan Madzab Maliki tidak mensyaratkan pengasuh 
harus seorang muslimah, jika anak tersebut juga wanita. Alasan yang 
mereka gunakan yaitu sebuah riwayat dimana Rasulallah SAW. 
Menyoroti kepada anak untuk berada di bawah asuhan ayahnya yang 
muslim atau pada ibu nya yang musrik, tetapi anak itu memilih ibunya 
lalu Rasulullah SAW. Bersabda: “Ya allah, tunjuki anak itu 
condongkan hatinya kepada ayahnya” (HR. Abu Dawud). 
Ulama mazhab Hanafi dan maliki berpendapat tentang lama 
anak dalam asuhan orang non muslim. Madzab Hanafi berpendapat 
jika lamanya anak diasuh oleh orang non-muslim yaitu dalam usia 
tujuh tahun, sampai anak tersebut mengerti akan pentingnya suatu 
agama, atau sampai diketahui adanya bahaya yang menyerang anak 
tersebut seperti anak tersebut diajak pergi ke tempat ibadah 
pengasuhnya (Non-muslim) dan diberi makanan dan minuman yang 
tidak halal. Sedangkan menurut madzab maliki berakhirnya masa 
asuhan yaitu sesuai yang telah ditentukan oleh syara’. Tetapi 
pengasuhnya dilarang memberi makanan dan minuman oleh syara’. 
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b) Syarat Khusus untuk Pengasuh Wanita 
Menurut para ahli Fikih syarat khusus untuk pengasuh wanita 
yaitu sebagai berikut: 
(1) Pengasuh wanita belum menikah lagi setelah diceraikan oleh 
suaminya. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulallah SAW: “engkau 
lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin dengan 
laki-laki lain” (HR. At-Tirmidzi, Al-Baihaki, dan Al-hakim). Akan 
tetapi apabila wanita tersebut kawin dengan kerabat anak 
asuhannya maka ia masih boleh mengasuh anak tersebut. 
(2) Pengasuh wanita merupakan mahram (haram dinikahi) anak, 
seperti ibu, saudara perempuan ibu, dan nenek. 
(3) Menurut ulama Mazhab Maliki, pengasuh tidak boleh mengasuh 
anak dengan cara yang tidak baik, seperti marah dan membenci 
anak. 
(4) Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali menambahkan syarat 
apabila anak tersebut masih dalam usia menyusu sedangkan 
pengasuh tidak mau menyusui maka ia tidak berhak menjadi 
pengasuh. 
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c) Syarat-syarat khusus bagi laki-laki 
Apabila anak kecil tersebut tidak memliki pengasuh wanita 
maka anak tersebut boleh diasuh oleh kaum pria, sedangkan syarat 
khusus bagi kaum pria yaitu: 
(1) Jika pengasuhnya muhrim. 
Para fuqoha membolehkan untuk melakukan hadanah bagi 
wanita oleh pria yang muhrim baginya, baik anak tersebut masih 
kecil, disenangi atau tidak disenangi laki-laki pengasuh dibolehkan, 
ketika tidak ada wanita yang berhak melakukan h}ad}a>nah baginya, 
atau mungkin ada tapi tidak memenuhi kualifikasi h}ad}a>nah. 
(2) Pengasuh yang non-muhrim 
Jika ada orang yang bukan muhrim mengasuh anak, maka 
itu diperbolehkan dengan syarat pengasuh tersebut memenuhi 
kualifikasi h}ad}a>nah, yakni ada wanita bersama laki-laki tersebut 
yang ikut membantu memelihara anak tersebut.18 
Persamaan agama tidaklah menjadi syarat bagi hadhinah 
kecuali jika dikhawatirkan ia akan memalingkan si anak dari agama 
Islam. Sebab yang penting dalam h}ad}a>nah ialah hadhinah 
                                                           
       18 Andi Syamsu Alam dan Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak …, hlm. 121-125. 
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mempunyai rasa cinta dan kasih sayang kepada anak serta bersedia 
memelihara anak sebaik-baiknya.19 
 
f. Imbalan Bagi Pengasuh Anak 
Mayoritas ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila yang 
mengasuh ibunya sendiri sedangkan masih dalam talak raj’i (belum 
bercerai) maka ibu tidak mendapatkan imbalan. Alasannya yaitu ibunya 
selama masih dalam ikatan perkawinan, ia masih mempunyai kewajiban 
dalam hal menyusui, mengasuh, serta mendidik anaknya, sedangkan pada 
masa iddah dia berhak mendapatkan nafkah, dan nafkah tersebut cukup 
untuk biaya mengasuh anak.20  
Apabila isteri telah bercerai sedangkan masa iddah nya telah 
habis, maka ia berhak mendapatkan imbalan dari pekerjaan mengasuh 
yang telah dilakukannya. Karena Allah SWT berfirman 
 ُّراَضُ ت َلا َو ْم ُك ِد ْج ُو ْن ِم ْمُ ت ْن َك َس ُث ْي َح ْن ِم َّن ُهوُ ن ِك ْسَ أ َّن ُهو اوُ ق ِ ّ ي َضُ ت ِل  
 ۚ َّن ُه َ ل ْم َح َن ْعَضَي ٰىَّ ت َح َّن ِه ْي َ ل َع اوُ ق ِف َْن أ َف ٍل ْم َح ِت َلاُو أ َّن ُك ْن ِإ َو ۚ َّن ِه ْي َ ل َع  
او ُر ِمَ ت ْ أ َو ۖ َّن ُه َرو ُُج أ َّن ُهُو تآ َف ْم ُك َ ل َن ْعَض ْرَ أ ْنِ إ َف  ۖ ٍفو ُر ْع َم ِب ْم ُك َن ْي َ ب 
 ُه َل ُعِض ْرُ ت َس َف ْمُ ت ْر َسا َعَ ت ْن ِ إ َو ٰىَر ُْخ أ)ل ا : قلا ّط۶(  
                                                           
       19 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 182. 
 
       20 Andi Syamsu Alam dan Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak …, hlm. 126. 
 
38 
 
 
 
Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu 
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika 
mereka (isteri-isteri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka 
berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, 
kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka 
berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah 
diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu 
menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak 
itu) untuknya”.
21
 
Sedangkan apabila yang mengasuh selain ibunya maka ia berhak 
mendapatkan imbalan. Dalam hal h}ad}a>nah didasarkan unsur kerelaan 
terhadap kedua belah pihak. Oleh karena itu, imbalan tersebut lebih tepat 
dikatakan sebagai upah. Sedangkan menurut jumhur ulama’, pengasuh 
tidak berhak mendapatkan imbalan, baik pengasuh adalah ibu nya sendiri 
maupun wanita lain. Alasannya yaitu karena ibu telah mendapat nafkah 
dari suaminya masing-masing. Adapun yang bertanggung jawab dalam 
menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan si anak yaitu anak itu 
                                                           
       21 Lihat QS. At-thalaq: 6. 
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sendiri selama ia memiliki harta, tetapi jika tidak mempunyai harta maka 
biayanya ditanggung oleh ayahnya.22  
Jika diantara kerabat anak kecil itu ada yang pandai mengasuh 
dan melakukannya dengan suka rela, sedangkan ibunya tidak mau kecuali 
dibayar, maka jika ayahnya mampu maka ayahnya boleh di paksa untuk 
membayar upah kepada ibunya, dan tidak diperbolehkan menyerahkan 
anaknya kepada kerabat perempuannya atau mengasih dengan suka rela.  
Tetapi lain halnya jika ayahnya tidak mampu maka dia boleh 
menyerahkan anak kecil itu kepada kerabat perempuannya yang 
mengasuhnya dengan suka rela asalkan ini dari kalangan kerabat si anak 
kecil dan pandai mengasuhnya. 23 
Apabila ibu mengambil anaknya yang masih kecil untuk 
dipelihara, lalu bapaknya hendak pergi jauh dan berkeinginan untuk 
membawa anaknya menurut Imam Maliki, Imam Syafi’i dan Hambali 
diperbolehkan mengambil anak tersebut dari ibunya, tetapi Imam Hanafi 
tidak memperbolehkan. Tetapi jika yang ingin pergi itu ibunya dengan 
membawa anak maka menurut Imam Hanafi diperbolehkan dengan dua 
syarat yaitu: pertama, kepergian isterinya untuk menuju kampung 
                                                           
       22 Andi Syamsu Alam dan Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak …, hlm. 126. 
 
       23 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah …, hlm. 166. 
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halaman, kedua akad nikahnya dulu dilaksanakan di kampung yang 
ditujunya. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, ia tidak 
boleh membawa anak itu, kecuali berpindah ketempat yang tidak jauh 
dari tepat asal, yang memungkinkan pulang pergi dalam sehari. 
Sedangkan apabila dibawa keluar negeri, atau dari kota ke desa, 
walaupun dekat maka tidak boleh. Tetapi menurut Maliki, Syafi’i dan 
Hambali bapaknya lebih berhak atas anak itu, baik yang berpindah itu 
bapak maupun ibu si anak.24  
g. Berakhirnya Pengasuhan Anak 
Berakhirnya masa pengasuhan yaitu ketika anak kecil laki-laki 
maupun perempuan sudah mandiri, tidak tergantung pada pengasuhnya, 
dia telah mencapai usia tamyiz dan dapat berdiri sendiri. Dalam hal ini 
tidak ada batasan masa tertentu secara pasti. Menurut madzab Hanafi dan 
juga lainnya, bahwa masa h}ad}a>nah berakhir ketika anak kecil tersebut 
telah mencapai usia 7 tahun, dan anak perempuan berusia mencapai 9 
tahun.25 
Manakala masa pengasuhan telah berakhir, dan telah terjadi 
kesepakatan untuk mengikutkan anak tinggal bersama salah seorang dari 
                                                           
       24 Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fikih Empat Madzab, Terj 
Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi 2014), hlm. 394. 
 
       25 Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq …, hlm. 549. 
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kedua orang tua, maka kesepakatan ini dapat dilaksanakan. Akan tetapi, 
jika kedua orang tua saling berselisih, maka ada dua hal yang harus 
diperhatikan yaitu: 
Pertama anak yang diasuh adalah laki-laki. Terkait dengan anak 
laki-laki yang telah selesai maka pengasuhannya muncul dua pendapat di 
kalangan para ulama; 
(1) Menurut kalangan Madzab Hanafi yang lebih berhak mengasuh anak 
yaitu ayah, karena jika anak tersebut sudah bisa menentukan 
kebutuhannya sendiri, maka anak tersebut tinggal mendapatkan 
pendidikan, bimbingan berperilaku sebagai seorang laki-laki dan 
mendapatkan ilmu pengetahuan. 
(2) Menurut pendapat Syafi’i dan Ahmad anak diberi kesempatan untuk 
memilih salah satu diantara kedua orangtuanya.  
Kedua anak yang diasuh adalah perempuan. Para ulama berbeda 
pendapat. Kalangan Madzab Maliki berpendapat bahwa anak tetap 
tinggal bersama ibunya hingga anak perempuan tersebut menikah dan 
telah berhubungan intim dengan suaminya. Dengan mengacu pada 
pendapat Imam Ahmad, kalangan Madzab Hanafi berpendapat bahwa 
manakala telah mengalami menstruasi anak perempuan di serahkan 
kepada ayahnya. Sedangkan kalangan madzab hambali berpendapat 
bahwa anak ini diserahkan kepada bapaknya apabila sudah mencapai usia 
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tujuh tahun. Ketiga Imam Madzab sepakat bahwa anak perempuan tidak 
di beri kesempatan untuk menentukan pilihan. Sementara itu Syafi’I 
berpendapat bahwa anak perempuan di beri kesempatan yang sama untuk 
menentukan pilihan antara ikut ayahnya atau ibunya.  Ibnu Taimiyah 
berpendapat bahwa anak perempuan tidak di beri kesempatan untuk 
menentukan pilihan. Ia dianggap bisa hidup bersama salah satu dari 
orang tuanya apabila orang yang ia ikuti ini selalu taat kepada Allah 
SWT dalam mendidik anak.26 
Pada umumnya fuqoha sepakat bahwa ibu mempunyai keutamaan 
hak h}ad}a>nah. Namun h}ad}a>nah  tersebut dapat di cabut dengan alasan 
murtad, berperilaku tidak terpuji, berbuat maksiat seperti berzina, 
mencuri, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah, sehingga 
mengakibatkan dampak buruk terhadap anak yang diasuhnya. Di 
samping menurut jumhur ulama istri yang menikah lagi dengan laki-laki 
lain dapat menggugurkan hak h}ad}a>nahnya. Akan tetapi jika laki-laki 
tersebut memiliki kasih sayang pada anak, maka hak h}ad}a>nah ibu 
tersebut masih berlaku. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama Madzab 
Syiah Imamiyah mengemukakan bahwa hak h}ad}a>nah ibu gugur secara 
                                                           
       26 Abu Malik Kamal Bin As-sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah …, hlm. 677-680. 
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mutlak disebabkan perkawinannya dengan laki-laki lain, baik laki-laki 
tersebut memiliki kasih sayang maupun tidak.27 
Anak yang sudah dewasa yang tidak memerlukan pengasuhan, 
maka anak diberikan kesempatan untuk memilih dengan siapa dia 
tinggal. Sebagaimana yang telah di lakukan oleh Nabi Saw ketika ada 
seorang ibu yang mengadu kepadanya mengenai masalah ini beliau 
bersabda kepada anaknya; “ini adalah bapakmu, dan ini adalah ibumu, 
kamu boleh memilih mau ikut kepada siapa diantara mereka berdua”. 
Kemudian anak tersebut memilih ibunya lalu mereka pergi.28 
 
2. H}ad}a>nah Menurut Hukum Positif 
a. Pengertian H}ad}a>nah 
Pemeliharaan anak atau h}ad}a>nah adalah kegiatan mengasuh, 
memelihara dan mendidik anak hingga usia dewasa atau mampu berdiri 
sendiri.29 Sedangkan Ketentuan tentang hak asuh anak dalam hukum 
keluarga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa 
                                                           
       27 Andi Syamsu Alam dan Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak …, hlm. 131-132. 
 
       28 Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Fiqhus Sunnah Linnisa, terj. Achmad Zaeni Dahlan dan 
Sandi Heryana (Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), hlm. 854. 
 
       29 Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam. 
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kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan 
mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua 
tersebut menurut ayat (2) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat 
berdiri, kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua 
orang tua putus.30  
Penegasan hak asuh anak bagi kedua orang tua setelah terjadinya 
perceraian diatur di dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang 
Perkawinan menegaskan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban 
memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan 
kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak 
pengadilan memberi keputusan. Namun tanggung jawab dan biaya 
pemeliharaan dan pendidikan tersebut, menurut huruf (b) menjadi 
tanggung jawab bapak atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan 
yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak 
dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa 
ikut memikul biaya tersebut.31 Mengenai kewajiban bekas suami 
Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya 
penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban kepada bekas istri.32 
                                                           
       30 Zaenal Fanani, Pembaharuan Hukum Sengketa …, hlm. 65. 
 
        31 Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 148. 
 
       32 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), hlm. 24. 
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Berdasarkan ketentuan tersebut, meskipun perkawinan telah bubar, 
ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak 
mereka, semata-mata untuk kepentingan anak, meskipun pelaksanaannya 
hanya dijalankan oleh salah satu pihak dari mereka, artinya salah satu 
pihak bertindak sebagai wali dari anak-anaknya selama anak-anak 
tersebut belum mencapai usia 18 tahun.33 
Anak tidak hanya memiliki hak terhadap kedua orang tuanya saja, 
tetapi juga memiliki kewajiban terhadap orang tuanya. Kewajiban anak 
terhadap orang tuanya yaitu menghormati dan menaati kehendaknya 
dengan baik. Bilamana anak telah dewasa, ia wajib memelihara orang 
tuanya dengan sebaik-baiknya menurut kemampuannya. Anak juga 
berkewajiban untuk memelihara keluarga dalam garis lurus ke atas, bila 
mereka memerlukan bantuannya.34 
Hak dan kewajiban orang tua dengan anak diatur didalam Pasal 
298 sampai dengan pasal 306 kitab undang-undang hukum perdata yang 
berbunyi: 
1. Setiap anak, wajib menghormati dan menghargai orang tuanya. 
                                                           
       33 Anshori Abdul Ghofur, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 159. 
 
       34 Zaidah Nur Rosidah, Buku Daras Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Surakarta: Fakultas Syari’ah 
IAIN Surakarta, 2014), hlm. 60. 
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2. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang 
masih di bawah umur. 
3. Orang tua berkewajiban untuk memberikan tunjangan menurut 
besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan 
pendidikan anak-anak mereka itu. 
4. Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap 
berada dalam kekuasaan mereka, sejauh mereka tidak dilepaskan atau 
dipecat kekuasaan itu. 
5. Orang tua itu wajib untuk tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan atau tiap-
tiap tiga bulan membayar kepada dewan wali, sebanyak yang 
ditetapkan oleh pengadilan negeri atas tuntutan dewan itu, untuk 
kepentingan pemeliharaan dan pendidikan anak mereka yang masih di 
bawah umur, pun sekiranya mereka tidak mempunyai kekuasaan orang 
tua atau perwalian atas anak itu dan tidak dibebaskan atau dipecat dari 
itu. 
6. Bila si ayah atau si ibu yang melakukan kekuasaan orang tua 
mempunyai alasan-alasan yang sungguh-sungguh untuk merasa tak 
puas akan kelakuan anaknya, maka pengadilan negeri, atas 
permohonannya atau atas permohonan dewan wali, asal dewan ini 
diminta olehnya untuk itu dan melakukannya untuk kepentingannya 
boleh memerintahkan penampungan anak itu selama waktu tertentu 
47 
 
 
 
dalam suatu lembaga negara atau swasta yang ditunjuk oleh menteri 
kehakiman. 
7. Orang yang melakukan kekuasaan orang tua atas seseorang anak yang 
masih di bawah umur, harus mengurus barang-barang kepunyaan 
anaknya.35 
Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 231 Bagian ke 
3 mengenai perceraian dan perkawinan, bubarnya perkawinan karena 
perceraian tidak akan menyebabkan anak-anak yang lahir dari 
perkawinan itu kehilangan keuntungan-keuntungan yang telah 
dijaminkan bagi mereka oleh undang-undang atau oleh perjanjian 
perkawinan orang tua mereka.36 
Seorang anak yang masih di bawah umur tidak cakap untuk 
bertindak sendiri. Berhubungan dengan itu, ia harus di wakilkan oleh 
orang tuanya. Seorang anak sah sampai pada waktu ia mencapai usia 
dewasa atau kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama 
kedua orang tuanya tersebut terikat dalam hubungan perkawinan. Dengan 
demikian kekuasaan orang tua itu mulai berlaku sejak lahirnya anak sejak 
hari pengesahannya dan berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa 
                                                           
       35 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law, 
(Jakarta: Rajawali Pres, 2015), hlm. 156-157. 
 
       36 Pasal 231 Bagian 3 tentang Perceraian dan Perkawinan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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atau kawin, atau pada waktu perkawinan orang tuanya dihapuskan. 
Kekuasaan orang tua dapat dicabut atau dibebaskan oleh hakim karena 
suatu alasan.37 
Sesungguhnya di dalam KHI secara rinci sudah mengatur tentang 
pengasuhan anak, namun di dalam KHI mempergunakan istilah 
“Pemeliharaan Anak”. Di dalamnya terdapat Pasal 98 sampai dengan 
112, namun di dalam Pasal 107 sampai Pasal 112 khusus mengatur 
tentang perwalian.  
Di dalam KHI Pasal 98 ayat (1) menjelaskan bahwa: batas usia 
anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa yaitu di usia 12 tahun, 
sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan. 
Apabila terjadi perceraian di dalam Pasal 105 KHI menjelaskan 
anak yang belum mumayiz hak asuhnya berada di ibunya. sedangkan 
apabila anak tersebut telah dewasa maka anak diberikan kebebasan untuk 
memilih dengan siapa dia akan tinggal. Dalam hal pembiayaan 
ditanggung oleh ayahnya.  
Mengenai kewajiban orang tua diatur di dalam Pasal 106 dalam 
ayat (1) yang menyatakan bahwa: orang tua berkewajiban merawat dan 
mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah 
                                                           
       37 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 51. 
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pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau 
menggadaikannya kecuali karena keperluan mendesak untuk kepentingan 
dan keselamatan, anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak 
dapat dihindarkan lagi. Sedangkan dalam ayat (2) orang tua bertanggung 
jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan yang telah 
dilakukan. 38 
Sebetulnya di dalam KHI maupun Undang-Undang Perkawinan 
Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur dengan jelas tentang hak dan 
kewajiaban antara orang tua maupun anak yang ditimbulkan paska 
terjadinya perceraian. Sejatinya tanggung jawab terhadap anak tetap 
melekat pada orang tua. 
 
b. Hak H}ad}a>nah 
Ketentuan mengenai h}ad}a>nah terdapat dalam pasal 105 KHI 
bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum 
mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sementara 
pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk 
memilih apakah diasuh oleh ibu atau ayahnya sebagai pemegang 
                                                           
        
38 Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan 
Hukum Kewarisan, (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2017), hlm. 130. 
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h}ad}a>nah. 39  Meskipun hak asuh anak sampai usia 12 tahun ditetapkan 
kepada ibunya, tetapi biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh 
ayahnya.40 
Sedangkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 
Tahun 2014 Pasal 14 ayat (1) menjelaskan setiap anak berhak untuk 
diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan 
hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi 
kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. 
Dalam terjadinya pemisahan dalam ayat (2) maka anak berhak untuk 
bertemu langsung dan berhubungan langsung dengan orang tuanya, serta 
mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan 
untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya, sesuai dengan 
kemampuan orang tuanya. Serta anak juga memperoleh pembiayaan dari 
orang tuanya. Dan memperoleh hak anak lainnya. 
 
c. Urutan Yang Berhak Mengasuh Anak 
Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (a) 
menjelaskan anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan h}ad}a>nah 
                                                           
        39 Indah Purbasari, Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia, (Malang, Setara Press, 
2016), hlm. 135. 
 
       40 M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial, Cet II 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), hlm 109. 
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dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia dapat digantikan 
oleh;  
1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu. 
2. Ayah.  
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.  
4.  Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.  
5.  Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis dari ibu 
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis dari ayah.41 
Adapun Pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu 
kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutaan yang berhak 
mengasuh anak, yaitu wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, 
wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan 
dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita sedarah menurut garis dari 
ibu dan dari garis ayah.42 
 
d. Syarat Yang Berhak Mengasuh Anak 
      Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun 
KHI (Kompilasi Hukum Islam) telah mengatur pemeliharaan anak 
dengan sedemikian rupa. Namun di dalam peraturan perundang-
                                                           
       41 Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Perkembangan …, hlm. 128. 
 
       42 Zaenal Fanani, Pembaharuan Sengketa …, hlm, 67. 
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undangan baik UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI 
tidak membahas mengenai syara-syarat pemeliharaan anak. 
 
e. Imbalan Bagi Pengasuh Anak 
Jikalau seorang bayi di susukan oleh orang lain, maka perempuan 
yang menyusui bayi itu, biayanya ditanggung oleh ayahnya. Seperti yang 
telah dijelaskan dalam Pasal 104 KHI ayat (1) menjelaskan tentang 
semua biaya penyususan anak di pertanggung jawabkan kepada ayahnya. 
Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan 
dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada 
ayahnya atau walinya. Sedangkan di ayat (2) penyususan dilakukan untuk 
paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa 
kurang dua tahun dengan persetujuan ayah ibunya.43 
 
f. Berakhirnya Pengasuhan Anak 
Anak yang sudah mumayiz diberikan hak untuk menentukan 
dengan siapa dia akan tinggal. Tetapi jika orang tua lalai dalam 
melaksanakan tanggung jawabnya, maka pemeliharaan anak itu dapat di 
cabut. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan 
Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut: 
                                                           
       43 Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 104 KHI. 
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(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat di cabut kekuasaannya 
terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas 
permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis ke atas 
dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang telah 
berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: 
a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. 
b. Ia berkelakuan buruk sekali. 
(2) Meskipun orang tua di cabut kekuasaannya, mereka masih tetap 
berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak 
tersebut.44 
Orang tua harus bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraaan 
anak, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial (Pasal 9 UU No 4 
Tahun 1979). Namun orang tua yang telah melalaikan kewajibannya 
dapat di cabut kuasanya sebagai orang tua terhadap anaknya, yang 
selanjutnya ditunjuk orang atau badan sebagai wali. Pencabutan h}ad}a>nah 
tersebut tidak menghapus kewajiban untuk membiayai pemeliharaan 
kehidupan dan pendidikan anaknya. pencabutan dan penetapan kuasa 
orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim.45 
                                                           
       44 Lihat Undang-Undang Perkawinan Pasal 49. 
 
       45 Mulyadi, Hukum Perlindungan Anak, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 8. 
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Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya 
dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga Hukum Islam pemeliharaan 
anak yang belum mumayiz sama-sama diberikan kepada ibu. Namun 
berbeda dalam segi umur, jika di dalam hukum islam (fikih) 
pemeliharaan anak laki-laki telah berusia mencapai usia 7 tahun, dan 
anak perempuan berusia mencapai 9 tahun, sedangkan dalam Kompilasi 
Hukum Islam yaitu berusia 12 tahun. Dalam segi urutan yang berhak 
mengasuh anak Kompilasi Hukum Islam sama dengan Hukum Islam 
yaitu anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan h}ad}a>nah dari 
ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia dapat digantikan dengan; 
wanita-wanita dalam garis lurus keatas ibu, ayah, wanita-wanita dalam 
garis lurus keatas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang 
bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis dari ibu, 
wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis dari ayah. Hal ini sesuai 
dengan pendapat para ulama, namun dalam Kompilasi Hukum Islam Ini 
lebih condong ke pendapat kalangan madzab syafi’i dan kalangan 
madzab Hanafi.  
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B. Maq}a>s}id Asy-Syari>’ah 
1. Pengertian Maq}a>s}id Asy-Syari>’ah 
Maq}a>s}id Asy-Syari>’ah adalah rangkaian kata Bahasa Arab yang 
mempunyai arti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum islam.46 Secara 
Bahasa (etimologi) maq}a>s}id asy-syari>’ah  terdiri dari dua kata, maq}a>s}id dan 
syariah. Secara bahasa,  maq}a>s}id jamak dari kata qashd yang berarti 
kesengajaan atau tujuan.47  
Sedangkan Kata syariah berasal dari Bahasa Arab, “al-syari’ah” yang 
berarti sumber air, tempat dimana orang arab ramai mengambil air. 
Masyarakat Arab tidak menamakan tempat air itu sebagai al-Syari’ah kecuali 
jika airnya selalu ada tanpa putus dan terus mengalir. Dengan demikian al-
syariah mempunyai pengertian pekerjaan yang baru mau di laksanakan. Jadi 
syariah secara bahasa yaitu mempunyai tiga pengertian yaitu sumber tempat 
air minum, jalan yang lurus dan terang, dan awal dari suatu pekerjaan.48 
Sedangkan syariah dalam pengertian terminologi yaitu seperangkat norma 
ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan 
manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia 
                                                           
       46 Asmawi, Studi Hukum Islam, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 108. 
 
       47 Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 
hlm. 105. 
 
       48 Hasbi Umar, Nalar Fiqih Kontemporer, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 36. 
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dengan makhluk lainya di alam lingkungan hidupnya.49 Syariat merupakan 
jalan hidup muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah SWT dan 
ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh 
aspek hidup dalam kehidupan manusia.50  
Ibn Asyur mendefinisikan maq}a>s}id  sebagai berikut makna-makna dan 
hikmah yang dituju oleh syari (allah swt) dalam semua aspek kehukuman. Ibn 
Asyur juga mendefinisikan secara lain dengan mengaitkannya pada ranah 
aktifitas legislasi bahwa maq}a>s}id adalah aktivitas dan tindakan yang 
diinginkan. maq}a>s}id yang paling universal adalah menjaga keteraturan 
manusia dan melanggengkan kebaikannya melalui kebaikan entitas yang 
menguasainya, yaitu manusia. Tujuan yang paling mulia dari syariah adalah 
mencari kemaslahatan dan menghindari kerusakan (Jalbu al mashalih wa dar 
u al mafasid)51 
Abdul Karim Zaidan sebagaimana dikutip oleh Jamal Ma’mur Asmani 
mengatakan bahwa maq}a>s}id asy-syari>’ah adalah sesuatu yang sangat penting 
                                                           
       49 Zainuddin Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2017), hlm. 3-4. 
 
        50 Asmawi, Studi Hukum Islam …, hlm. 10. 
 
       51 Nuruddin Butsuri, Maqoshi syariah Kritik Nalar Fikih, Terj Muhammad Anis Mashduqi, 
(Yogyakarta: Suluh Pustaka, 2018), hlm. 18. 
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untuk mempu memahami nash syara’ dengan benar dan untuk mengambil 
hukum dari dalil-dalinya dengan jalan yang bisa diterima.52 
Teori maq}a>s}id asy-syari>’ah  atau disebut juga dengan teori maslahat 
menegaskan bahwa hukum islam syariatkan untuk mewujudkan dan 
memelihara maslahat umat manusia. Adapun inti dari teori maq}a>s}id asy-
syari>’ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan 
keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sepadan 
dengan inti dari maq}a>s}id asy-syari>’ah  tersebut adalah maslahat, karena 
penetapan hukum dalam islam harus bermuara kepada maslahat.53 
 
2. Tujuan Umum Maq}a>s}id Asy-Syari>’ah 
Tujuan umum dari hukum syariat yaitu untuk merealisasikan 
kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari 
mudharat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum islam adalah 
kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima 
perkara yaitu:54 
  
                                                           
       52 Jamal Ma’mur Asmani, Ushul Fiqih, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 166. 
  
       53 Ahmad Zaenal Fanani, Pembaruan Hukum sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif 
Keadilan Gender), (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, Tahun 2015), hlm. 22-23. 
 
       54 Sutrisno RS, Epistimologi Hukum Islam Kontemporer Konsep, Teori, dan Implementasi, 
(Yogyakarta: Cv. Putaka Imu Group, 2019), hlm. 194 
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a. Memelihara Melindungi Agama (Hifdzu Al-ddin) 
Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya 
martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, 
dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya. Agama islam merupakan nikmat 
Allah SWT yang tertinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan di dalam 
firman Allah SWT yaitu: 
 َمَلاْس ِْلإا ُمَُكل ُتيِضَرَو ِيتَمْعِن ْمُكْيَلَع ُتْمَْمَتأَو ْمُكَنيِد ْمَُكل ُتْلَمَْكأ َمَْويْلا
( ٣: ةدئاملا)ًانيِد 
Artinya: “Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, 
dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai 
Islam itu jadi agama bagimu”.
55
 
Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan 
kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat 
menyentuh nurani manusia. Allah SWT memerintahkan kita untuk tetap 
berusaha menegakkan agama, firman-Nya dalam suat Asy-Syura:13: 
 ا َم َو َك ْي َ ل ِ إ ا َن ْي َح ْوَ أ ي ِذَّلا َو ا ًحوُ ن ِه ِب ٰى َّصَو ا َم ِني ِّ دلا َن ِم ْم ُك َل َع َر َش  
 ْنَ أ ۖ  ٰى َسي ِع َو ٰى َسو ُم َو َمي ِها َر ْب ِ إ ِه ِب ا َن ْي َّصَو َّرَفَ تَ ت َلا َو َني ِّ دلا او ُمي ِقَ أ  
 ِه ْي َ ل ِ إ يِبَ ت ْج َي ُ َّ ۚ ِه ْي َ ل ِ إ ْم ُهوُع ْدَ ت ا َم َني ِك ِر ْش ُم ْلا ىَل َع َرُ ب َك ۚ ِهي ِف اوُق  
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 ُبيِنُ ي ْن َم ِه ْي َ ل ِ إ ي ِد ْه َي َو ُءا َش َي ْن َم) : ىرو ّشلا١٣(  
Artinya: “Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa 
yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami 
wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada 
Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah 
kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang 
musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah SWT 
menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi 
petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”.
56
 
Agama islam harus terpelihara dari pada ancaman orang-orang 
yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidahnya, ibadah 
dan akhlaknya. Atau yang akan mencampuradukkan kebenaran ajaran 
islam dengan berbagai paham aliran yang batil. Agama islam memberi 
perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk menyakini 
dan melaksanakan ibadah menurut ajaran agama yang dianutnya. 57 
b. Melindungi Jiwa (hifdzu Al-nafs) 
Untuk tujuan ini islam melarang pembunuhan dan pelaku 
pembunuhan diancam dengan hukuman qisas (pembalasan yang 
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       57 Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 67-68. 
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seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum 
melakukan pembunuhan, berfikir sepuluh kali, karena apabila orang yang 
dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang 
dibunuh itu tidak mati tetapi hanya cedera, maka si pelakunya juga akan 
cedera pula. Mengenai hal ini dapat kita jumpai firman allah SWT yang 
berbunyi: 
 ً أ َط َخ ا ًن ِم ْؤ ُم َلَ ت َق ْن َم َو ۚ  ً أ َط َخ َّلاِإ ا ًن ِم ْؤ ُم َلُ ت ْق َ ي ْنَ أ ٍن ِم ْؤ ُم ِل َنا َك ا َم َو 
ۚ  اوُ قَّ د َّصَي ْنَ أ َّلاِإ ِه ِل ْهَ أ ٰى َ ل ِ إ ٌ ة َم َّ ل َس ُم ٌة َي ِد َو ٍة َ ن ِم ْؤ ُم ٍة َب َق َر ُري ِر ْحَ ت َف 
 ٍم ْو َق ْن ِم َنا َك ْنِ إ َفۖ  ٍة َن ِم ْؤ ُم ٍة َب َق َر ُري ِر ْحَ ت َف ٌن ِم ْؤ ُم َو ُه َو ْم ُك َ ل ٍّوُ د َع 
 ِه ِل ْهَ أ ٰى َ ل ِ إ ٌ ة َم َّ ل َس ُم ٌة َي ِد َف ٌقاَ ثي ِم ْم ُه َن ْي َ ب َو ْم ُك َن ْي َ ب ٍم ْو َق ْن ِم َنا َك ْن ِ إ َو 
 ِن ْي َع ِباَ تَ ت ُم ِن ْي َر ْه َش ُما َي ِص َف ْد ِج َي ْم َل ْن َم َف ۖ ٍة َ ن ِم ْؤ ُم ٍة َب َق َر ُري ِر ْحَ ت َو 
ا ًمي ِك َح ا ًمي ِل َع ُ َّ َنا َك َو ۗ ِ َّ َن ِم ًة َب ْوَ ت ): ءاس ّن ل ا٩٢ ( 
Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh 
seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak 
sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena 
tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya 
yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga 
terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang 
ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka 
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(hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya 
yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka 
hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut 
untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”
58
. 
 
c. Melindungi Akal (Hifdzu Al-aql). 
Manusia adalah makhluk Allah SWT. Ada dua hal yang 
membedakan manusia dengan makhluk lain. pertama, Allah SWT telah 
menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan 
makhluk-makhluk lain dari berbagai macam binatang. Hal ini talah 
dijelaskan oleh Allah SWT sendiri firmannya yang berbunyi: 
 ْدَقَل اَنْقَلَخ  َناَسْن ِْلإا ِيف  ِنَسَْحأ  ٍميِوَْقت )٤ ( َُّمث  ُهاَنْدَدَر  ََلفَْسأ 
 َنيِلِفاَس )٥( َِّلاإ  َنيِذَّلا اُونََمآ اُولِمَعَو  ِتاَِحلا َّصلا  ْمَُهلَف  ٌرَْجأ 
 ُرْيَغ  ٍنُونْمَم )۶(  
Artinya: “Sungguh Kami (allah) telah menciptakan manusia dalam 
bentuk yang sebaik-baiknya Kemudian kami (allah) 
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mengembalikannya ke tingkat yang paling rendah kecuali mereka 
yang beriman dan berbuat amal saleh, maka bagi mereka itu pahala 
yang tiada putusputusnya”
59
 
Jadi akal paling penting dalam pandangan islam. Oleh karena itu 
Allah SWT selalu memuji orang yang berakal. 
 
d. Melindungi keturunan (Hifdzu An-nasb). 
Untuk ini Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, 
menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara 
perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, 
sehingga perkawinan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah 
anaknya. Malahan tidak hanya melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-
hal yang dapat membawa kepada zina. Firman Allah SWT yang berbunyi:  
  ْنَ أ َدا َرَ أ ْن َم ِل ۖ  ِن ْي َ ل ِما َك ِن ْي َ ل ْو َح َّن ُهَد َلا ْوَ أ َن ْعِض ْرُ ي ُتاَد ِلا َو ْلا َو
 َّن ُهُ ت َو ْس ِك َو َّن ُهُ ق ْز ِر ُه َ ل ِدوُ ل ْو َم ْلا ىَل َع َو ۚ َة َعاَض َّرلا َّم ِت ُ ي
 ٌ ة َد ِلا َو َّراَضُ ت َلا ۚ ا َه َع ْس ُو َّلاِإ ٌس ْف َن ُفَّ ل َُك ت َلا ۚ ِفو ُر ْع َم ْلا ِب
 ْنِ إ َف ۗ َك ِل َٰ ذ ُل ْ ث ِم ِث ِرا َو ْلا ىَل َع َو ۚ ِه ِد َ ل َو ِ ب ُ ه َ ل ٌ دوُ ل ْو َم َلا َو ا َه ِد َ ل َو ِ ب
 ۗ ا َم ِه ْي َ ل َع َحا َن ُج َلا َف ٍر ُوا َشَ ت َو ا َم ُه ْن ِم ٍضا َرَ ت ْن َع ًلاا َص ِف ا َدا َرَ أ
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 ا َذ ِإ ْم ُك ْي َل َع َحا َن ُج َلا َف ْم ُكَد َلا ْوَ أ اوُعِض ْرَ ت ْسَ ت ْنَ أ ْمُ ت ْد َرَ أ ْن ِ إ َو
 ا َم ِب َ َّ َّنَ أ او ُم َل ْعا َو َ َّ اوُ قَّ تا َو ۗ ِفو ُر ْع َم ْلا ِب ْمُ ت ْيَ تآ ا َم ْمُ ت ْم َّ ل َس 
( ٢٣٣ : ةرقبل ا) ٌريِص َب َنوُ ل َم ْعَ ت 
Artinya: “Para ibu menyusukan anak-anak mereka dua tahun penuh 
bagi siapa ingin menyempurnakan susunan. Ayah berkewajiban 
memberi belanja mereka (para ibu) dan pakaian mereka menurut 
yang patut. Tidak diberatkan seseoang kecuali sekedar 
kesanggupannya. Tidak diberi melarat ibu dengan sebab anak dan 
diberi melarat ayah dengan sebab anaknya. kecuali ahli waris yang 
serupa itu. Jika keduanya ingin menyapih (anaknya) dengan sama-
sama rela dan musyawarah, maka tidak mengapa atas keduanya. Jika 
kamu ingin minta disusukan anakmu maka tidak mengapa apabila 
kamu menyerahkan sesuatu yang kami berikan menurut yang patut. 
Taqwalah kepada allah dan ketahuilah bahwa allah itu mengetahui 
apa yang kamu lakukan”.
60
 
 
e. Melindungi Harta (Hifdzu Al-mal) 
Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah 
SWT, namun islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena itu 
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manusia itu sangat tama’ kepada harta benda, sehingga mau 
mengusahakannya dengan jalan apapun, maka islam mengatur supaya 
jangan sampai terjadi bentrokan antara satu dengan yang lain. Untuk ini 
Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai mu’amalat seperti jual-
beli, sewa menyewa, gadai menggadai dan sebagainya, serta melarang 
penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang 
lain, untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di 
bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya 
sekalipun.61 Dengan kelima perkara di atas manusia dapat menjalankan 
kehidupannya yang mulia. 
Kemaslahatan yaitu sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat. 
Setiap suruhan Allah SWT mengandung kemaslahatan untuk manusia. 
Bentuk kemaslahatan itu ada dua bentuk yaitu: pertama mewujudkan 
manfaat. Kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut membawa 
manfaat. Kebaikan dan kesenangan dapat dirasakan secara langsung, tetapi 
ada juga yang tidak bisa dirasakan secara langsung. Kedua Menghindari 
umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut menolak 
kerusakan. Kerusakan dan keburukan itu ada yang dirasakan secara 
langsung tetapi ada juga yang tidak bisa dirasakan secara langsung. 
Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya 
                                                           
       61 Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam …, hlm. 67-101. 
 
65 
 
 
 
(manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan menjadi tujuan 
pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi tujuan pokok 
pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar kehidupan 
manusia.62 
Asy-syatibi berpendapat bahwa maq}a>s}id dan maslahah menjadi 
istilah yang saling ditukar dalam kaitannya dengan maq}a>s}id asy-syari>’ah . 
Dalam maslahah dalam kaitannya dengan maq}a>s}id asy-syari>’ah  menurut 
Syatibi dilihat dari dua sudut pandang yaitu: 
a.  maq}a>s}id asy-syari>’ah (tujuan tuhan) 
Dalam bagian ini terdapat empat aspek, diantara nya yaitu: 
1. Tujuan awal dalam maq}a>s}id asy-syari>’ah yaitu untuk mewujudkan 
kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. 
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. 
3. Syariat sebagai sesuatu hukum taklif yang harus dilakukan. 
4. Tujuan syariah adalah membawa manusia di bawah naungan yang 
terakhir. 
b. Maqosid al-mukalaf, (Tujuan Mukalaf) 
Kemaslahatan sebagai substansi maq}a>s}id asy-syari>’ah, dapat 
terealisasikan apabila lima unsur pokok dapat di wujudkan dan 
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66 
 
 
 
dipelihara. Kelima unsur pokok itu yaitu (1) melindungi agama (2) 
melindungi jiwa (3) melindungi keturunan (5) melindungi harta.63 
Menurut Syatibi kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum 
islam dari kelima perkara di atas memiliki tiga tingkatan kebutuhan yang 
terdiri dari kebutuhan dharuriyat, hajiat dan tahsiniyat. Dari berbagai 
tingkatan tersebut akan penulis jelaskan di bawah ini: 
a. Kebutuhan Dharuriyat 
Memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial 
(pokok) bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial (pokok) ini 
meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tidak 
terpeliharanya kelima hal pokok tersebut dalam tingkat dharuriyat 
akan berakibat fatal, akan terjadi kehancuran, kerusakan, dan 
kebinasaan dalam hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. 
Kebutuhan daruriyat ini menempati tingkatan tertinggi dan paling 
utama di banding dua maslahat lainnya masing-masing yaitu hajiyat 
dan tahsiniat. Maka tidak dibenarkan memelihara kebutuhan hajiyat 
dan tahsiniyat bila akan memusnahkan kebutuhan daruriyat.64 
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b. Kebutuhan Hajiat 
Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan 
kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk 
keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan 
mendasar manusia. Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan 
meringkas (Qashor) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang 
mufasir.65 
c. Kebutuhan Tahsiniyat 
Tahsiniyat adalah sesuatu yang menjadikan kondisi manusia 
dalam moralitas luhur dan akhlak yang tegak. Jika tidak terpenuhi, 
maka kehidupan manusia tidak pincang dan tidak terjadi kesulitan dan 
kesempitan hidup. Tetapi kehidupan berjalan tidak sesuai dengan 
harga diri, kemuliaan akhlak, dan kesucian yang sehat. Dalam hal 
ibadah, kebutuhan tahsiniyat dicontohkan dengan menutup aurat, 
memakai pakaian baik ketika  masuk masjid, mendekatkan diri kepada 
Allah SWT dengan ibadah-ibadah Sunnah, seperti sedekah, shalat, dan 
puasa.66 
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C. Keadilan Gender 
1. Pengertian Keadilan Gender 
Secara bahasa “keadilan” berasal dari kata dasar “adil” (just, fair, 
equitable, legal)67 yang berarti berpihak pada yang benar dan berpegang 
pada kebenaran, atau sifat, perbuatan dan perlakuan yang adil.  Dalam 
kamus bahasa Indonesia kata “adil” yang berarti sama berat, tidak berat 
sebelah, tidak memihak. Sedangkan keadilan berarti sifat yang adil. 
“Kesetaraan” berasal dari kata “setara” (equal) berarti sejajar (sama 
tingginya), sepadan, dan seimbang.68  
Jadi keadilan gender berarti suatu proses dan perlakuan adil terhadap 
perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada 
pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan 
terhadap perempuan maupun laki-laki. Sedangkan kesetaraan gender adalah 
kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh 
kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia. 
Gender dalam kamus Bahasa indonesia diartikan sebagai jenis 
kelamin69. Secara etimologis berasal dari Bahasa Inggris, “gender” yang 
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berarti Jenis Kelamin. Arti tersebut kurang tepat karena menyamakan 
dengan seks yang berarti jenis kelamin. Sebetulnya gender dan seks adalah 
kedua hal yang berbeda. Menurut Moh. Yasir Alimi, seks adalah atribut 
yang dilekatkan secara biologis kepada laki-laki maupun perempuan. 
Misalnya perempuan memiliki vagina, berpayudara, berahim, mengalami 
menstruasi, melahirkan menyusui. Sedangkan laki-laki mempunyai jakun, 
sperma, dan beralat vital penis. Semua kondisi ini merupakan kodrat.70 
Menurut Mansoer Fakih, gender merupakan suatu sifat yang melekat 
pada kaum laki-laki dan perempuan yang kontruksi secara sosial dan 
kultural. Menurutnya ada tiga tingkatan yang bisa dikedepankan dalam 
gender yaitu: pertama gender adalah sifat-sifat yang bisa dipertukarkan. 
Misalnya laki-laki yang bersifat keibuan, emosional, dan lemah lembut. 
Sedangkan perempuan bersifat perkara, rasional dan kuat. Kedua adanya 
perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang 
lain. misalnya, zaman dulu perempuan lebih kuat dari pada laki-laki, tetapi 
pada zaman yang lain dan tempat yang berbeda laki-laki yang lebih kuat. 
Ketiga dari kelas masyarakat yang lain juga berbeda. Ada perempuan kelas 
bawah dipedesaan pada suku tertentu lebih kuat dibandingkan dengan laki-
laki. Konsep itulah yang kemudian dikenal dengan konsep gender. 
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Gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan 
perempuan dengan berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, 
dan aspek-aspek non biologis lainnya, seperti nilai dan tingkah laku. 
Dengan kata lain gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk 
mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi 
pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa 
masyarakat (social constructions), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati 
atau ciptaan tuhan tetapi bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan 
dan bisa berbeda karena perbedaan tempat dan waktu.71 
Kesetaraan dan keadilan gender adalah terciptanya kesamaan kondisi 
dan setatus perempuan dan laki-laki setara, seimbang dan harmonis. 
Kesetaraan gender mengupayakan bagaimana laki-laki dan perempuan 
memiliki kesempatan untuk merealisasikan hak-hak sebagai manusia agar 
sama-sama dapat berperan aktif dalam pembangunan. Dengan kata lain, 
penilaian dan penghargaan yang sama oleh masyarakat terhadap persamaan 
dan perbedaan laki-laki dan perempuan serta berbagai peran mereka72 
  
                                                           
       71 Durotun Nafisah, Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia Rekontruksi Dalam perspektif 
Gender, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), hlm. 16-17. 
 
       72 Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, Keadilan dan 
Kesetaraan Jender (Perspektif Islam), (2001), hlm. 126. 
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2. Peran dan Ketidakadilan Gender 
Peran dan kedudukan merupakan dua aspek penting dalam hubungan 
sosial. Peran bisa dimaknai sebagai aktifitas, perilaku atau pekerjaan 
seorang dalam struktur sosial. Peran dibagi menjadi dua yaitu pertama peran 
kodrati yaitu peran yang merupakan pemberian Allah SWT yang hanya bisa 
dilaksanakan (terjadi) pada salah satu jenis kelamin saja. Contohnya lelaki 
membuahi sel telur perempuan, sedangkan perempuan hamil. Kedua peran 
gender yaitu peran yang merupakan kontruksi sosial sehingga bisa 
dipertukarkan dan diubah atau berubah sesuai zaman. Peran gender dibagi 
menjadi tiga yaitu pertama peran domestik yaitu pekerjaan rumah tangga 
yang tidak ada imbalan jasanya contohnya mengasuh anak, memasak. 
Kedua peran public yaitu kegiatan yang menghasilkan imbalan jasa 
contohnya buruh, PNS, dagang. Ketiga peran sosial kemasyarakatan yaitu 
peran yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, politik, dan sosial 
kemasyarakatan. Contohnya kegiatan RT, PKK dan arisan.73 
Kedudukan manusia sama dihadapan Allah SWT, tidak ada 
perbedaan antara laki-laki dan perempuan semuanya sama dihadapan Allah 
SWT. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Bila dalam diskursus fikih 
perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dari pada laki-laki 
dengan mengatasnamakan teks keagamaan adalah sangat dipengaruhi oleh 
                                                           
        73 Durotun Nafisah, Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia …, hlm. 26-27. 
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budaya penafsir. Oleh karena itu setiap teks yang dipahami oleh generasi 
masa lalu, atau masa sekarang akan berbeda.74 
Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana kaum 
laki-laki atau perempuan menjadi korban dari sistem tersebut manifestasi 
ketidakadilan gender tidak bisa dipisahkan karena saling keterkaitan dengan 
yang lainnya. Manifestasi ketidakdilan gender dalam masyarakat bentuknya 
bervariasi. Mansour Fakih menemukan lima manifestasi ketidakadilan 
gender yaitu pertama marginalisasi perempuan sudah terjadi di dalam 
rumah tangga, di tempat kerja, maupun di dalam kehidupan bermasyarakat 
lainnya. Proses marginalisasi ini sering berakibat pada pemiskinan ekonomi 
bagi kaum perempuan. 75 
Kedua subordinasi terhadap perempuan dengan adanya anggapan 
bahwa perempuan itu irasional dan emosional, oleh karenanya ia tidak bisa 
memimpin dan karena itu pula ia harus di tempatkan pada posisi yang tidak 
penting. Ketiga stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu 
kelompok tertentu. Hal tersebut sangat merugikan perempuan. Misalnya 
asumsi bahwa perempuan bersolek dalam rangka memancing perhatian 
lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasaan atau pelecehan seksual 
                                                           
        74 Sofyan dan Zulkartnain Suleman, Fikih Feminis …, hlm 23. 
 
        75 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)  
Hlm 13-15. 
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selalu dikaitkan dengan label ini. Tak jarang dari masyarakat yang 
cenderung menyalahkan pihak perempuan yang jelas-jelas menjadi 
korban.76  
Empat kekerasan (violence) adalah serangan atau invasi (assault) 
terhadap fisik maupun integritas psikologis seseorang. Kekerasan gende ini 
disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Lima 
anggapan jika kaum perempuan memiliki sifat rajin dan memelihara, serta 
anggapan jik wanita tidak cocok menjadi kepala rumah tangga, berakibat 
bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab 
perempuan.77 
Laki-laki dan perempuan merupakan kodrat ilahi yang saling 
membutuhkan dan saling memberi. Perbedaan kodrati antara suami dan 
isteri merupakan kelengkapan hidup yang tidak dapat di jadikan dasar untuk 
memberi perlakuan yang diskriminatif. Sensitive gender menuntut kepekaan 
hakim untuk memberi perlakuan yang adil nondiskriminasi. Ketika 
perempuan di tempatkan dalam posisi yang lemah dan terpinggirkan maka 
tugas hakim haruslah mengentaskan mereka dari keterpurukan agar 
memperoleh kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Hakim 
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juga harus berperan dalam hal mengangkat derajat, harkat dan martabat 
seorang wanita agar setara dengan kaum laki-laki. Ketika hukum 
konvensional tidak berpihak terhadap perempuan, maka hakim harus 
melakukan terobosan hukum guna memberi perlindungan hukum dan 
keadilan kepada kaum perempuan. Hakim harus memiliki sensitivitas 
gender demi keadilan.78 
Dalam hal putusnya pernikahan. Hakim harus berperan sensitivitas 
gender dalam hal menangani perkara pemeliharaan dan perwakilan anak. 
Hakim harus menjadikan status pekerjaan ibu yang menyita waktunya di 
luar rumah tidak digunakan sebagai alasan penolakan hak asuh anak kepada 
istri tetapi semata-mata mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. 
Dalam rencana perkawinan pihak ibu tidak dijadikan sebagai alasan untuk 
membatalkan hak asuhnya kepada anak berusia di bawah 12 tahun karena 
masih membutuhkan kasih sayang ibu, kecuali si anak benar-benar 
menginginkan untuk tinggal bersama dengan ayahnya, hakim harus 
mempertimbangkan sesuai kepentingan terbaik anak. Hakim harus 
memberikan keputusan yang dapat memaksa suami pemohon talak ataupun 
suami tergugat cerai untuk tetap berkewajiban memberi uang pemeliharaan 
(biaya h}ad}a>nah) anak di bawah 12 tahun, sekalipun pihak isteri akan 
                                                           
       78 A. Mukti Arto, Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2015), hlm. 259-260. 
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menikah lagi. Sedangkan hak perwalian anak yatim dapat diberikan kepada 
pihak ibu bilamana itu menjadi pilihan si anaka, demi kepentingan terbaik 
anak. Dalam memberikan h}ad}a>nah hakim tidak lebih memprioritaskan 
kerabat dari pihak ayah yang dianggap lebih berhak bertindak sebagai wali 
dan harta naak yatim, melainkan dinilai secara obyektif mana yang lebih 
amanah.79  
 
3. Bentuk Keadilan Dan Kesetaraan Gender  
Bentuk keadilan dan kesetaraan gender dapat dilakukan dengan hal-
hal berikut ini: 
a. Menerima dan memandang secara wajar perbedaan pada laki-laki dan 
perempuan, karena adanya penghormatan pada perbedaan termasuk 
wujud dari ketidakadilan gender.  
b. Mendiskusikan bagaimana cara merombak struktur masyarakat yang 
membedakan peran dan relasi antara laki-laki dan perempuan, serta 
berupa menyeimbangkannya.  
c. Meneliti kemampuan dan bakat masing-masing warga negara, baik laki-
laki maupun perempuan, untuk terlibat dalam pembangunan masyarakat, 
memecahkan problem-problemnya dan mempersiapkan masa depannya. 
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d. Memperjuangkan secara terus menerus hak asasi manusia, di mana 
gender merupakan salah satu dari bagiannya yang tak terpisahkan. 
e. Mengupayakan perkembangan dan penegakan demokrasi dan 
pemerintahan yang baik dalam semua institusi masyarakat, dengan 
melibatkan perempuan dalam semua levelnya. 
f. Pendidikan merupakan kunci bagi keadilan gender, karena pendidikan 
merupakan tempat masyarakat mentransfer norma-norma, pengetahuan, 
dan kemampuan mereka.80 
                                                           
        80https://www.kajianpustaka.com/2019/04/kesetaraan-gender-teori-peran-dan-keadilan.html?m=1, 
diunduh tanggal 6 Desember 2019 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR DAN 
GAMBARAN PERKARA NO 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra 
 
A. Gambaran Umur Pengadilan Agama Karanganyar 
Kabupaten Karanganyar, adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa 
Tengah. Ibukotanya adalah Karanganyar, sekitar 14 km sebelah timur Kota 
Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sragen di utara, 
Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan (Jawa Timur) di timur, Kabupaten 
Wonogiri di selatan, serta Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, dan 
Kabupaten Sukoharjo di barat. Kabupaten Karanganyar memiliki sebuah 
kecamatan exclave yang terletak diantara Kabupaten Boyolali, Kabupaten 
Sukoharjo, dan Kota Surakarta, yaitu Kecamatan Colomadu. 
Proses historis terbentuknya Kabupaten Karanganyar dimulai dari 
pemerintahan Desa yang kecil, yang terbentuk pada masa perjuangan Raden 
Mas Said, pada tahun 1741-1757. Ketika itu Raden Mas Said yang dikenal 
sebagai Pangeran Sambernyawa menjadikan beberapa daerah sebagai pusat 
perlawanan terhadap Belanda. Daerah-daerah tersebut adalah daerah Nglaroh, 
daerah Sembuyan, dan daerah Matesih, yang selanjutnya menjadi titik sejarah 
dan awal dari proses pertumbuhan perintahan. 
Berdasarkan Staatsblad Nomor 30 tahun 1847, tanggal 5 Juni 1847, 
Kabupaten Anom (Onderregent) Karanganyar terbentuk, bersama-sama 
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dengan dibentuknya 2 (dua) Kabupaten Anom lain, yaitu Kabupaten Anom 
Wonogiri dan Anom Malangjiwan, yang berada dalam wilayah pemerintahan 
Kadipaten Mangkunegaran. Dalam pelaksanaan pemerintahannya, pada setiap 
Kabupaten Anom, termasuk pada Kabupaten Anom Karanganyar dibentuk 
Kantor Urusan Pemerintahan, Kantor Urusan Pengadilan, Kantor Urusan 
Kepolisian, dan Kantor Urusan Perkebunan. 
Pada tahun 1917, dengan Rijksblad Mangkunegaran nomor 37 
dibentuk 2 (dua) Kabupaten, yaitu : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten 
Wonogiri. Dan pada tanggal 18 November 1917, Kanjeng Gusti Pangeran 
Arya Mangkunegara VII melantik KRMT. Hardjo Hasmoro sebagai Bupati 
Karanganyar. Berdasarkan Rijksblad Mangkunagaran Nomor 10 tahun 1923, 
Kabupaten Karanganyar dibagi menjadi 3 (tiga) Wilayah Kawedanan, yaitu : 
- Kawedanan Karanganyar 
- Kawedanan Karangpandan 
- Kawedanan Jumapolo 
Dalam 3 (tiga) Kawedanan tersebut terdapat 14 (empat belas) wilayah 
Kapanewon/Kecamatan, yaitu: (1) Kapanewon Karanganyar, (2) Kapanewon 
Tasikmadu, (3) Kapanewon Jaten, (4) Kapanewon Kebakkramat, (5) 
Kapanewon Mojogedhang, (6) Kapanewon Karangpandan, (7) Kapanewon 
Matesih, (8) Kapanewon Tawangmangu, (9) Kapanewon Ngargoyoso, (10) 
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Kapanewon Kerjo, (11) Kapanewon Jumapolo, (12) Kapanewon Tugu 
(sekarang Jumantono), (13) Kapanewon Jatipuro, (14) Kapanewon Jatiyoso. 
Setelah proklamasi kemerdekaan terjadi reorganisasi pemerintahan 
daerah di Indonesia. Tiga Kapanewon yang sebelumnya tidak termasuk 
wilayah Kabupaten Karanganyar, setelah proklamasi kemerdekaan 
dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Karanganyar. Tiga Kapanewon 
tersebut adalah Kapanewon Malangjiwan (sekarang Kecamatan Colomadu), 
Kapanewon Kaliyoso (sekarang Gondangrejo), dan Kapanewon Jenawi. Sejak 
saat itu maka wilayah Kabupaten Karanganyar menjadi 17 (tujuh belas) 
Kapanewon/Kecamatan. 
Sejarah Pengadilan Agama Karanganyar dibentuk berdasarkan pada 
Keputusan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 1963 dan berlaku efektif 
menjalankan tugas sejak dilantiknya Ketua Pengadilan Agama Karanganyar 
yang pertama pada tanggal 7 Maret 1964. Mengenai gedung perkantorannya 
tadinya berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara kontrak, yang 
terakhir di Jalan Lawu Timur Nomor 137 KM 16,6 Rt.03/13 Tegalwinangun 
Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. 
Sedangkan luas tanah 892 m---2 dengan Nomor Sertifikat 4415382 tanggal 4 
Nopember 1980. Untuk gedungnya luas bangunan 600 m2, dibangun dengan 
DIP tahun 1979/1980 dan DIP tahun 1983/1984. 
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Struktur organisasi Pengadilan Agama Karanganyar pada tahun 2020 
yaitu; 
Ketua     : Drs. M. Danil, M.A. 
Wakil     : - 
Sekretaris    : Suroso, SH. MM 
- Kasubag IT   : M. Nurrohman, SH 
- Kasubag Keuangan  : Rizal Zaenal Abidin, SH 
- Kasubag Keprgawaian  : H. Moch. Munawar Kholil 
Hakim    :1. Drs. H. Amat Tazal, SH. 
2. Dr. Drs. Mudara, M.Si 
3. Drs. M. Muslih, MH. 
4. Hadi Suyoto, S.Ag, MHum 
Panitera    : Drs. H. Zamzami, MSi 
PANMUD Hukum   : Suminah, SH. MH 
PANMUD Gugatan  : Sasmito, SH 
PANMUD Permohonan : H. Muh. Wahid Jatmiko, BA 
Panitera Pengganti   :1. Restu Diyani, SH. MH 
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2. Dewi Yuliantiningsih, SH 
Juru Sita    :1. Wagiyo, SH 
2. Edy Margono 
3. Taufik Hidayat 
4. Martasapura A.R.U, S.Kom, MM 
Juru Sita Pengganti   : SRIYONO 
Pengadilan Agama sendiri pun memiliki Visi dan Misi sebagai acuan 
dalam bekerja, yakni: Visi ”Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang 
Agung” yang ingin dicapai melalui visi ini adalah menjadikan Mahkamah 
Agung dan lembaga peradilan dibawahnya sebagai lembaga peradilan yang 
dihormati, yang di kelola dan diawasi oleh hakim dan pegawai yang memiliki 
kemuliaan, kebesaran jiwa dan keluhuran moral dalam melaksanakan tugas 
pokoknya memutus perkara. Maka visi dan misi Pengadilan Agama 
Karanganyar pun lebih dipertajam lagi semata-mata dengan harapan bahwa 
pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Agama Karanganyar nantinya 
benar-benar menghasilkan perkembangan yang up to date dalam artian dapat 
selalu mengikuti perkembangan zaman dan sejalan dengan Visi Mahkamah 
Agung. Visi baru yang ditawarkan Pengadilan Agama Karanganyar yaitu: 
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“Terwujudnya Pengadilan Agama Karanganyar yang Agung”. Sedangkan 
Misi nya yaitu: 
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan 
transparan. 
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka 
peningkatan pelayanan pada masyarakat. 
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif 
dan efisien. 
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.
1
 
 
B. Perkara Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra Tentang Gugatan Hak Asuh 
Anak 
Penggugat seorang laki-laki berusia 39 tahun. bertempat tinggal di 
Karanganyar telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan 
berusia 39 tahun bertempat tinggal di kabupaten Karanganyar yang 
selanjutnya di sebut sebagai Tergugat. Namun dalam pernikahan tersebut, 
rumah tangganya tidak bisa diselamatkan lagi. Pada tanggal 29 Maret 2016 
mereka resmi bercerai di Pengadilan Agama Karanganyar dengan perkara No. 
                                                           
       
1
 https://www.pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan, diunduh pada tanggal 3 
Maret 2020. 
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0089/Pdt.G/2016/PA. Kra dengan Akta cerai No 0423/AC/2016/PA.Kra. Di 
dalam pernikahan tersebut mereka telah dikaruniahi dua anak laki-laki yang 
masih berumur 11 (sebelas) dan 8 (delapan) tahun. Tetapi selama dalam 
proses cerai sampai dengan setelah terjadinya perceraian kedua anak tersebut 
tinggal bersama penggugat dan semua biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-
harinya dicukupi oleh Penggugat.   
Penggugat mengajukan perkara hak asuh anak ke Pengadilan Agama 
Karanganyar yang terdaftar dalam perkara nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra 
pada tanggal 3 april 2017. Dalam perkara hak asuh anak tersebut, penggugat 
pada pokoknya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
2
 
- Penggugat Pernah menikah dengan Tergugat namun pada tanggal 29 
Maret 2016 No. 0089/Pdt.G/2016/PA.Kra. mereka resmi bercerai dengan 
Akta cerai No. 0423/AC/2016/PA.Kra 
- Bahwa sebelum atau sesudah bercerai, kedua anak tersebut tinggal 
bersama Penggugat. Semua biaya pendidikan maupun kebutuhan sehari-
hari telah di cukupi Penggugat. Penggugat mempunyai penghasilan yang 
tetap sehingga mampu membiayai kebutuhan yang lainnya serta harapan 
kedepannya pendidikan maupun kehidupan kedua anaknya akan lebih 
baik, dan agar ada kepastian hak asuh terhadap kedua anak tersebut, 
Penggugat memohon untuk di tetapkan sebagai hak asuhnya terhadap 
kedua anak nya. 
                                                           
        
2
 Posita dan Petitum Perkara Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra  tanggal 3 April 2017. 
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- Penggugat khawatir jika kedua anaknya diasuh oleh Tergugat, kedua 
anaknya kurang mendapatkan pengawasan serta perhatian dari Tergugat, 
mengingat Tergugat bekerja dari pagi hingga sore. Penggugat juga 
khawatir pendidikan anak nya menjadi kurang baik, di sisi lain sebelum 
bercerai Tergugat telah menjalin hubungan dengan pria lain, yang 
mengakibatkan keduanya bercerai, dan Penggugat juga khawatir 
perbuatan tersebut di tiru oleh anak-anaknya. 
Atas dasar alasan tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan 
Agama Karanganyar yang isi permohonannya berbunyi sebagai berikut: 
1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya 
2. Menetapkan bahwa kedua anak laki-laki yang bernama XX lahir di 
karanganyar tanggal XX dan XX lahir di Karanganyar tanggal XX di 
bawah asuhan Penggugat. 
3. Membebankan semua gugatan ini kepada Tergugat. 
4. Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon 
memberikan putusan yang seadil-adilnya. 
Usaha perdamaian telah di laksanakan namun usaha tersebut tidak 
berhasil. Kemudian atas gugatan tersebut Tergugat menyampaikan jawaban
3
 
                                                           
       3 Eksepsi adalah upaya perdamaian atau mediasi tidak berhasil, maka tergugat mengajukan 
jawaban. sanggahan terhadap suatu gugatan atau perlawanan yang tidak mengenai pokok perkara/ 
pokok perlawanan. Bertujuan untuk menggagalkan gugatan atau perlawanan dari segi hukum formal. 
Eksepsi diatur di dalam Pasal 136 HIR / Pasal 162 Rbg., Pasal 125 ayat (2) 133-136 HIR/ Pasal 149 
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yang pada pokoknya Tergugat menolak karena, Pertama setelah terjadinya 
perceraian kedua anaknya dibawa ke Tangerang dalam keadaan di paksa oleh 
Penggugat yang pada akhirnya anaknya merasa tidak nyaman bahkan tertekan 
karena tanpa kasih sayang Tergugat.  
Kedua memang benar jika anaknya tinggal bersama Penggugat di 
Tangerang, namun secara nyata Penggugat setiap hari ditinggal kerja dari pagi 
sampai jam 21.00, anak-anak tersebut di temani oleh ibunya penggugat. 
Bahkan apabila Tergugat ingin berkomunikasi dengan anaknya tidak 
diberikan izin. bahkan sering mendapat marah dari Penggugat dan Ibunya. 
Pendidikan yang demikian merupakan caracara Penggugat untuk memutus 
hubungan antara orangtua dengan anak. Hal yang demikian menurut Tergugat 
bukanlah merupakan pendidikan yang baik dan layak diberikan kepada  anak. 
Memang benar penggugat mempunyai penghasilan yang cukup, namun 
Penggugat tidak mempunyai waktu yang cukup untuk anak, sehingga janggal 
jika penggugat  bisa memberikan kasih sayang dan pendidikan kepada anak 
anaknya. 
Ketiga kekhawatiran yang berlebihan dan tidak beralasan. Ketika  
anak-anak tinggal bersama Tergugat, baik sebelum dibawa Penggugat ke 
Tangerang maupun setelah dari Tangerang pada kenyataanya anak terjaga 
                                                                                                                                                                     
ayat (2), 160-162 Rbg.,Pasal 356 ayat (4) Rv. Lihat Resito, Panduan Belajar Hukum Acara Perdata, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hal 86.  
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terpelihara dengan baik hidup nyaman segala kebutuhan tercukupi. Tidak 
pernah ada tanda tanda pada anak tentang  apa yang dikhawatirkan Penggugat. 
Namun demikian ketika anak tinggal bersama Penggugat di tangerang tanpa 
didampingi Tergugat, dan tidak diberikan kesempatan berkomunikasi dengan 
Tergugat, bahkan sering mendapat marah dari penggugat, anak merasa tidak 
nyaman bahkan merasa tertekan. 
Pada pertengahan Juni 2017 Tergugat bisa bertemu dengan anak-
anaknya, kemudian anak-anak menyatakan keinginanaya tinggal bersama 
Tergugat. Setelah itu 9 Juli 2017 Tergugat berniat membicarakan masalah 
anak tersebut dengan Penggugat di Tangerang, tetapi Penggugat tidak ada di 
rumah  sehingga Tergugat dan anak-anak kembali ke Karanganyar. Selang 
beberapa hari keluarga Penggugat memberikan kabar jika dia sakit, namun 
ketika Tergugat hendak membesuk keberadaan Penggugat dirahasiakan. 
Sesuai dengan pasal 156 a KHI jika terjadi perceraian antara suami isteri, anak 
yang belum mumayiz berhak mendapatkan h}ad}a>nah/asuhan dari Ibunya. 
sedangkan anak tersebut belum mencapai usia 12 tahun (belum mumayiz) 
sehingga hak asuh anak mutlak di pihak sebagai ibunya. Dalam jawaban 
Tergugat ini, Tergugat juga mengajukan tuntutan balik (Rekonvensi) 
4
yang 
petitumnya sebagai berikut:
5
  
                                                           
       4 Gugatan rekonvensi adalah gugatan yang di ajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam 
sengketa yang sedang berjalan diantara mereka. Kesempatan mengajukan gugatan rekonvensi ini 
terdapat di dalam Pasal 132a dan 132b HIR (ps 157, 158 Rgb) yang di alihkan dari Rv dan di sisipkan 
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1. Mengabulkan gugatan balik Tergugat 
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur 
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya 
4. Menetapkan bahwa kedua anak laki-laki yang bernama XX lahir di 
karanganyar tanggal XX dan XX lahir di Karanganyar tanggal XX di 
bawah asuhan Tergugat. 
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya. 
Pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa gugatan yang di ajukan 
oleh Penggugat di bantah oleh Tergugat, dengan alasan bahwa Tergugat tidak 
melakukan seperti yang di tuduhkan oleh Penggugat. Untuk itu Tergugat 
mengajukan tuntutan balik. 
C. Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 
0408/Pdt.G/2017/PA.Kra 
Pengadilan Agama Karanganyar menemukan fakta bahwa Penggugat 
dan Tergugat pernah menikah, dan resmi bercerai pada tanggal 29 Maret 
2016. Dalam pernikahan tersebut keduanya dikaruniai dua anak laki-laki, 
yang masing-masing berumur 11 tahun dan 8 tahun. Namun kedua anak 
                                                                                                                                                                     
pada tahun 1927 ( S 1927 no. 300). Tuntutan rekonvensi pada hakekatnya merupakan kumulasi atau 
gabungan dua tuntutan, yang bertujuan untuk menghemat biaya, mempermudah prosedur dan 
menghindarkan putusan-putusan yang bertentangan satu sama lainnya. Lihat: Sudikno Martokusumo, 
Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogjakarta: Liberty Yogjakarta, 2009), Hal 126. Baca juga Elfrida 
R Gultom, Hukum Acara Perdata Edisi 2, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), Hal 51. 
 
       
5
 Petitum gugatan balik dalam Perkara Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra. 
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tersebut pada saat proses perceraian, sampai sekarang berada dalam asuhan 
Penggugat. Bahkan telah mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan serta 
mendapatkan pendidikan dengan baik. Memang kedua anak tersebut pernah 
bersekolah di SD Karanganyar, namun cuman 2-3 bulan saja. Kemudian pada 
tanggal 3 September 2017 kedua anaknya diambil oleh Penggugat dan tinggal 
di Jakarta sampai sekarang. Di sisi lain hakim juga menemukan fakta lagi 
yaitu bukti surat permohonan pindah kerja yang diajukan oleh Tergugat, 
ternyata sampai sekarang Tergugat masih bekerja di Bank KC Jakarta. 
Berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan Agama Karanganyar 
mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan hak asuh anak yang 
bernama XX laki-laki lahir di karanganyar Tanggal, 8 Januari 2006 dan Anak 
2 P dan T laki-laki lahir di Karanganyar tanggal, 6 September 2009 berada 
dalam asuhan Penggugat selaku ayah kandungnya.  
Pengadilan Agama Karanganyar memberikan pertimbangan yaitu: 
Pertama Secara lahiriah baik Penggugat maupun Tergugat dipandang 
mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak. 
Namun dalam menentukan hak h}ad}a>nah hakim juga mempertimbangkan di 
tangan siapa masa depan pendidikan , dan perkembangan kejiwaan anak dapat 
tumbuh kembang secara sehat dan wajar, sehingga dengan perceraian kedua 
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orang tuanya diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan 
masa depan anak.
6
  
Kedua, memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan gugatan 
Penggugat dan pengakuan Tergugat serta keterangan para saksi-saksi yang 
dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat bahwa kedua anak tersebut pada 
saat proses perceraian dan setelah bercerai kedua anak tersebut berada dalam 
asuhan Penggugat dan sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh ketiga saksi 
anak tersebut disekolahkan  oleh penggugat di SDI al-azhar kota Tangerang. 
Kedua anak tersebut terlihat senang sebagaimana anak-anak yang lain yang 
tidak menjadi korban perceraian kedua orang tuanya. Serta kedua anak 
tersebut sudah mulai menyesuaikan dengan lingkungan yang di tempati 
Ketiga, Berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang tidak dibantah 
oleh Penggugat dan Tergugat atau Kuasa hukumnya masing-masing. Bahwa 
kedua anak tersebut hanya tinggal dan bersekolah di SD Karanganyar 
beberapa saat saja atau kurang lebih 2 sampai 3 bulan saja karena pada 
tanggal 3 September 2017 kedua anak tersebut diambil kembali oleh 
penggugat dan dibawa ke Jakarta dan sampai saat ini kedua anak tersebut 
tinggal bersama Penggugat di Jakarta kepentingan kepentingan terbaik anak. 
Untuk mendapatkan kepentingan terbaik bagi anak. Maka anak-anak 
harus benar-benar mendapatkan pantauan serta kasih sayang dari orang tua 
nya, untuk mewujudkan semua itu maka orang tuanya harus dekat secara lahir 
                                                           
       6 Ibid.  
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maupun batin. Dalam terjadinya perceraian, sedapat mungkin anak-anak 
tinggal bersama bapak dan ibu serta memudahkan mereka untuk bertemu. Di 
usianya kedua anak sangat membutuhkan figur seorang ayah, serta 
kelembutan dan kasih sayang dari ibunya.  
Keempat, bahwa Penggugat bekerja di PT XX tinggal bersama 
keluarga besarnya di Jakarta dan Tergugat bekerja di Bank Cabang KC 
Jakarta tinggal di Jakarta dan pulang ke karanganyar setiap akhir Pekan. 
Dengan bersama-sama tinggal di Jakarta akan mudah untuk bertemu untuk 
memberikan kasih sayang dengan anak-anaknya. Memang Penggugat dan 
Tergugat keduanya mempunyai finansial atau penghasilan yang cukup serta 
mampu untuk memenuhi kebutuhan kedua anak tersebut jika kedua anak jatuh 
dalam hak asuh Penggugat maupun Tergugat. Namun kenyataannya kedua 
anak tersebut tinggal bersama Penggugat. Majelis Hakim tidak bermaksud 
menjauhkan dari ibunya, namun menurut majelis hakim kepentingan terbaik 
anak-anak tersebut adalah tinggal di Jakarta bersama Penggugat. 
Kelima, berdasarkan surat bukti permohonan pindah kerja, tetapi saat 
ini Tergugat masih bekerja dan tetap bekerja di Bank KC Jakarta, oleh karena 
itu akan lebih mudah untuk dapat bertemu dengan kedua anak yang tinggal di 
Jakarta. Mengingat Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Jakarta, 
oleh karena itu kepentingan kedua anak akan lebih mudah jika ingin ketemu 
dengan Penggugat ataupun Tergugat, dan jika intensitas pertemuan itu terjadi 
kedua anak tersebut akan lebih senang dan nyaman karena merasa 
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mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang besar dari kedua orang tuanya, 
seperti tidak pernah terjadi perceraian. 
Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya 
berbunyi  sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab 
untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. 
menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan 
minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak dan 
memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf a KHI bahwa “Akibat putusanya 
perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban 
pemeliharaan dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan 
kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-
anak, Pengadilan memberikan putusannya. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim 
Berpendapat bahwa anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama 
XX laki-laki lahir di Karanganyar tanggal XX dan XX laki-laki lahir di 
Karanganyar  tanggal XX. Saat ini kepentingan terbaiknya adalah tinggal di 
Jakarta bersama Penggugat dan untuk dapat di asuh dan atau dalam hadanah 
Penggugat sebagai ayah kandungnya. Majelis Hakim tidak bermaksud 
menjauhkan dari ibunya, sebagaimana ketentuan umum dalam Pasal 105 KHI 
bahwa anak di bawah usia 12 tahun dan atau belum mumayiz adalah hak 
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ibunya, akan tetapi lebih melihat kepentingan terbaik anak-anak tersebut. 
Kepentingan terbaiknya yaitu tinggal di Jakarta bersama Penggugat. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut. Majelis 
Hakim yang menangani perkara Nomor 00408/Pdt.G/2017/PA.Kra. 
menetapkan hal-hal sebagai berikut:
7
 
1. Tidak menerima gugatan balik Tergugat. 
2. Mengabulkan gugatan Penggugat. 
3. Menetapkan Anak 1 P dan T laki-laki lahir di Karanganyar Tanggal, 8 
Januari 2006 dan Anak 2 P dan T laki-laki lahir di Karanganyar tanggal, 6 
September 2009 berada dalam asuhan Penggugat selaku ayah 
kandungnya. 
4. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar 
biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (empat Ratus Satu Ribu Rupiah). 
                                                           
       
7
 Amar Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra. 
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BAB IV 
PENETAPAN HAK ASUH ANAK TERHADAP BAPAK PERSPEKTIF 
MAQ}A>S}ID ASY-SYARI>’AH DAN KEADILAN GENDER 
 
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor nomor 0408/pdt.G/2017/ 
PA.Kra Dalam Penetapan Hak Asuh Anak 
Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya bahwa putusan 
Pengadilan Agama Karanganyar yang menetapkan hak asuh anak yang belum 
mumayiz kepada ayah kandungnya tidak sesuai dengan ketentuan fikih dan 
kompilasi hukum Islam. Namun dalam hal ini Pengadilan Agama 
Karanganyar mempunyai argumen yang kuat. Argumennya  yaitu pertama, 
Kedua anak laki-laki tersebut sejak Penggugat dan Tergugat bercerai pada 
tanggal 29 maret 2016 telah diasuh oleh Penggugat sebagai ayahnya dengan 
baik. Mereka berdua telah dirawat dan dididik dengan baik oleh Penggugat 
serta di sekolahkan di SDI Al-Azhar Kecamatan Pinang Kota Tangerang kelas 
VI dan kelas II mereka berdua terlihat senang dan gembira. 
Kedua, usia kedua anak saat ini sangat memerlukan figur 
kepahlawanan dari ayahnya, sebagaimana mereka memerlukan figur 
kelembutan dan kasih sayang dari ibunya oleh karena itu sudah merupakan 
sudah keharusan bagi ibu untuk menanamkan rasa hormat dan bangga pada 
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diri anak kepada ayahnya dalam proses perkembangan dan pendidikan anak-
anak apalagi kedua anak tersebut adalah laki-laki, begitupula sebaliknya ayah 
harus menanamkan rasa kasih sayang, bahwa ibu adalah selalu memberikan 
kasih sayang. 
Ketiga, senyatanya kedua anak Penggugat dan Tergugat telah hidup 
bersama Penggugat dan mendapatkan pemeliharaan pengasuhan serta 
mendapatkan pendidikan dengan baik, dengan demikian majelis memandang 
bahwa kepentingan-kepentingan terbaik anak-anak tersebut saat ini telah 
didapatkan. Hal ini sejalan dengan hukum yang saat ini berlaku di sebagian 
besar negara yang mensyaratkan bahwa Pranata laksana hak asuh anak harus 
demi kepentingan terbaik bagi anak. Memang seharusnya anak yang belum 
mumayiz adalah hak ibunya. Namun hakim dalam memutus hal ini lebih 
melihat kepentingan terbaik bagi anak.  
Kepentingan terbaik anak tersebut yaitu tinggal di Jakarta bersama 
Penggugat karena senyatanya saat ini anak-anak dan keluarga besar 
Penggugat sudah tinggal lagi di Jakarta dan Tergugat sebagai ibu kandungnya 
juga tinggal di Jakarta dengan tetapnya kedua orang tua tersebut tinggal di 
Jakarta memudahkan kepentingan kedua anak-anak akan lebih mudah jika 
ingin bertemu dengan penggugat dan tergugat. Jika intensitas pertemuan itu 
sering terjadi, kedua anak tersebut akan lebih sayang dan nyaman karena 
merasa mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang besar dari kedua 
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orangtuanya. Sejatinya putusan ini bukan semata-mata didasarkan pada 
pertimbangan ketentuan normative dalam perundang-undangan.  Karena 
sejatinya dalam hak asuh anak (h}ad}a>nah) kebahagiaan anak lebih di 
perioritaskan. 
Menurut penulis Pengadilan Agama telah memberikan bentuk 
keadilan terhadap Penggugat dengan menetapkan hak asuh anak kepada 
Penggugat. Biar bagaimanapun kedua anak Penggugat dan Tergugat selama 
proses perceraian sampai dengan ketuk palu kedua anak tersebut telah tinggal 
bersama Penggugat. Kedua anak tersebut telah dirawat dan dididik dengan 
baik serta di sekolahkan di SDI Al-Azhar Kecamatan Pinang Kota 
Tanggerang Kelas VII dan kelas II mereka terlihat senang dan bahagia. 
Dengan tetapnya hak asuh ini kepada Penggugat akan menjadikan ketenangan 
jiwa anak tersebut. Sehingga menurut penulis Penggugat layak untuk 
mendapatkan hak asuh kedua anak tersebut. 
 
B. Pandangan Maq}a>s}id Asy-Syari>’ah  Terhadap Putusan Pengadilan Agama 
Karanganyar Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra 
Sebagaimana di ketahui bahwa Putusan Pengadilan Agama 
Karanganyar, Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra, yang menetapkan hak asuh 
anak secara tekstual tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. 
Secara tekstual dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 156 huruf (a) 
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menjelaskan bahwasannya anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 
tahun berhak mendapatkan h}ad}a>nah dari ibunya. bahkan berkenaan dengan 
pengasuhan anak (h}ad}a>nah) ibu lah yang lebih diutamakan.  
Hal ini sesuai dengan sabda Rasulallah saw yaitu: Dari Abdullah bin 
Amr, bahwa seorang perempuan berkata “wahai, Rasulallah, sesungguhnya 
anak laki-lakiku, perutku yang menjadi tempatnya, pangkuanku bagaikan 
tempat tidurnya, dan tetekku tempat minumannya. Tetapi aku menduga 
ayahnya akan mengambilnya dariku”. Maka nabi berkata: Engkau lebih 
berhak terhadapnya, (selama selama engkau belum menikah). (HR. Ahmad, 
Abu Dawud, Al-Baihaqi, Al-Hakim dan di sahihkan olehnya).
1
 
Hadits di atas menegaskan bahwa ibulah yang berhak mengasuh 
anaknya, selama ibunya masih sendiri (belum menikah lagi), hak asuh anak 
lebih didahulukan ibunya. Hal ini terlihat jelas bahwa Pengadilan Tinggi 
Agama Semarang yang menetapkan hak asuh anak ke bapak kandungnya 
tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Hadits Nabi.  
Bahkan jika di lihat dari urutan yang berhak mengasuh anak, baik dari 
hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam terlihat jelas bahwa bapak itu 
masuk dalam urutan yang kesekian. Sedangkan yang lebih diutamakan 
mengasuh anak yang belum mumayiz adalah ibunya dan keluarga ibunya. 
sedangkan dalam Pasal 41 huruf a KHI menjelaskan apabila terjadi 
                                                           
       
1
 Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 
Terj Tirmidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan, Hlm 547. 
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perceraian, dalam hal pengasuhan anak tetap menjadi tanggung jawab kedua 
orang tua dan apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka 
pengadilan yang berhak memutuskan. 
Meskipun bertentangan dengan ketentuan fikih dan Kompilasi Hukum 
Islam, namun Pengadilan Agama Karanganyar mempunyai argumen yang 
kuat sehingga gugatan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak dapat di 
kabulkan. Adapun alasan ditetapkannya Penggugat untuk memegang hak asuh 
anak yaitu bahwa telah ditemukan fakta di persidangan ternyata kedua anak 
Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 
29 Maret 2016 telah diasuh oleh Penggugat sebagai ayahnya dengan baik. 
Kedua anak tersebut telah di sekolahkan di SDI Al-Azhar Kecamatan Pinang 
Kota Tanggerang kelas VI dan kelas II. Hal ini menunjukkan bahwa 
Penggugat memang layak mendapatkan hak asuh kedua anaknya sehingga 
tidak adil jika dalam gugatan hak asuh anak ini di tolak. 
Dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat akan 
menjadikan ketenangan jiwa anak tersebut, karena telah terbiasa dengan 
lingkungan hidupnya, sehingga mendapatkan hak-haknya sebagai anak agar 
dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai 
dengan harkat dan matabat kemanusiaan tetap berjalan baik. Dari putusan 
tersebut jika di lihat dari pandangan maq}a>s}id asy-syari>’ah , dalam penetapan 
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hak asuh anak.  Majelis hakim memutus sesuai dengan kepentingkan terbaik 
buat anak. Dengan tujuan untuk menghindarkan anak dari keburukan.  
Adapun kemaslahatan yang di wujudkan oleh Pengadilan Agama 
Karanganyar terhadap mantan suami (Penggugat) antara lain sebagai berikut: 
pertama, untuk memelihara jiwa (hifdzu al-nafs). Apabila h}ad}a>nah 
tidak di berikan kepada matan suami (Penggugat) dapat memungkinkan tidak 
terpenuhinya ketenangan jiwa anak tersebut. Hal ini di tunjukkan dengan 
adanya fakta bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan 
Tergugat bercerai pada tanggal 29 Maret 2016 telah diasuh oleh Penggugat 
dengan baik. Kedua anak tersebut terlihat senang dan gembira meskipun 
kedua anak tersebut tidak tinggal bersama dengan Tergugat.  
Kedua, untuk memelihara akal (Hifdzu al-aql). Dengan memberikan 
hak asuh anak kepada ayah kandungnya, Pengadilan Agama Karanganyar 
telah mempertimbangkan jika di dalam pengasuhan ayahnya kedua anak 
tersebut telah mendapatkan pendidikan. Hal tersebut terbukti jika kedua anak 
Penggugat dan Tergugat telah di sekolahkan oleh Penggugat di SDI Al-Azhar 
kecamatan Pinang Kota Tanggerang. Kedua anak tersebut kelas VI dan II. 
Ketiga, untuk memelihara keturunan (Hifdzu an-nasb). Maksudnya 
laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak untuk mengasuh 
anaknya. Hal ini terlihat, meskipun Majelis Hakim Menetapkan hak asuh anak 
kepada Penggugat. Namun Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut 
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berdasarkan pertimbangan karena nyatanya saat ini anak-anak dan keluarga 
besar penggugat sudah tinggal lagi di Jakarta dan tergugat sebagai ibu 
kandungnya juga tinggal di Jakarta dengan tetap nya kedua orang tua tersebut 
tinggal di Jakarta memudahkan kepentingan kedua anak-anak akan lebih 
mudah jika ingin bertemu dengan penggugat dan tergugat dan jika intensitas 
pertemuan itu terjadi, kedua anak tersebut akan lebih sayang dan nyaman 
karena merasa mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang besar dari kedua 
orangtuanya. 
Tujuan kemaslahatan yang telah dijelaskan di atas memiliki tingkatan 
yang berbeda-beda.  Dalam maq}a>s}id asy-syari>’ah  , memelihara jiwa, 
memelihara akal, memelihara keturunan, termasuk dalam kebutuhan primer 
(Dharuriyat) apabila tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan 
umat manusia baik di dunia maupun akhirat. Untuk memenuhi kebutuhan 
primer ini maka jika dikaitkan dengan pemeliharaan anak (h}ad}a>nah) maka 
seseorang yang ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak, harus bertanggung 
jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak. Pemegang hak 
asuh anak juga harus menumbuh kembangkan anak sesuai dengan 
kemampuan, bakat dan minatnya serta pemegang hak asuh anak sebisa 
mungkin untuk mencegah pernikahan pada usia anak-anak.  
Untuk menjaga kebutuhan primer maka harus dipenuhi pula kebutuhan 
sekundernya (Hajiyat) sebagai penunjang kebutuhan primer. Apabila 
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kebutuhan ini tidak terpenuhi sebenarnya tidak akan mengancam keselamatan 
atau keberlangsungan umat manusia. Seperti halnya apabila dalam perceraian 
tidak ditentukan siapa pemegang hak asuh anak, dan sedangkan dalam 
perceraian tersebut baik ayah maupun ibunya saling berebut hak asuh anak. 
maka dalam hal ini penetapan hak asuh anak merupakan kebutuhan sekunder 
yang apabila tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kesulitan. Diantara 
kesulitannya yaitu kehidupan anaknya akan terlantar, anak tersebut akan tidak 
terawat, anak tidak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakatnya, 
dan anak tidak akan mendapatkan pendidikan. 
Selain kebutuhan dharuriyat dan kebutuhan hajiyat juga ada 
kebutuhan lain yang sebaiknya dipenuhi yakni kebutuhan tahsiniyat. Pada 
dasarnya apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam 
keselamatan umat dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Hanya saja 
kebutuhan ini sebagai pelengkap dua kebutuhan sebelumnya. Dalam hal 
terjadinya perceraian sebenarnya tidak ada ketentuan siapa yang berhak 
mengasuh anak, namun ditakutkan apabila dikemudian hari terjadi 
perselisihan diantara mereka, maka penetapan hak asuh anak diperlukan. 
Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan meskipun 
bertentangan dengan Ketentuan fikih dan Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi 
Hukum Islam, Pengadilan Agama Karanganyar yang telah melakukan 
penetapan hak asuh anak kepada ayah kandungnya dapat diperbolehkan 
karena bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan serta 
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kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Kepentingan terbaiknya yaitu tinggal 
bersama dengan ayahnya. 
 
C. Pandangan Keadilan Gender Terhadap Putusan Pengadilan Agama 
Karanganyar Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, memang Pasal 105 dan 156 
KHI tersebut telah menentukan bahwa seseorang di beri hak asuh anak 
berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan aspek moralitas, kesehatan dan 
kemampuan mendidik dan memelihara anak yang wujudnya yaitu 
kepentingan terbaik anak.  
Namun alasan yang digunakan oleh ulama atau pakar hukum Islam di 
atas menunjukkan bahwa perempuan lebih berhak mendapatkan hak asuh 
anak dari pada laki laki adalah karena perempuan lebih sabar, lebih lembut, 
lebih sayang dan lebih banyak mempunyai waktu untuk mendidik dan 
memelihara anak. Jika dikaji dari aspek keadilan gender, maka alasan-alasan 
yang di gunakan oleh ulama atau pakar hukum di atas adalah merupakan 
alasan yang bias gender yaitu di mana pelabelan terhadap perempuan secara 
sosial dan kultural yang sangat mungkin, lambat laun akan berubah. Hal ini di 
karenakan gender berkaitan dengan pikiran dan harapan masyarakat (sosial 
kultural) tentang bagaimana seharusnya menjadi laki-laki dan perempuan.  
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Karakter dan konsepsi perempuan lebih sabar, lebih lemah lembut, 
lebih sayang anak, dan lebih banyak mempunyai waktu untuk mendidik dan 
merawat anak tersebut merupakan bentukan sosial dari pengalaman 
masyarakat. Gender tersebut berubah dari waktu ke waktu lain, berbeda dari 
masyarakat satu ke masyarakat yang lain, dari kelas atas ke kelas yang 
lainnya. Karakter dan konsep perempuan tersebut sebenarnya bisa di 
pertukarkan. Misalnya ada laki laki yang lebih sabar, lebih lembut, lebih 
penyayang, dan jauh lebih banyak mempunyai waktu untuk mendidik dan 
merawat anaknya. banyak laki-laki yang pandai masak, dan banyak pula 
perempuan yang pandai di bidang yang dulu hanya di miliki kaum laki-laki 
sekarang perempuan juga bisa, misalnya menjadi presiden, mentri, bupati dan 
lain-lainnya. 
Dalam hal ini Hakim dalam memutus perkara nomor 
0408/Pdt.G/2017/PA.Kra. Hakim Pengadilan Agama Karanganyar berperan 
sensitif gender demi keadilan. Dimana gender dalam hal ini sifatnya dapat di 
pertukarkan. Hal ini terbukti dalam putusannya yaitu hakim menetapkan hak 
asuh anak kepada ayah kandungnya, melainkan bukan ke pada ibunya. karena 
dalam menangani perkara ini, hakim menganggap ayah dan ibu memiliki 
peran yang sama dalam hal pengasuhan anak. Sedangkan jika dilihat dari 
putusan tersebut  sang anak lebih dekat dengan ayahnya, dan tinggal bersama 
ayahnya setelah terjadinya perceraian, bahkan sebelum ketuk palu. Kedua 
anaknya juga telah dirawat dan dididik dengan baik oleh Penggugat serta di 
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sekolahkan di SDI Al-Azhar kecamatan Pinang Kota Tanggerang Kelas Vl 
dan Kelas ll. Mereka terlihat senang dan gembira. Dalam hal ini peran seorang 
ibu untuk mengasuh dan mendidik anak dapat dipertukarkan dengan 
suaminya. Tidak hanya ibu yang bisa mengasuh dan mendidik anak-anaknya 
melainkan bapaknya juga bisa mengasuh anaknya.  
Jika Pengadilan Agama Karanganyar menjatuhkan hak asuh kepada 
ibunya (Tergugat), sedangkan ibunya bekerja sebagai pegawai bank, pulang 
kerjanya malam, kalau anak ini nanti di asuh oleh Tergugat, menurut penulis 
kasihan anak-anaknya jika kurang mendapatkan waktu dan kasih sayang dari 
ibunya. bahkan sampai dengan saat ini Tergugat masih tinggal di Jakarta, 
Tergugat juga belum mengajukan pindah kerja ke karanganyar. untuk itu 
tetapnya hak asuh ini pada penggugat, dapat mempermudah Tergugat untuk 
ketemu dengan anak-anaknya, meskipun tidak tinggal bersama Tergugat.  
Jika di lihat dari pandangan keadilan gender putusan ini menurut 
penulis adil, karena hakim menghargai usaha Penggugat yang telah merawat 
dan membesarkan anak-anaknya baik sebelum perceraian maupun setelah 
terjadinya perceraian. Bahkan dalam putusan ini terlihat jelas bahwa jika 
terjadi perceraian maka yang berhak mengasuh anak yang belum mumayiz 
bukan lagi hanya diberikan kepada ibunya namun bisa juga diberikan kepada 
bapaknya. Bukannya Majelis hakim menjauhkan anak dari ibunya, namun 
lebih melihat kepentingan terbaik anak tersebut. Sedangkan kepentingan 
terbaiknya yaitu tinggal bersama Penggugat.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari uraian pada pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut; 
1. Pengadilan Agama Karanganyar memberikan penetapan hak asuh anak 
(h}ad}a>nah) terhadap bapak kandungnya dengan pertimbangan yaitu; 
a. Kedua anak laki-laki tersebut sejak Penggugat dan Tergugat bercerai 
pada tanggal 29 maret 2016 telah diasuh oleh Penggugat sebagai 
ayahnya dengan baik.  
b. Kedua anak tersebut telah dirawat dan dididik dengan baik oleh 
Penggugat serta di sekolahkan di SDI Al-Azhar Kecamatan Pinang 
Kota Tangerang kelas VI dan kelas II mereka berdua terlihat senang 
dan gembira. 
c. kepentingan terbaik anak tersebut yaitu tinggal di Jakarta bersama 
Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih 
tinggal di Jakarta, untuk itu Tergugat masih bisa bertemu serta 
mencurakan kasih sayang kepada kedua anaknya.  
2. Pandangan maq}a>s}id asy-syari>’ah dalam perkara Nomor 
0408/Pdt.G/2017/PA.Kra yaitu: Pertama, Untuk melindungi jiwa apabila 
h}ad}a>nah tidak diberikan kepada ayahnya maka memungkin tidak 
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terpenuhinya ketenangan jiwa anak tersebut. Hal ini sesuai dengan 
faktanya bahwasannanya kedua anak tersebut telah tinggal bersama 
dengan ayahnya baik sebelum terjadinya perceraian maupun sesudah 
perceraian. Kedua, Untuk melindungi akal, kedua anak tersebut telah di 
sekolahkan oleh ayahnya di SD al-azhar di kota tanggerang. Ketiga, 
Memelihara keturunan, meskipun kedua anak diberikan kepada 
Penggugat. Tergugat masih bisa bertemu serta mencurahkan kasih sayang 
kepada anak-anak, karena senyatannya mereka berdua masih tinggal di 
Jakarta.  Untuk itu Penggugat dan Tergugat bisa berkomukasi demi 
kepentingan anak. Sedangkan pertimbangan hakim jika di lihat dari segi 
keadilan gendernya yaitu hakim dalam memutus tidak membeda-bedakan 
peran dalam pengasuhan anak ibu dan ayah mempunyai peran yang sama. 
Sedangkan di dalam KHI terlihat jelas lebih ke bias gender. Namun dalam 
prakteknya Pasal 105 dan Pasal 156 tersebut tidak dijadikan pertimbangan 
hakim. Melainkan hakim dalam memutus perkara ini berperan sensitif 
gender. 
 
B. Saran   
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat diberikan 
saran sebagai berikut:  
1. Bagi Hakim Peradilan Agama, seiring dengan perkembangan zaman 
yang begitu pesat hakim Peradilan Agama harus senantiasa menambah 
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kompetensinya, tidak hanya kompetensi di bidang hukum acara tetapi 
juga pendalaman dalam bidang hukum Islam agar hakim dalam 
memutus perkara tidak bias gender. 
2. Bagi Perguruan Tinggi, agar senantiasa mengadakan pembaharuan 
bahan pengajaran, karena Perguruan Tinggi adalah lembaga yang 
menyiapkan sumber daya manusia yang diharapkan mampu melakukan 
pembaharuan hukum. 
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P U T  U  S A N 
 
Nomor :  0408/Pdt.G/2017/PA.Kra 
ـيمحلار  نملارحـ  هللا  بسـم 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara 
 
perdata   dalam   tingkat   pertama   dalam   persidangan   Majelis   Hakim   telah 
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Asuh Anak:- 
PENGGUGAT,  Umur    39  tahun,agama  Islam,  Pekerjaan    Karyawan  Swasta, 
beralamat di Kabupaten Karanganyar,   dalam hal ini   memberikan 
kuasa khusus dan memilih domisili hukum kepala Mulyono, SH 
Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di Kabupaten Klaten 
berdasarkan suarat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan 
Pengadilan Agama Karanganyar  nomor : 069/0408/Pdt.G/2017/PA 
Kra   tanggal,   03   April   2017.   Selanjutnya   disebut   sebagai 
Penggugat;- 
 
Melawan 
 
TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank, pendidikan 
S-I, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten 
Karanganyar dalam hal ini memberikan kuasa khusus dan memilih 
domisili hukum kepada Sutoyo, SH Advokat dan Konsultan Hukum 
yang       berkantor       di       Kabupaten       Karanganyar       nomor 
104/0408/Pdt.G/2017/PA.Kra   tanggal   18   Mei   2017   selanjutnya 
disebut sebagai Tergugat ;- 
Pengadilan Agama tersebut ; - 
Setelah membaca surat gugatan Penggugat ; - 
Setelah mendengar keterangan Penggugat   dan Tergugat/kuasa hukum masing- 
 
masing; - 
Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi ; - 
DUDUK PERKARA 
Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan pada gugatannya tertanggal, 
 
03 April 2017   yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar 
dengan Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra, telah mengemukakan hal-hal sebagai 
berikut ; - 
1.   Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat dan pada tanggal 29 
 
Maret 2016 No. 0089/ Pdt. G/2016/PA.Kra. telah cerai dengan Akta cerai No. 
 
0423/AC/2016/PA.Kra ;
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 
Direktori Putusan Mahkam2ah Agung Republik Indonesia 
putusan.mahkamahagung.go.id 
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2.   Bahwa dalam perceraian itu kedua anak bernama XXXXXX laki-laki lahir di 
Karanganyar tanggal XXXXXX dan XXXXXX laki-laki lahir di Karanganyar 
tanggal XXXXXX tidak dimintakan atau dimohonkan siapa hak asuhnya kedua 
anak tersebut ; 
3.   Bahwa sebelum atau sesudah cerai kedua anak tersebut tinggal bersama 
Penggugat di Jakarta dan kedua anak tersebut sekolah di Jakarta   hingga 
sekarang ; 
4.   Bahwa     kedua  anak  tersebut  telah  diasuh,  dididik  dan  semua  biaya 
 
pendidikan maupun kebutuhan sehari-hari  telah dicukupi oleh Penggugat ; 
5.   Bahwa karena Penggugat mempunyai  penghasilan yang  tetap sehingga 
mampu membiayai pendidikannya juga kebutuhan-kebutuhan lainnya serta 
dengan harapan kedepan pendidikan maupun kehidupannya terhadap kedua 
anak dimaksud  diatas    akan  lebih  baik,  dan  agar  ada  kepastian hak asuh 
terhadap  kedua  anak  tersebut,  mohon  Penggugat  ditetapkan    sebagai  hak 
asuhnya terhadap kedua anak dimaksud diatas ; 
6.   Bahwa Penggugat kawatir kalau kedua anak tersebut diasuh dan tinggal 
bersama Tergugat, mengingat Tergugat bekerja dari pagi pulang sore hari, 
sehingga pengawasan serta perhatian terhadap kedua anak tersebut sangat 
kurang  dan  Penggugat  khawatir  pendidikannya  menjadi  kurang  baik,juga 
karena  sebelum bercerai  Tergugat  telah menjalin hubungan dengan pria lain, 
yang  mengakibatkan terjadi perceraian serta Penggugat takut perbuatan itu 
ditiru  oleh  kadua  anak  tersebut  dan  bisa  mempengarui  jiwa  anak  tersebut 
menjadi kurang baik ; 
7.   Bahwa  agar  kedua  anak  dimaksud  pendidikannya  maupun  kelakuannya 
lebih  baik,  maka  sudah  selayaknya  dan  tepat  apabila  kedua  anak  tersebut 
dibawah asuhan Penggugat; 
Berdasarkan  alasan-alasan  yang  terurai  diatas,  mohon  Yang  Terhormat 
Bapak Ketua Pengadilan Agama Karanganyar kiranya berkenan memanggil kedua 
belah pihak, memeriksa selanjutnya memberikan putusan yang amarnya  sebagai 
berikut: 
1.   Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 
2.   Menetapkan bahwa kedua anak 1. XXXXXX laki-laki lahir di Karanganyar 
tanggal XXXXXX dan 2. XXXXXX laki-laki lahir di Karanganyar tanggal XXXXXX 
dibawah asuhan Penggugat ; 
3.   Membebankan semua gugatan ini kepada Tergugat ; 
Subsidair ;
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Apabila Pengadilan Agama Karanganyar  berpendapat  lain  mohon  memberikan 
putusan yang seadil-adilnya ;- 
Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan 
Tergugat   datang menghadap sendiri  dipersidangan, selanjutnya majelis hakim 
dengan sungguh-sungguh mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;- 
Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha perdamaian diperintahkan 
para pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan mediator pilihan para pihak 
Drs. M. Danil, MA adalah Hakim Mediator/Wakil Ketua pada Pengadilan Agama 
Karanganyar;- 
Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi pada tanggal 15 JUli 
 
2017, dan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;- 
Menimba,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  dalam  beracara  memberikan 
kuasa hukum masing-masing Penggugat memberikan kuasa kepada Mulyono, SH 
Advokat/Penasehat  hukum  yang  berkantor  di  Kabupaten  Klaten  berdasarkan 
suarat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 
Karanganyar   nomor : 069/0408/Pdt.G/2017/PA Kra   tanggal, 03 April 2017 dan 
Tergugat memberikan kuasa hukum kepada Sutoyo, SH Advokat dan Konsultan 
Hukum yang berkantor di Kabupaten Karanganyar nomor 104/0408/Pdt.G/2017/PA 
Kra tanggal 18 Mei 2017;- 
Menimbang,  kemudian  dibacakan  gugatan  Penggugat  yang  isinya  tetap 
 
dipertahankan oleh Penggugat;- 
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka Tergugat    telah 
menyampaikan jawaban sebagai berikut :- 
I.    Dalam Eksepsi 
 
Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas/ Kabur (obscuur libel). Kaburnya gugatan 
penggugat tersebut terlihat pada Tempat tinggal Penggugat inpersona. Pada 
identitas gugatan, Penggugat inpersona bertempat tinggal di Kab. Karanganyar, 
tetapi pada posita 3 (tiga), Penggugat menyatakan anak anak tinggal bersama 
Penggugat di Jakarta. Kedua dalail tersebut sangat berbeda sehingga membuat 
gugatan a quo menjadi kabur. Gugatan yang demikian membingungkan karena 
tidak bisa menunjuk tempat tinggal Penggugat secara jelas dan tegas. Gugatan 
yang demikian  sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 
II. Dalam Konpensi 
 
1 BahwapadapokoknyaTergugatmenolakseluruhdalildalil Penggugat , kecuali 
yang diakuikebenaranyasecarategas dalam jawaban ini.
Disclaimer 
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 
Direktori Putusan Mahkam4ah Agung Republik Indonesia 
putusan.mahkamahagung.go.id 
 
 
 
 
 
m 
 
 
 
a 
 
2        Bahwamenanggapi  dalil  Penggugat  posita  1(Satu)  dan  2  (dua) 
Tergugat tidak membantah dan tidak membenarkan. Yang demikian menjadi 
kewajiban Penggugat untuk membuktikannya. 
3        Bahwa dalil Penggugat  posita 3 tidak semuanya  benar. Sejak lahir 
anak  anak  tinggal  bersama  Tergugat  di  Karanganyar  kemudian  setelah 
terjadi perceraian antara para pihak,  anak anak tinggal bersama Penggugat 
dan sekolah di Tangerang (bukan Jakarta). Anak anak dibawa ke Tangerang 
tersebut dalam keadaan dipaksa oleh Penggugat, yang akhirnya anak 
merasa  tidak  nyaman  bahkan  merasa  tertekan  selama  tinggal  bersama 
Penggugat. 
4        Bahwa posita 4 gugatan tidak seluruhnya  benar.  Benar anak anak 
tinggal   bersama   Penggugat   di   Tangerang   tetapi   secara   nyata   oleh 
Penggugat setiap hari ditinggal kerja dari pagi setidaknya hingga pukul 21 
00 WIB, anak anak ditemani oleh Ibu Penggugat yang sudah berusia kira 
kira 75 tahun. Anak anak jika mau berkomunikasi dengan Tergugat tidak 
diberikan kesempatan, bahkan sering mendapat marah dari Penggugat dan 
Ibunya. Pendidikan yang demikian merupakan cara cara Penggugat untuk 
memutus hubungan antara orangtua dengan anak. Hal yang demikian 
menurut Tergugat bukanlah merupakan pendidikan yang baik dan  layak 
diberikan kepada  anak. 
5        Bahwa  benar  penggugat  mempunyai  penghasilan  yang  cukup, 
namun demikian melihat Penggugat yang   bekerja dari pagi setidaknya 
hingga pukul 21.00 WIB, Penggugat tidak mempunyai waktu yang cukup 
untuk anak, sehingga janggal jikapenggugat  bisa memberikan kasih sayang 
dan pendidikan kepada anak anaknya.. 
6        Bahwa  dalil Penggugat posita 6 adalah keawatiran yang berlebihan 
dan tidak beralasan. Ketika   anak anak tinggal bersama tergugat, baik 
sebelum dibawa Penggugat ke Tangerang maupun setelah dari tangerang 
pada kenyataanya anak terjaga terpelihara dengan baik hidup nyaman 
segala kebutuhan tercukupi. Tidak pernah ada tanda tanda pada anak 
tentang  apa yang dikaawatirkan Penggugat. Namun demikian ketika anak 
tinggal bersama Penggugat di tangrang tanpa didampingi Tergugat, dan 
tidak diberikan kesempatan berkomunikasi dengan Tergugat, bahkan sering 
mendapat  marah  dari  penggugat,  anak  merasa  tidak  nyaman  bahkan 
merasa tertekan.
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Kecuali itu  rasa kawatir Penggugat   yang berlebihan hingga melakukan 
upaya memisahkan anak dengan ibunya tersebut   bertentangan dengan 
Undang Undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia    pasal 59 
yang berbunyi“setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya 
secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali ada alasan 
dan hukum yang sah yang menunjukkan pemisahan itu adalah demi 
kepentingan terbaik bagi anak”. 
 
 
 
 
 
III Dalam Rekonpensi 
1        Bahwa dalam Rekonpensi ini ,mohonPenggugat dalam   Konpensi 
disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat dalam konpensi disebut 
sebagai Penggugat Rekonpensi. 
2        Bahwa  dalil  dalil  jawaban  Tergugat  dalam  konpensi  yang  ada 
relevansinya dengan dalil dalil Rekonpensi, secara mutatis mutandis mohon 
dianggap termuat dan terbaca kembali serta merupakan bagian yang tidak 
terpisah kan dalam Rekonpensi ini 
3        Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah ibu yang baik sangat menaruh 
rasa kasih sayang kepada anak anak.Sejak lahir anak anak tinggal bersama 
Tergugat di Karanganyar terpenuhi segala kebutuhannya, kemudian setelah 
terjadi perceraian antara para pihak,  anak anak tinggal bersama Penggugat 
dan sekolah di Tangerang (bukan Jakarta) dengan keadaan tidak nyaman 
tanpa kasih sayang Tergugat/ Penggugat Rekonpensi yang pernah mereka 
rasakan 
4        Bahwa Penggugat Rekonpensi bekerja sebagai karyawan bank yang 
memiliki penghasilan yang cukup untuk biaya hidup bagi diri sendiri dan 
anak anaknya. 
5        Bahwa Penggugat Rekonpensi bekerja sebagai karyawan bank yang 
masih    memiliki  sisa  waktu  setelah  bekerja  untuk  mengasuh  mendidik 
berbagi kebahagiaan dengan anak anaknya. 
6        Bahwa kira kira pertengahan Juni 2017 Penggugat rekonpensi bisa 
bertemu dengan anak anak, kemudian anak anak menyatakan keinginanaya 
tinggal bersama Penggugat rekonpensi. 
7        Tgl  9  Juli  2017  Penggugat  Rekonpensi  berniat  membicarakan 
masalah anak tersebut dengan Tergugat rekonpensi di Tangerang, tetapi
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Tergugat Rekonpensi  tidak ada dirumah  sehingga Penggugat Rekonpensi 
 
dan anak anak kembali ke Karanganyar. 
8        Bahwa   Selang   beberapa   hari   keluarga   Tergugat   Rekonpensi 
memberikan  kabar  jika  dia  sakit,  namun  ketika  Penggugat  rekonpensi 
hendak membezuk keberadaan Tergugat rekonpensi dirahasiakan. 
9        Bahwa  keadaan  terkini  anak  anak  tinggal  bersama  Penggugat 
rekonpensi dengan keadaan terpelihara, terdidik, nyaman tanpa tekanan, 
menempuh pendidikan formal di Karanganyar, segala kebutuhan lahiriah 
dan kasih sayang dari seorang ibu dapat terpenuhi. 
10      Bahwa sesuai dengan pasal 156 a KHI jika terjadi perceraian antara 
suami isteri, anak yang belum mumayyis berhak mendapatkan hadhannah/ 
asuhan dari Ibunya. 
11      Bahwa hingga saat jawaban ini diajukan anak bernama XXXXXX dan 
XXXXXX belum mencapai usia 12 tahun (belum mumayyis) sehingga hak 
asuh  anak  mutlak  di  pihak  Tergugat  /  Penggugat  Rekonpensi  sebagai 
ibunya. 
12      Bahwa hingga jawaban ini diajukan tidak terdapat bukti bukti  sebagai 
alasan untuk dapat dicabutnya hak asuh anak bagi Penggugat Rekonpensi, 
maka sudah selayaknya  Majelis hakim menetapkan  hak asuh anak para 
pihak bernama XXXXXX dan XXXXXX berada di pihak Penggugat 
Rekonpensi;- 
 
Berdasarkan  uraian  tersebut  dengan  didukung  bukti  yang  kuat  mohon 
kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan: 
 
 
Dalam Eksepsi 
 
1 . Mengabulkan Eksepsi Tergugat;- 
 
2 . Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas / Kabur;- 
 
3 . Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. 
Dalam konpensi 
-      Menolak gugatan Penggugat seluruhnya 
 
Dalam Rekonpensi 
 
1  Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya. 
 
2  Menetapkan hak asuh anak para pihak bernama 
 
-          XXXXXX, lahir di Karanganyar tgl XXXXXX 
 
-          XXXXXX, lahir di Karanganyar tgl XXXXXX
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Berada di pihak Tergugat/ Penggugat Rekonpensi 
 
Subsidair :- 
 
-          Mohon Putusan seadil adilnya;- 
 
 
Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagaimana tersebut 
diatas, Penggugat menyampaikan replik dalam eksepsi yang pada dasarnya 
menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, dalam Konpensi: Tetap pada gugatan 
sedangkan untuk jawaban rekonpensi. Menolak gugatan Rekonpensi untuk 
seluruhnya dan semua ini secara lengkap termuat dalam beritaq acara 
persidangan;- 
Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan duplik dari Tergugat 
yang pada pokoknya tetap pada jawaban begitu pula dalam gugatan rekonpensi, 
Tergugat tetap pada gugatannya;- 
Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat 
menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :- 
1.  Foto  copy  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Penggugat  nomor:  XXXXXX 
tanggal XXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah 
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi 
tanda P1; 
2.  Foto copy Akta Cerai nomor : 423/AC/2016/PA.Kra tanggal 29 Maret 2016 yang 
dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Karanganyar, Bukti surat tersebut telah 
diberi  materai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata 
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2; 
3.  Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor :  XXXXXX tanggal XXXXXX atas 
nama XXXXXX anak laki-laki dari Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan 
oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Bukti surat tersebut telah 
diberi  materai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata 
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3; 
4.  Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor :  XXXXXX tanggal XXXXXX atas 
nama XXXXXX, anak laki-laki dari Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan 
oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Bukti surat tersebut telah 
diberi  materai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata 
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4; 
Menimbang,  bahwa  atas  bukti-bukti  tersebut  Tergugat/kuasanya 
menyatakan tidak keberatan;-
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Menimbang,   bahwa   selain   bukti-bukti   tertulis,   Penggugat   juga   telah 
menghadirkan saksi –saksi sebagai berikut :- 
SAKSI PERTAMA, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, 
bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar   di bawah sumpah memberikan 
keterangan sebagai berikut : 
-   Bahwa saksi menerangkan dan mengaku kenal dengan Penggugat dan 
Tergugat karena masih ada hubungan saudara yaitu sebagai kakak kandung 
Penggugat;- 
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat   pernah menjadi 
pasangan  suami  isteri  yang  dari  hasil  pernikahannya  telah  dikaruniai  dua 
orang anak bernama XXXXXX, lahir XXXXXX dan XXXXXX, lahir XXXXXX;- 
-   Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat saat ini telah bercerai 
kurang lebih pada awal tahun 2016, yang menjadi penyebab perceraiannya 
adalah Tergugat  terindikasi  selingkuh  dan  atau  mempunyai  teman  laki-laki 
yang sangat khusus;- 
-   Bahwa  saksi  menerangkan  pada  saat  rumah  tangga  Penggugat  dan 
Tegugat goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang 
ketiga (ada laki-laki lain) anak-anak ikut bersama dengan Penggugat   di 
Jakarta;- 
-   Bahwa  saksi  menerangkan  kedua  anak-anak  bernama  XXXXXX  lahir 
XXXXXX dan XXXXXX, lahir XXXXXX dirawat dan dididik dengan baik oleh 
Penggugat kemudian disekolahkan di SD Al Azhar Kota Tanggerang. XXXXXX 
duduk dikelas VI (enam) dan XXXXXX duduk di kelas II (dua);- 
-   Bahwa saksi menerangkan pada saat lebaran tahun 2017 kurang lebih pada 
bulan Juni 2017 kedua anak : XXXXXX dan XXXXXX tersebut diambil oleh 
Tergugat dan dipindahkan sekolahannya tanpa izin dan sepengetahuan 
Penggugat di SD Karanganyar;- 
-   Bahwa  saksi  menerangkan  sejak  anak-anak  diambil  dan  dipindahkan 
sekolah di Karanganyar, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan kedua anak 
tersebut, begitu pula Penggugat belum pernah bertemu karena baru sakit;- 
-   Bahwa saksi menerangkan bahwa Tergugat  adalah seorang pegawai Bank 
 
Jateng Cabang Jakarta, dan saat ini Terggugat tinggal dan bekerja di Jakarta;-
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SAKSI KEDUA, umur   tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di 
Kabupaten Karanganyar;, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai 
berikut : 
-   Bahwa saksi menerangkan dan mengaku sebagai ibu kandung Penggugat;- 
 
-   Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat saat ini bersama keluarga 
besar tinggal di Jakarta bersama dengan Penggugat;- 
-   Bahwa saksi menerangkan meskipun Penggugat bekerja di PT XXXXXX, 
akan tetapi masih sempat beberapa kali dalam satu bulan bisa mengantar dan 
menjemput anak sekolah, meskipun tidak setiap hari;- 
-   Bahwa saksi menerangkan Penggugat mampu untuk membiayai seluruh 
kebutuhan anak-anak;- 
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat   pernah menjadi 
pasangan  suami  isteri  yang  dari  hasil  pernikahannya  telah  dikaruniai  dua 
orang anak bernama XXXXXX lahir XXXXXX dan XXXXXX lahir XXXXXX;- 
-   Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat saat ini telah bercerai 
kurang lebih pada awal tahun 2016, yang menjadi penyebab perceraiannya 
adalah Tergugat  terindikasi  selingkuh  dan  atau  mempunyai  teman  laki-laki 
yang sangat khusus;- 
-   Bahwa  saksi  menerangkan  pada  saat  rumah  tangga  Penggugat  dan 
Tegugat  goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang 
ketiga       (ada laki-laki lain) anak-anak ikut bersama dengan Penggugat   di 
Jakarta;- 
-   Bahwa  saksi  menerangkan  kedua  anak-anak  bernama  XXXXXX  lahir 
XXXXXX dan XXXXXX, lahir XXXXXX dirawat dan dididik dengan baik oleh 
Penggugat kemudian disekolahkan di SD Al Azhar Kota Tanggerang. XXXXXX 
duduk dikelas VI (enam) dan XXXXXX duduk di kelas II (dua);- 
-   Bahwa saksi menerangan selama bersekolah kedua anak tersebut terlihat 
senang dan gembira sebagaimana anak-anak yang lain yang tidak menjadi 
korban perceraian kedua orang tuanya;- 
-   Bahwa saksi menerangkan pada saat lebaran tahun 2017 kurang lebih pada 
bulan Juni kedua anak : XXXXXX dan XXXXXX tersebut diambil oleh Tergugat 
dan dipindahkan sekolahannya tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;-
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-   Bahwa  saksi  menerangkan  sejak  anak-anak  diambil  dan  dipindahkan 
sekolah di Karanganyar, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan kedua anak 
tersebut, begitu pula Penggugat belum pernah bertemu karena baru sakit;- 
-   Bahwa saksi menerangkan bahwa Tergugat  adalah seorang pegawai Bank 
 
Jateng cabang Jakarta, dan saat ini Terggugat tinggal dan bekerja di Jakarta;- 
 
-   Bahwa saksi menerangkan Penggugat, bersama saksi dan keluarga besar 
saat ini tinggal di Jakarta;- 
SAKSI  KETIGA,  umur  52  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Mengurus  Rumah 
Tangga, bertempat tinggal di Kota Surakarta, di bawah sumpah memberikan 
keterangan sebagai berikut : 
-   Bahwa   saksi   menerangkan   dan   mengaku   sebagai   kakak   kandung 
 
Penggugat;- 
 
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat   pernah menjadi 
pasangan  suami  isteri  yang  dari  hasil  pernikahannya  telah  dikaruniai  dua 
orang anak bernama XXXXXX, lahir XXXXXX dan XXXXXX, lahir XXXXXX;- 
-   Bahwa saksi   menerangkan Penggugat dan ibu kandung serta keluarga 
besar saat ini tinggal di Jakarta;- 
-   Bahwa saksi menerangkan Penggugat mampu untuk membiayai seluruh 
kebutuhan anak-anak karena mempunyai penghasilan yang cukup sebagai 
pegawai di PT XXXXXX;- 
-   Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat saat ini telah bercerai 
kurang lebih pada awal tahun 2016, yang menjadi penyebab perceraiannya 
adalah Tergugat  terindikasi  selingkuh  dan  atau  mempunyai  teman  laki-laki 
yang sangat khusus;- 
-   Bahwa  saksi  menerangkan  pada  saat  rumah  tangga  Penggugat  dan 
Tegugat  goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang 
ketiga       (ada laki-laki lain) anak-anak ikut bersama dengan Penggugat   di 
Jakarta;- 
-   Bahwa  saksi  menerangkan  kedua  anak-anak  bernama  XXXXXX  lahir 
XXXXXX dan XXXXXX, lahir XXXXXX dirawat dan dididik dengan baik oleh 
Penggugat kemudian disekolahkan di SD Al Azhar Kota Tanggerang. XXXXXX 
duduk dikelas VI (enam) dan XXXXXX duduk di kelas II (dua);-
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-   Bahwa saksi menerangan selama bersekolah kedua anak tersebut terlihat 
senang dan gembira sebagaimana anak-anak yang lain yang tidak menjadi 
korban perceraian kedua orang tuanya;- 
-   Bahwa saksi menerangkan pada saat lebaran tahun 2017 kurang lebih pada 
bulan Juni kedua anak : XXXXXX dan XXXXXX tersebut diambil oleh Tergugat 
dan dipindahkan sekolahannya tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;- 
-   Bahwa  saksi  menerangkan  sejak  anak-anak  diambil  dan  dipindahkan 
sekolah di Karanganyar, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan kedua anak 
tersebut, begitu pula Penggugat belum pernah bertemu karena baru sakit;- 
-   Bahwa saksi menerangkan bahwa Tergugat  adalah seorang pegawai Bank 
 
Jateng Jabang Jakarta, dan saat ini Terggugat tinggal dan bekerja di Jakarta;- 
Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi Penggugat/kuasanya dan 
Tergugat/kuasanya menyatakan tidak keberatan;- 
 
Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan 
menguatkan gugatan rekonpensinya  menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :- 
1.  Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat nomor: XXXXXX tanggal 
XXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan 
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1; 
2.  Foto copy Kartu Keluarga nomor : XXXXXX tanggal XXXXXX yang dikeluarkan 
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Bukti 
surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya 
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2; 
3.  Foto copy Surat Persetujuan Mutasi Peserta Didik nomor : XXXXXX – Bidang 
SD/2017 tanggal XXXXXX atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas 
Pendidikan Pemerintah Kota Tangerang Bidang Pembinaan SD, Bukti surat 
tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang 
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3; 
4.  Foto copy Surat Persetujuan Mutasi Peserta Didik nomor : XXXXXX – Bidang 
SD/2017 tanggal XXXXXX atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas 
Pendidikan Pemerintah Kota Tangerang Bidang Pembinaan SD, Bukti surat 
tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang 
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4; 
5.  Foto copy Surat Permohonan Pindah Tempat Kerja nomor :- tanggal 31 Juli 
 
2017 atas nama Tergugat ditujukan kepada Pemimpin Bank Kantor Cabang
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Jakarta, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan 
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5; 
Menimbang,    bahwa    atas    bukti-bukit    tersebut,    Penggugat/kuasanya 
menyatakan tidak keberatan;- 
Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat telah menghadirkan saksi- 
saksi sebagai berikut : 
SAKSI PERTAMA, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, 
bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar;, di bawah sumpah memberikan 
keterangan sebagai berikut : 
-   Bahwa saksi menerangkan dan mengaku sebagai ayah  kandung Tergugat;- 
 
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat   pernah menjadi 
pasangan suami isteri yang dari pernikahannya telah dikaruniai dua orang 
anak bernama XXXXXX lahir XXXXXX dan XXXXXX lahir XXXXXX;- 
-   Bahwa saksi menerangkan pada saat proses bercerai kedua anak tersebut 
bersama Penggugat dan setelah bercerai juga bersama Penggugat di Jakarta 
dan telah disekolahkan di Jakarta;- 
-   Bahwa  saksi  menerangkan  pada  saat  lebaran  tahun  2017  anak-anak 
tersebut  di  bawa  oleh  Tergugat  ke  Karanganyar  karena  pada  saat  itu 
Penggugat dalam keadaan sakit dan sempat di rawat di ICU, kemudian 
sekolahnya dipindahkan di SD Karanganyar;- 
-   Bahwa  saksi menerangkan Tergugat  tinggal  di  Jakarta karensa  sebagai 
Karyawan Bank cabang Jakarta/Tanggerang  dan Penggugat sebagai bekerja 
di PT XXXXXX dan tinggal pula di Jakarta;- 
-   Bahwa  saksi  menerangkan  baik  Tergugat  dan  Penggugat  sama-sama 
mampu untuk membiayai  kedua anak ;- 
-   Bahwa saksi menerangkan selama di Karanganyar anak-anak di asuh oleh 
saksi;- 
-   Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 3 September Penggugat datang 
ke Karanganyar dan menjemput kedua anak tersebut dan dibawa ke Jakarta 
sampai saat ini;- 
- Bahwa saksi menerangkan padahal anak-anak selama dikaranganyar 
mendapat pengasuhan yang baik, meskipun Tergugat tidak setiap hari ada di 
Karanganyar, akan tetapi setiap akhir pekan pulang ke Karanganyar;-
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SAKSI KEDUA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/Pembantu Rumah 
Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, di bawah sumpah 
memberikan keterangan sebagai berikut : 
-   Bahwa  saksi  menerangkan  dan  mengaku  kenal  dengan  Tergugat  dan 
 
Penggugat karena sebagai pembantu rumah tangga orang tua Tergugat;- 
 
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat   pernah menjadi 
pasangan suami isteri yang dari pernikahannya telah dikaruniai dua orang 
anak bernama XXXXXX lahir XXXXXX dan XXXXXX lahir XXXXXX;- 
-  Bahwa saksi menerangkan semula anak tinggal bersama Penggugat di 
Jakarta akan tetapi pada saat lebaran tahun 2017 anak-anak tersebut di bawa 
oleh Tergugat ke Karanganyar karena pada saat itu Penggugat dalam keadaan 
sakit dan sempat di rawat di ICU, kemudian sekolahnya dipindahkan di SD 
Karanganyar;- 
-   Bahwa saksi menerangkan saksi sering mengantar dan menjemput sekolah 
kedua anak tersebut;- 
-   Bahwa saksi menerangkan kedua anak Penggugat dan Tergugat hanya 
tinggal dan sekolah di Karanyar kurang lebih 2 sampai 3 bulan karena pada 
tanggal 3 September 2017 Penggugat datang ke Karanganyar dan menjemput 
kedua anak tersebut, semula Penggugat mengatakan kepada kedua kedua 
anak tersebut akan diajak ke Kids Fun akan tetapi pada kenyataanya langsung 
di bawa Ke Jakarta  dan tinggal di Jakarta sampai saat ini;- 
-   Bahwa  saksi  menerangkan  Penggugat  ketika  mengambil  kedua  anak 
tersebut tampa sepengetahuai Tergugat;- 
-   Bahwa  saksi  menerangkan  Tergugat  tinggal  di  Jakarta  dan  Penggugat 
sebagai bekerja di PT XXXXXX dan tinggal pula di Jakarta;- 
-   Bahwa  saksi  menerangkan  baik  Tergugat  dan  Penggugat  sama-sama 
mampu untuk membiayai  kedua anak ;- 
- Bahwa saksi menerangkan padahal anak-anak selama dikaranganyar 
mendapat pengasuhan yang baik, meskipun Tergugat tidak setiap hari ada di 
Karanganyar, akan tetapi setiap akhir pekan pulang ke Karanganyar;- 
SAKSI KETIGA, umur   54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, 
bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, di bawah sumpah memberikan 
keterangan sebagai berikut :
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-   Bahwa  saksi  menerangkan  dan  mengaku  kenal  dengan  Tergugat  dan 
 
Penggugat karena sebagai tetangga;- 
 
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat   pernah menjadi 
pasangan suami isteri yang dari pernikahannya telah dikaruniai dua orang 
anak bernama XXXXXX lahir XXXXXX dan XXXXXX XXXXXX;- 
-  Bahwa saksi menerangkan semula anak tinggal bersama Penggugat di 
Jakarta akan tetapi pada saat lebaran tahun 2017 anak-anak tersebut di bawa 
oleh Tergugat ke Karanganyar karena pada saat itu Penggugat dalam keadaan 
sakit dan sempat di rawat di ICU, kemudian sekolahnya dipindahkan di SD 
Karanganyar;- 
-   Bahwa saksi menerangkan kedua anak tersebut di Karanganyar diasuh oleh 
orang tua Tergugat;- 
-   Bahwa saksi menerangkan  sejak anak-anak dijemput oleh Penggugat pada 
tanggal 3 September 2017  sampai saat ini tinggal di Jakarta;- 
-   Bahwa saksi menerangkan Tergugat tinggal di Jakarta dan Penggugat  juga 
tinggal di Jakarta;- 
-   Bahwa  saksi  menerangkan  baik  Tergugat  dan  Penggugat  sama-sama 
mampu untuk membiayai  kedua anak ;- 
Menimbang,  bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut  Penggugat  dan 
 
Tergugat atau kuasa hukum masing-masing menyatakan tidak keberatan 
 
Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan dan tidak 
mengajukan sesuatu apapun kecuali kesimpulan. Dan untuk kesimpulan masing- 
masing menyampaikan pada tanggal 28 September 2017 yang semuanya termuat 
secara lengkap dalam berita acara persidangan;- 
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua 
hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang haruslah dianggap merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -- 
PERTIMBANGAN HUKUM 
Dalam Eksepsi 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti 
 
diuraikan tersebut di atas;- 
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat  menyampaikan 
eksepsi sebagai berikut Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas/ Kabur (Obscuur 
libel)   Kaburnya   gugatan   penggugat   tersebut   terlihat   pada   Tempat   tinggal 
Penggugat inpersona. Pada identitas gugatan, Penggugat inpersona bertempat
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tinggal di Kab.  Karanganyar, tetapi pada posita 3 (tiga), Penggugat menyatakan 
anak anak tinggal bersama Penggugat di Jakarta. Kedua dalail tersebut sangat 
berbeda sehingga membuat gugatan a quo menjadi kabur. Gugatan yang demikian 
membingungkan karena tidak bisa menunjuk tempat tinggal Penggugat secara 
jelas dan tegas. Gugatan yang demikian  sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat 
diterima. 
Menimbang,  bahwa     Majelis  perlu  mempertimbangkan  terlebih  dahulu 
 
terhadap eksepsi Tergugat;- 
Menimbang, sebagaimana eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan 
Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel) dengan alasan Tempat tinggal Penggugat 
inpersona. Pada identitas gugatan, Penggugat inpersona bertempat tinggal di Kab. 
Karanganyar, tetapi pada posita 3 (tiga), Penggugat menyatakan anak anak tinggal 
bersama Penggugat di Jakarta;- 
Menimbang, bahwa pada Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai 
bertempat   tinggal di Kab. Karanganyar dan setelah bercerai Penggugat pindah 
dan tinggal di Jakarta bersama anak-anak, sebagaimana dijelaskan pada posita 
nomor 3 sebagai berikut: “Bahwa sebelum atau sesudah cerai kedua anak tersebut 
tinggal bersama Penggugat di Jakarta dan kedua anak tersebut sekolah di Jakarta 
hingga sekarang”;- 
Menimbang,  bahwa   dengan   penjelasan  sebagaimana  posita  3,  harus 
dimaknai bahwa sesaat sebelum bercerai dan setelah bercerai Penggugat 
bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal identitas Penggugat tercatat di Kabupaten 
Karanganyar,  adalah  merupakan  administrasi  kependudukan  yang  tidak  serta 
merta dapat berubah;- 
Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 125 ayat (1)  HIR dikemukakan 
bahwa  gugatan  yang  kabur  adalah  gugatan  yang  melawan  hak  dan  tidak 
beralasan, oleh karena itu   Majelis Hakim memandang eksepsi Tergugat tidak 
beralasan, oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima :- 
Dalam Konpensi 
Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti 
 
tersebut di atas;- 
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah 
ditentukan,  Penggugat  dan  Tergugat  dan  atau  Kuasa  hukum  masing-masing 
datang  dipersidangan.  Majelis  Hakim  telah  mengusahakan  perdamaian,  akan 
tetapi tidak berhasil ; 
Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian  para pihak 
telah melakukan mediasi, dengan seorang   mediator Drs. M. Danil, MA (Wakil
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Ketua/Hakim  Mediator pada Pengadilan Agama Karanganyar) dan proses mediasi 
telah dilaksanakan, berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juni 2017, ternyata 
mediasi  tersebut tidak berhasil, oleh karena itu  telah dipernuhi PERMA Nomor 1 
Tahun 2016;- 
 
Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat Konpensi memberikan 
kuasa khusus kepada Mulyono, SH Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di 
Kabupaten   Klaten   berdasarkan   suarat   kuasa   khusus   yang   terdaftar   di 
Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar  nomor : 069/0408/Pdt.G/2017/PA 
Kra    tanggal,  03 April  2017,  sedangkan  Tergugat  memberikan  kuasa  kepada 
Sutoyo, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kabupaten 
Karanganyar  nomor  104/0408/Pdt.G/2017/PA.Kra  tanggal  18  Mei  2017 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut, kuasa masing-masing telah memenuhi 
persyaratan sebagai Penerima Kuasa yaitu sebagai advokat beracara telah 
menyertakan fotocopy kartu anggota advokat   yang masih berlaku disertai bukti 
berita acara pengangkatan sumpah, semuanya telah dicocokan dengan aslinya. 
Surat Kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan, karena secara jelas 
menunjuk untuk perkara cerai talak di Pengadilan Agama Karanganyar dengan 
memuat materi telah yang  menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, 
oleh karena Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penerima Kuasa, yakni harus 
dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum 
yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;- 
Menimbang, bahwa oleh karena itu dilanjutkan dengan proses persidangan 
mulai  pembacaan  gugatan  sampai  pada  kesimpulan  yang  semuanya  termuat 
secara lengkap dalam berita acara persidangan;- 
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan penggugat adalah 
sebagaimana dalil-dalil berikut dibawah ini ;- 
-     Bahwa  setelah  terjadi  perceraian,  Penggugat  memohon  kedua  anak 
bernama XXXXXX laki-laki lahir di Karanganyar tanggal XXXXXX dan XXXXXX 
laki-laki   lahir   di   Karanganyar   tanggal   XXXXXX   tidak   dimintakan   atau 
dimohonkan siapa hak asuhnya kedua anak tersebut ; 
-     posita angka 3, bahwa sebelum atau sesudah cerai kedua anak tersebut 
tinggal bersama Penggugat di Jakarta dan kedua anak tersebut sekolah di 
Jakarta  hingga sekarang ;
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-     Posita angka   4, bahwa   kedua anak tersebut telah diasuh, dididik dan 
semua  biaya  pendidikan  maupun  kebutuhan  sehari-hari  telah  dicukupi  oleh 
Penggugat;- 
-     Posita angka 5, bahwa karena Penggugat mempunyai penghasilan yang 
tetap sehingga mampu membiayai pendidikannya juga kebutuhan-kebutuhan 
lainnya serta dengan harapan kedepan pendidikan maupun kehidupannya 
terhadap kedua anak dimaksud diatas  akan lebih baik, dan agar ada kepastian 
hak asuh terhadap kedua anak tersebut, mohon Penggugat ditetapkan  sebagai 
hak asuhnya terhadap kedua anak dimaksud diatas ; 
-     Posita angka 6 bahwa Penggugat kawatir kalau kedua anak tersebut diasuh 
dan tinggal bersama Tergugat, mengingat Tergugat bekerja dari pagi pulang 
sore hari, sehingga pengawasan serta perhatian terhadap kedua anak tersebut 
sangat kurang dan Penggugat khawatir pendidikannya menjadi kurang baik,juga 
karena  sebelum bercerai  Tergugat  telah menjalin hubungan dengan pria lain, 
yang  mengakibatkan terjadi perceraian serta Penggugat takut perbuatan itu 
ditiru  oleh  kadua  anak  tersebut  dan  bisa  mempengarui  jiwa  anak  tersebut 
menjadi kurang baik ; 
-     Posita angka 7 bahwa agar kedua anak dimaksud pendidikannya maupun 
kelakuannya lebih baik, maka sudah selayaknya dan tepat apabila kedua anak 
tersebut dibawah asuhan Penggugat; 
Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban  secara tertulis 
 
sebagai berikut ;- 
-     Bahwa dalil Penggugat  posita 3 tidak semuanya  benar. Sejak lahir anak 
anak tinggal bersama Tergugat di Karanganyar kemudian setelah terjadi 
perceraian  antara  para  pihak,  anak  anak  tinggal  bersama  Penggugat  dan 
sekolah di Tangerang (bukan Jakarta). Anak anak dibawa ke Tangerang tersebut 
dalam  keadaan  dipaksa  oleh  Penggugat,  yang  akhirnya  anak  merasa  tidak 
nyaman bahkan merasa tertekan selama tinggal bersama Penggugat. 
-     Bahwa posita 4 gugatan tidak seluruhnya  benar.  Benar anak anak tinggal 
bersama Penggugat di Tangerang tetapi secara nyata oleh Penggugat setiap 
hari ditinggal kerja dari pagi setidaknya hingga pukul 21.00 WIB, anak anak 
ditemani oleh Ibu Penggugat yang sudah berusia kira kira 75 tahun.  Anak anak 
jika mau berkomunikasi dengan Tergugat tidak diberikan kesempatan, bahkan 
sering mendapat marah dari Penggugat dan Ibunya. Pendidikan yang demikian 
merupakan cara cara Penggugat untuk memutus hubungan antara orangtua
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dengan  anak.  Hal  yang  demikian  menurut  Tergugat  bukanlah  merupakan 
 
pendidikan yang baik dan layak diberikan kepada anak. 
-   Bahwa benar penggugat mempunyai penghasilan yang cukup, namun 
demikian melihat Penggugat yang  bekerja dari pagi setidaknya hingga pukul 21 
00 WIB, Penggugat tidak mempunyai waktu yang cukup untuk anak, sehingga 
janggal jikapenggugat  bisa memberikan kasih sayang dan pendidikan kepada 
anak anaknya. 
-     Bahwa   dalil Penggugat posita 6 adalah keawatiran yang berlebihan dan 
tidak beralasan. Ketika   anak anak tinggal bersama tergugat, baik sebelum 
dibawa Penggugat ke Tangerang maupun setelah dari tangerang   pada 
kenyataanya anak terjaga terpelihara dengan baik hidup nyaman segala 
kebutuhan tercukupi. Tidak pernah ada tanda tanda pada anak tentang   apa 
yang dikaawatirkan Penggugat. Namun demikian ketika anak tinggal bersama 
Penggugat di tangerang tanpa didampingi Tergugat, dan tidak diberikan 
kesempatan berkomunikasi dengan Tergugat bahkan sering mendapat marah 
dari penggugat, anak merasa tidak nyaman bahkan merasa tertekan. 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 berupa foto copy Akte Cerai, 
telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal , 
29 Maret 2016,  alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat  dan bukti tersebut 
telah pula memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima 
sebagai alat bukti, dan sebagai akta outentik oleh karenanya mempunyai nilai 
pembuktian yang sempurna;- 
Menimbang, bahwa dalam hal-hal yang menjadi penyebab atau alasan- 
alasan   perceraian   sebagaimana   disampaikan   oleh  Tergugat   pada   gugatan 
tersebut, maka tidak bijaksana jika Majelis Hakim membuka kembali ;- 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3  berupa foto copy Kutipan Akta 
Kelahiran  atas  nama  XXXXXX  dan  bukti  P.  4  berupa  foto  copy Kutipan Akta 
Kelahiran XXXXXX. Kedua anak tersebut adalah anak sah dari perkawinan 
Penggugat dan Tergugat, sebagiaman telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat. 
Dan bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu 
dapat diterima sebagai alat bukti ;- 
Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis perlu menjelaskan bahwa 
tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat 
dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah 
dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri/ayah-ibunya dan anak mempunyai
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hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya 
oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam 
neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan 
anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini 
sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 : yang artinya berbunyi: “ Wahai 
orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka” ; 
Menimbang, bahwa menurut Drajat (1985), pola asuh secara Islam adalah 
 
satu kesatuan yang utuh dari sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak yang 
 
masih   kecil   dalam   mengasuh,   mendidik,   membina,   membiasakan,   dan 
 
membimbing anak secara optimal berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah 
 
SAW.  Pola  asuh  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  menghasilkan  kompetensi- 
 
kompetensi tertentu pada anak. Ketika orang tua berinteraksi dengan anaknya 
 
dalam  pengasuhan  ini  orang  tua  haruslah  cerdas  mengetahui  perkembangan 
 
anaknya  yang  meliputi  kompetensi  akidah  dan  keimanan  kepada Tuhan Yang 
 
Maha  Esa,  kompetensi  akhlak  (moral),  kompetensi  fisik,  kompetensi  motorik, 
 
kompetensi  akademik,  serta  kompetensi  sosial-emosi.  Dan  didukung  dengan 
 
pendidikan tang berlandaskan agama Islam. 
Menimbang, bahwa   anak   Penggugat dan Tergugat  XXXXXX umur 11 
tahun dan XXXXXX umur 8 tahun, kedua anak   tersebut adalah   masuk dalam 
periode  anak-anak,  dimana  orang  tua  harus  menanamkan  nilai disiplin  dan 
tanggung jawab kepada anak-anak. Menurut hadits Abu Daud, yang artinya 
“Perintahlah anak-anak kamu supaya mendirikan shalat ketika berusia tujuh tahun 
dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat ketika berumur sepuluh tahun 
dan asingkanlah tempat tidur di antara mereka (lelaki dan perempuan).” Pukulan 
bukanlah untuk menyiksa, hanya sekadar untuk mengingatkan anak-anak. 
Sehingga, anak-anak akan lebih bertanggung jawab pada setiap perintah terutama 
dalam  mendirikan  sholat.  Ini  adalah  waktu  yang  tepat  bagi  orang  tua  untuk 
membangun kepribadian dan akhlak anak-anak mengikut ajaran Islam;- 
Menimbang, bahwa secara lahiriyah, baik Penggugat maupun Tergugat, 
dipandang mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak asuh 
dan pemeliharaan (hadlanah) atas anak-anak mereka.;- 
Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan majelis dalam menentukan 
hak  hadlanah  (pemeliharaan  anak),   adalah   di  tangan  siapa  masa  depan 
pendidikan, dan perkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembang secara 
sehat dan wajar, sehingga dengan perceraian kedua orang tuanya diharapkan
Disclaimer 
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20 
Direktori Putusan Mahkam2a0 h Agung Republik Indonesia 
putusan.mahkamahagung.go.id 
 
 
 
 
 
m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Republik 
 
 
 
a 
 
tidak  mempengaruhi  perkembangan  kejiwaan  dan  masa  depan  anak  yang 
 
bersangkutan;- 
Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan 
Tergugat serta keterangan para saksi, baik saksi yang yang dihadirkan oleh 
Penggugat maupun saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, bahwa kedua anak 
tersebut  pada  saat  proses  perceraian  Penggugat  dan  Tergugat  dan  setelah 
bercerai kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;- 
Menimbang,   bahwa   sesaat   setelah   anak   tinggal   bersama   dengan 
Penggugat, berdasarkan keterangan saksi SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III kedua 
anak tersebut disekolahkan oleh Penggugat di SDI Al Azhar Kota Tanggerang;- 
Menimbang,  bahwa  selama  bersekolah  saksi  SAKSI  II  dan  SAKSI  III 
melihat kedua anak tersebut senang sebagaiaman anak-anak yang lain yang tidak 
menjadi korban perceraian kedua orang tuanya;- 
Menimbang, bahwa dengan keadaan anak sebagaimana disebutkan saksi, 
Majelis  Hakim  memandang,  bahwa  kedua  anak  tersebut  sudah  mulai  dapat 
menyesuaikan dengan lingkungan yang ditempati saat ini ;- 
Menimbang, bahwa bukti. T3 dan T4 menguatkan bahwa kedua anak 
tersebut mendapatkan pendidikan yang baik di SDI Al-Azhar dan dengan   bukti 
yang  sama  bahwa  kedua  anak  tersebut  telah  dipindahkan  sekolahnya  di  SD 
Karanganyar;- 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama 
SAKSI I yang tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat atau kuasa hukumnya 
masing-masing,  bahwa kedua anak  tersebut hanya tinggal dan bersekolah di SD 
Karanganyar beberapa saat saja  atau kurang lebih 2 sampai 3 bulan sajak karena 
pada tanggal 3 September 2017 kedua anak tersebut diambil kembali oleh 
Penggugat dan dibawa ke Jakarta dan sampai saat ini kedua anak tersebut tinggal 
bersama Penggugat di Jakarta;- 
Menimbang, bahwa untuk kepentingan terbaik kedua anak, maka anak- 
 
anak harus benar-benar mendapatkan pantauan yang lebih serta kasih sayang 
yang besar, untuk mewujudkan semua itu orang tua harus senantiasa dekat secara 
 
lahir maupun batin, dekat secara lahir adalah tinggal bersama-sama dalam satu 
 
rumah dan keluarga yang utuh, sedangkan dalam hal terjadi perceraian, sedapat 
 
mungkin  anak-anak  bertempat  tinggal     dekat  dengan  bapak  dan  ibu  serta 
 
memudahkan   kedua orang tua untuk bertemu memberikan perhatian dan kasih 
 
sayang;- 
Menimbang, bahwa pada usianya kedua anak sangat memerlukan figur 
kepahlawanan dari ayahnya sebagaimana mereka memerlukan figur kelembutan
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dan kasih sayang dari ibunya oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan 
 
bagi ibu untuk menanamkan rasa hormat dan bangga pada diri anak kepada 
 
ayahnya dalam proses perkembangan dan pendidikan anak-anak apalagi kedua 
 
anak tersebut adalah laki-laki, begitupula sebaliknya ayah harus menanamkan 
 
rasa kasih sayang, bahwa ibu adalah selalu memberikan kasih sayang;- 
Menimbang, bahwa Penggugat  sebagai karyawan swasta  di PT XXXXXX 
tinggal bersama keluarga besarnya di Jakarta dan Tergugat   sebagai karyawan 
Bank Cabang KC. Jakarta   tinggal pula di Jakarta dan pulang ke Karanganyar 
setiap akhir pekan;- 
Menimbang,   bahwa   dengan   bersama-sama   tinggal   di   Jakarta,   baik 
Penggugat dan Tergugat akan mudah untuk bisa bertemu kemudian memberikan 
kasih sayang dengan kedua anak tersebut;- 
Menimbang,   bahwa   Penggugat   dan   Tergugat   keduanya   mempunyai 
finansial dan atau penghasilan yang cukup   serta mampu untuk memenuhi 
kebutuhan kedua anak  tersebut jika kedua anak jatuh dalam hak asuhnya, akan 
tetapi ada kepastihan hukum, apakah anak-anak itu akan jatuh pada hak asuh ibu 
atau ayah kandungnya;- 
Menimbang,   bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa  Hadhanah 
menurut bahasa adalah  Al-Janbu  berarti erat atau dekat. Sedangkan menurut 
istilah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum 
dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang dapat 
membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalnya supaya si anak 
dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya;- 
Menimbang, bahwa kedua anak tersebut senyatanya saat ini hidup bersama 
Penggugat dan mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan serta mendapatkan 
pendidikan   dengan   baik,   dengan   demikian   majelis   memandang   bahwa 
kepentingan-kepentingan terbaik anak-anak tersebut saat ini telah didapatkan hal 
ini sejalan dengan hukum yang saat ini berlaku disebagian besar negara yang 
mensyaratkan bahwa pranatalaksanaan hak asuh anak harus melayani “The best 
interests of the child” (kepentingan terbaik anak) hal tersebut sejalan pula dengan 
ketentuan   Pasal   13   Undang   -   Undang   Nomor   23   Tahun   2002   Tentang 
Perlindungan Anak;- 
Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak bermaksud untuk menjauhkan dari 
 
ibunya sebagaimana ketentuan umum atau Pasal  105 KHI bahwa  anak di bawah 
usia 12 tahun dan atau belum mumayyiz   adalah hak ibunya, akan tetapi lebih 
melihat   kepentingan   terbaik   anak-anak   tersebut.   Menurut   Majelis   Hakim
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kepentingan terbaik anak-anak tersebut   adalah tinggal di Jakarta bersama 
Penggugat karenanya senyatanya saat ini anak-anak dan keluarga besar 
Penggugat sudah tinggal lagi di Jakarta dan Tergugat sebagai ibu kandung juga 
tinggal di Jakarta;- 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 5 berupa foto copy Surat 
Permohonan Pindah Tempat Kerja, akan tetapi senyatanya saat ini Tergugat masih 
bekerja dan tetap bekerja di Bank KC Jakarta, oleh karena itu akan lebih mudah 
untuk dapat bertemu dengan kedua anak yang tinggal di Jakarta, di bandingkan 
anak-anak  akan  tinggal  di  Karanganyar  bersama  kedua  orang  tua  Tergugat, 
sementara kedua orang tua kandung anak-anak tinggal di Jakarta;- 
Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Jakarta, 
oleh karena itu kepentingan kedua anak akan lebih mudah jika ingin bertemu 
dengan Penggugat dan Tergugat, dan jika intensitas pertemuan itu terjadi kedua 
anak tersebut akan lebih senang dan nyaman karena merasa mendapatkan 
perhatian dan kasih sayang yang besar dari kedua orang tuanya, seperti tidak 
pernah terjadi perceraian;- 
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 
 
23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  selengkapnya  berbunyi  sebagai 
berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, 
memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuh kembangkan anak 
sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya 
perkawinan pada usia anak-anak dan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf a 
KHI bahwa “Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau 
bapak  tetap  berkewajiban  pemeliharaan  dan  mendidik  anak-anaknya,  semata- 
mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai 
penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan putusannya;- 
Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan-pertimbangan tersebut 
diatas maka anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXX 
laki-laki lahir di Karanganyar tanggal XXXXXX dan XXXXXX laki-laki lahir di 
Karanganyar  tanggal XXXXXX. Majelis berpendapat bahwa saat ini kepentingan 
terbaiknya adalah tinggal di Jakarta bersama Penggugat oleh karena itu 
dipertimbangkan  untuk  dapat  diasuh  dan  atau  dalam  hadhonah  Penggugat 
sebagai ayah kandungnya;- 
Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan   atau hal-hal   yang menjadi 
keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan, oleh karena Majelis Hakim
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telah mencukupkan apa yang telah dipertimbangkannya, oleh karena itu bukti-bukti 
tersebut harus dikesampingkan;- 
Dalam Rekonpensi 
 
Menimbang,   bahwa   maksud   gugatan   Penggugat   Rekonpensi   adalah 
sebagai tersebut di atas;- 
Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi adalah memohon agar 
Majelis Hakim menetapkan hak asuh  anak bernama XXXXXX laki-laki lahir di 
Karanganyar tanggal XXXXXX dan XXXXXX laki-laki lahir di Karanganyar  tanggal 
XXXXXX berada di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat Rekonpensi;- 
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dalil-dalil  dalam  gugatan  rekonpensi 
tersebut sudah termuat dalam konpensi dan telah pula dipertimbangkan dalam 
konpensi, oleh karena itu Majelis tidak perlu mempertimbangkan kembali;- 
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di 
atas bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan tidak diterima;- 
Dalam Konpensi dan Rekonpensi : 
Menimbang  bahwa  sesuai  dengan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang 
Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan 
ditambah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  tahun  2006  dan  Undang-undang 
Nomor  50  tahun  2009  maka  semua  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini 
dibebankan kepada Penggugat; - 
Mengingat   semua   peraturan   perundang-undangan   yang   berlaku   dan 
 
ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ; - 
MENGADILI 
Dalam Eksepsi 
-     Tidak menerima eksepsi Tergugat:;- 
Dalam Konpensi 
 
1.   Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi;- 
 
2.   Menetapkan anak bernama XXXXXX laki-laki lahir di Karanganyar tanggal 
XXXXXX dan XXXXXX laki-laki lahir di Karanganyar tanggal XXXXXX berada 
dalam hadhanah/pengasuhan Penggugat Konpensi sebagai ayah kandungnya;- 
Dalam Rekonpensi 
 
-     Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi;- 
Dalam Konpensi dan Rekonpensi 
-     Menghukum   Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar 
biaya perkara sebesar Rp. ..........
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Demikian dijatuhkan putusan ini dalam persidangan Majelis Hakim pada 
hari Kamis  tanggal, 16 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal, 07 Shafar 
27 1438  sebagai Ketua Majelis serta   Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum dan Drs Mudara 
MSI  Drs. Daldiri, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada 
hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis 
tersebut, dibantu oleh  Suharjo SHI  sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri 
oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Hukum Tergugat 
Konpensi/Penggugat Rekonpensi ;- 
Ketua Majelis 
 
Hadi Suyoto,S.Ag.,M.Hum. 
Hakim Anggota                                        Hakim Anggota 
Drs Mudara MSI                                              Drs. Daldiri, SH 
Panitera Pengganti, 
Suharjo SHI 
Perincian Biaya Perkara : 
1. Biaya Pendaftaran: Rp.    30.000,- 
2. BAPP : Rp. 50.000,- 
3. Biaya Panggilan : Rp. 245.000,- 
4. Materai : Rp. 6.000,- 
5. Redaksi : Rp. 5.000,- 
 
Jumlah                        Rp. 
